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Amanah  : Dapat dipercaya. 
 
Antroposentrisme : Paradigma yang menempatkan keseluruhan realitas pada  
  kuasa manusia. 
 
Demarkasi  : Batas Pemisah. 
 
Dekonstruktif : Istilah untuk ‘’membongkar’’ kemapanan teori yang 
  dianggap menindas. 
  
Dikotomi  : Pembagian atas dua kelompok yang bertentangan. 
 
Direct stakeholder : Pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan bisnis  
  Perusahaan seperti pemegang saham, menejemen, karyawan,  
  kreditur, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya. 
  
Dominative  : Penguasaan secara penekanan lewat alat-alat kuasa. 
 
Faith   : Mendefinisikan kembali perasaan akan kerohanian dan iman. 
 
Fathanah  : Pandai, pintar atau cerdas. 
 
Hegemoni  : Penguasaan dengan cara halus tanpa ancaman kekerasan.    
  Ide-ide didiktekan dan diterima secara pasif bahkan     
  dilegitimasi secara moral. 
 
Hirarki  : Suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori, dan  
  sebagainya) di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai  
  berada di atas, bawah, atau pada tingkat yang sama dengan  
  yang lainnya. 
  
Indrect stakeholder : Pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis  
  perusahaan seperti masyarakat, mustahiq (penerima  
  zakat, infaq, dan sadaqah), dan lingkungan alam. 
  
Intellect  : Orang yang pandai. 
 
Manunggal  : Meleburnya realitas non-eksistensial (partikulir) kepada    
  realitas eksistensial (universalitas) sebagai sumber. 
 
Maslahah  : Memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/menghindarkan  
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  kemudharatan. 
 
Nafs   : Jiwa, nyawa dan lainnya. 
 
Pragmatis  : Madzhab pemikiran yang kategori kebenarannya terletak pada  
  manfaat praktis. 
 
Produktif  : Bersifat mampu menghasilkan. 
 
Posterity  : Keturunan atau generasi dari seseorang. 
 
Rahmatan lil alamin  : Misi Islam sebagai rahmat bagi keseluruhan alam. 
 
Risalah  : Karangan ringkas mengenai suatu masalah di ilmu  
  pengetahuan. 
 
Shiddiq  : Benar dalam perkataan dan perbuatan. 
 
Stakeholders   : Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akuntansi (laporan  
  keuangan). 
 
Tabligh  : Menyampaikan. 
 
Value added  : Nilai tambah yakni nilai yang berbentuk ‘’rasa’’ sebuah  
  kesadaran psikologik yang bercorak altruisme atas  
  terdistribusinya nilai lebih sesuai ketentuan tentang itu. 
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Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan proses terjadinya shariah 
sustainabily serta bagaimana menciptakan sustainability report yang berbasis Islami. 
Pokok permasalah dari penelitian ini adalah bagaimana aplikasi nilai-nilai islam 
dalam melaksanakan CSR dan CSV. Studi empiris yang di lakukan pada PT. Eastern 
Pearl Flour Mills memberikan gambaran pelaksanaan CSR dan praktik-praktik yang 
mulai mengarah pada penciptaan nilai yang terjelaskan pada konsep CSV. 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan 
paradigma kritis desain hermeneutika. Analisis dilakukan dengan cara observasi 
langsung dan wawancara mendalam dengan manajer humas dan manajer produksi. 
Hasil wawancara dan observasi kemudian dicocokkan dengan konsep CSR dan 
konsep CSV. Kemudian melakukan kritik kapitalisme pada praktik CSR dan CSV 
dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Dengan nilai-nilai Islam tersebut peneliti 
dapat menilai apakah hasil pertanggungjawaban yang dilaksanakan telah sesuai 
dengan pandangan etis menurut Islam, dimana faktor penilai yang digunakan 
merupakan hasil depth interview serta observasi, yang dikaitkan dengan prinsip-
prinsip islam sebagai dasar teori dari penelitian ini. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa pada dasarnya motivasi melakukan 
kegiatan CSR sudah mulai mengarah pada penciptaan nilai. CSV dipandang tidak 
sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan adanya pengembalian nilai/value. 
Oleh karena itu, penulis melahirkan teori yang menegaskan perbedaan antara CSR 
dan CSV. Dalam teori Shariah Sustainability CSR dikatakan syar'i ketika terlepas 
dari kepentingan untuk mengharap lebih dan CSV dinilai etis ketika ditempatkan 
sebagai strategi dan tidak digabungkan bersama pertanggungjawaban sosial. 
Implikasi dari penelitian ini adalah adanya dasar baru untuk keberlanjutan 
yang Islami. Sehingga dapat menentang hegemoni kapitalisme. 
  
Kata Kunci: CSR, CSV, Sharia Sustainability, Prinsip-pronsip Islam, Capitalism, PT. 





A. Latar Belakang Masalah 
Fakta bahwa berbagai permasalahan sosial mulai dari permasalahan 
kesehatan,  turunnya kualitas lingkungan, hingga kurus bumi yang kita  pijaki saat ini, 
tak lain adalah ulah para pelaku-pelaku bisnis yang meraup keuntungan untuk dirinya 
sendiri. Coba kita putar kembali sumber permasalah tersebut. Perusahaan Rokok 
menciptakan produk yang justru menimbulkan berbagai masalah kesehatan dimana-
mana. Kemudian Perusahaan Pertambangan yang mengeruk perut bumi tanpa ampun 
dan belas kasih.  
Berangkat dari berbagai permasalahan sosial dan lingkungan tersebut 
perusahaan mulai membuka mata dan menyadari perlu ada suatu bentuk 
pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Atas dasar kesadaran 
tersebut, maka pada tahun 1970an mulai berkembang sebuah konsep 
pertanggungjawaban perusahaan pada wilayah sosial dan lingkungan yang biasa 
disebut sebagai CSR (atau Corporate Social Responsibility).  
CSR merupakan bentuk kompleks pertanggungjawaban  yang di 
implementasikan untuk memperbaiki alam semesta dan untuk mencapai 
kesejahteraan sosial.   Sehingga Elkingston melahirkan konsep pendukung CSR yang 
biasa kita kenal sebagai Triple Bottom Line (Ekwueme, 2013; Brown, 2006; Herbert, 





pengungkapan CSR yang awalnya bersifat Voluntary (suka rela) (Islam, 2014; 
Modarres; 2014; Ghasemphour, 2014; Alkababji, 2014) berubah menjadi suatu 
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Sehingga, berlakunya Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang 
No.25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta didukung oleh ISO 26000. 
Mewajibkan melaksanakan paktik CSR bagi setiap perusahaan yang bergerak pada 
pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelayanan Dana Masyarakat. 
Gray (1995) memaparkan bahwa CSR sebagai salah satu komponen cabang 
ilmu akuntansi lingkungan yang sangat marak diperbincangkan oleh akademisi, 
praktisi dan mahasiswa saat ini. CSR semakin berkembang dengan munculnya 
berbagai literature dari berbagai Universitas di berbagai Negara seperti di Spanyol 
(Souto, 2009) menghubungkan antara krisis dan CSR, di Brazil (Filfo, 2010) 
menjelaskan CSR sebagai keunggulan kompetitif, di Iran (Khanifar, 2012) 
menghubungkan CSR dengan kinerja keuangan, di Banglades (Islam, 2011) meninjau 
persepsi akuntan terkait CSR, di Ukraine (Stepanenko, 2012) membahas 
pekembangan CSR dan di London (Sevaes, 2013) menghubungkan nilai perusahaan 
dengan  prktik CSR. Lalu sebagian peneliti seperti Anghalino, (2004), Jenkins dan 
Yakovleva (2006),  Frynes (2012), Renouard (2011), dan Choi.dkk (2010) 
beranggapan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban perusahaan yang harus 
dipenuhi karena merupakan suatu tuntutan etika. Namun, peneliti yang lainnya seperti 
Haniffa dan Hudaib (2007), Hassan dan Harahap (2010), Yusof.dkk (2013), Zulfikar 





namun sudut pandang yang digunakan bukan hanya karena etika namun karena CSR 
merupakan pertanggungjawaban kita sebagai manusia yang diberikan wewenang 
untuk menjaga bumi dan segala isinya.  
Allah memilih manusia sebagai wakil Allah dibumi, memberikan tanggung 
jawab penuh kepada manusia untuk menjaga bumi dan isinya. Dalam kedudukan 
inilah manusia bertanggungjawab atas seluruh alam semesta. Sebagaimana yang telah 
dijelaskan dalam al-quran surah Al-baqarah Ayat 30 :  
Q.S. Al-baqarah Ayat 30: 
 َيَو اَهيِف ُدِسْف ُي نَم اَهيِف ُلَعَْتََأ ْاوُلَاق ًةَفيِلَخ ِضْرَلأا ِفِ ٌلِعاَج ينِِّإ ِةَكَِئلاَمِْلل َكُّبَر َلَاق ْذِإَو ُُ يَِّسُُ  ُنَََْو  اَم يدلا ُكِفْس
 َنوُمَلْع َت َلا اَم ُمَلَْعأ ينِِّإ َلَاق َكَل ُس يدَق َُُو َكِدْمَِبِ۞ 
Terjemahnya: 
“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 
hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah engkau 
hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, 
sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia 
berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 
 
Dari ayat Allah diatas jelas diterangkan bahwa Allah memberikan 
kepercayaan penuh kepada manusia untuk menjaga bumi. Ditinjau daripada 
perspektif Islam, sebagaimana terungkap dalam al-Qur’an, peranan, tanggungjawab 
serta matlamat kehadiran manusia di alam ini adalah terfokus kepada pelaksanaan dua 
tugas utama: Melakukan ibadah kepada Allah dan memakmurkan planet bumi yang 
mereka diami (Stapa, 2009).  
Manusia telah diberikan kepercayaan penuh oleh Allah, oleh karna itu sudah 





sesama manusia. Manusia pun merupakan bagian dari alam sebagaimana dijelaskan 
dalam ayat Allah, yakni :  
Q.S. Hud ayat 61: 
 َن يم مُكَأَشَُأ َوُى ُُهر ْ يَغ ٍو َلِإ ْن يم مُكَل اَم َوّللا ْاوُدُِّْعا ِمْو َق َاي َلَاق ًاِلِاَص ْمُىاَخَأ َدُوَثَ َلَِإَو ُهوُرِفْغ َتْسَاف اَهيِف ْمَُكرَمْع َتْساَو ِضْرَلأا
 ِوَْيِلإ ْاُوبُوت َُّثُ  ٌبي ُِّمُّ ٌبِيرَق يبَِّر َّنِإ۞ 
Terjemahnya: 
"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 
"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 
Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 
kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 
memperkenankan (do`a hamba-Nya)." (Q.S.Hud:61) 
 
 
Q.S. Al-A’af ayat 10 : 
 نوُرُكْشَت اَّم ًلايَِلق َشِياَعَم اَهيِف ْمُكَل اَنْلَعَجَو ِضْرَلأا ِفِ ْمُكاَّن َّكَم ْدَقَلَو۞ 
Terjemahnya: 
“Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana kami 
sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (tetapi) sedikit sekali kamu 
bersyukur.” (Qs. Al-A’af :10).  
 
Dari ayat diatas dapat dipetik makna bahwa manusia diciptakan dari bumi 
yakni tanah dan memberikan sumber penghidupan dari alam semesta mulai dari air, 
tanah, api, dan udara. Kemudian allah menjelaskan bahwa manusia harus 
memakmurkan bumi sebagai tempat berpijaknya.  
Dari berbagai literatur yang telah disebutkan, dijelaskan secara umum maupun 
spesifik baik Negara berkembang maupun Negara maju praktik CSR telah 





dan banyaknya penelitian yang dilakukan terkait CSR menyebabkan pihak-pihak 
yang menganut paham kapitalisme  kurang setuju dengan konsep CSR karena mereka 
menilai bahwa CSR hanya akan menimbulkan biaya dengan manfaat yang minim. 
Namun, karena ada regulasi yang mengaturnya CSR tidak bisa dihilangkan sehingga 
para pemikir-pemikir kapitalis mulai putar otak untuk menciptakan konsep yang lebih 
menguntungkan bagi perusahaan dengan konsep yang hampir mirip dengan CSR 
yang mengacu pada triple bottom line. Sehingga, Porter dan Kramer pada tahun 2006 
mencetuskan konsep CSV (atau Creating Shared Value) dan kembali 
memperkenalkannya dalam Harvard Bisiness Review pada tahun 2011 dengan slogan 
yang sangat kontroversial yakni  “Menghidupkan Kembali Kapitalisme”.   
Menurut Ghesami (2014) Konsep CSV didasari pada ide adanya hubungan 
interdpenden antara bisnis dan kesejahteraan sosial. Porter mengkritik bahwa selama 
ini bisnis dan kesejahteraan sosial selalu ditempatkan berseberangan. Pebisnispun rela 
mengorbankan kesejahteraan sosial demi keuntungan semata. CSV menekankan 
adanya peluang untuk membangun keunggulan kompetitif dengan cara memasukkan 
masalah sosial sebagai bahan petimbangan utama dalam merancang stategi 
perusahaan. Dalam konsep ini Perusahaan menempatkan masayarakat termasuk 
pemangku kepentingan sebagai mitra, sesama subyek. Sementara konsep CSR 
cenderung menempatkan pemangku kepentingan sebagai obyek. Konsep ini 
mengharuskan perusahaan memainkan peran ganda menciptakan economic value 
(nilai ekonomi) dan Social value (nilai sosial) secara besama-sama (shared), tanpa 





terhadap persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan bukanlah pekerjaan 
sampingan, tapi haruslah masuk di dalam jantung strategi perusahaan.  
Dengan begitu dapat dikatakan bahwa CSV Sebagai proses bisnis yang dapat 
menghasilkan serta memperkuat pendapatan ekonomi dan sosial. Namun, menurut 
saya selaku penulis konsep CSV tidak lebih adalah politikal bisnis yang ingin 
mematikan konsep CSR dengan iming-iming penciptaan nilai bersama. Pada konsep 
CSV dimensi yang sangat berperan adalah dimensi ekonomi. Sementara dimensi 
sosial dan lingkungan hanyalah sebatas hiasan dan lebih meniru konsep CSR untuk 
penyesuaian pada konsep triple bottom line dengan asumsi bahwa dengan 
terpenuhinya tiga dimensi memberikan kemudahan dalam menggeser posisi CSR 
menjadi CSV. Karena cepat atau lambat perusahaan akan lebih memilih menerapkan 
CSV dari pada CSR. Oleh karena itu untuk menjaga agar konsep CSR yang lebih 
banyak mengandung prinsip-pinsip Islam tidak hilang ditelan zaman, penulis 
berasumsi bahwa perlu adanya suatu konsep yang menghubungkan antara Inti sari 
CSV dan CSR serta disempurnakan dengan prinsip-prinsip Islam untuk menjaga agar 
perbisnisan dunia tidak diwarnai dengan indifidualisme yang erat kaitannya dengan 
kapitalisme.  
Dengan adanya konsep baru dari penggabungan dan penyempurnaan konsep-
konsep sebelumnya akan memberikan  keberlanjutan baru yang Islami yang tercermin 
dalam sustainability report yang tujuan utamanya adalah semata-mata untuk 
keridhoan Allah SWT. Untuk mencapai informasi yang aktual, faktual, akuntabel dan 





informasi-informasi yang menunjang untuk sustainability report.  Oleh karena itu, 
berangkat dari latar belakang masalah  diatas penulis berupaya untuk memecahkan 
masalah diatas dengan menyumbangkan pemikiran kritis yang berjudul: Evolusi 
Sharia Sustainability Melalui Corporate Social Responsibility dan Created Shared 
Value : Desain Hermeneutika Dalam Paradigma Kritis. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Penelitian ini di fokuskan pada perusahaan makanan yakni pada PT Eastern 
Pearl Flour Mills. Penelitian ini akan dilakukan dengan proses wawancara mendalam 
dengan Manejer Humas, Manejer Keuangan, dan Manajer Produsi PT Eastern Pearl 
Flour Mills.  Di pilihnya perusahaan tersebut karna berorientasi pada produksi bahan 
makanan, sehingga lebih cocok dalam penelitian ini.  
C. Rumusan Masalah 
Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis menarik rumusan 
masalah: 
1. Bagaimana proses terjadinya evolusi sharia sustainability melalui CSR 
dan CSV? 
2. Bagaimana sharia sustainability dalam menciptakan sustainability report 
yang berbasis Islami? 
D. Kajian Pustaka 
Sebelumnya konsep CSR dan CSV serta praktik Pelaporan Sustainability telah 
marak diperbincangkan oleh para peneliti-peneliti diseluruh dunia, baik di Negara-





mendapatkan inspirasi dan melihat fenomena yang terjadi tak lain adalah bersumber 
dari literature dari beberapa peneliti-peneliti yakni Seperti Scagnelli dan Cisi (2014) 
yang beranggapan bahwa CSV merupakan bentuk modern dari CSR sehingga ia 
menyebutnya menjadi CSR 2.0. Anggapan tersebut lantas membuat saya selaku 
peneliti bereaksi bahwa CSR dan CSV merupakan hal yang berbeda dengan 
taksonomi yang tidak sama. Oleh karena itu, penelitian ini membedakan antara CSR 
dan CSV dilihat dari taksonomi masing-masing. Kemudian yang menjadi tolok ukur 
pernyataan tersebut adalah aticle yang dipublis oleh Harvard Business Review (2010) 
yang memperkenalkan konsep CSV sebagai The Big Idea dan konsep yang akan 
melahirkan kembali kapitalisme yang ditemukan oleh dua peneliti terhormat Michael 
E. Porter dan Mark R. Kramer yang menyandingkan antara CSR dan CSV dari sudut 
pandang yang lebih menguntungkan. Porter dan Klamer juga menyebutkan bahwa 
CSV lebih baik dari pada CSR dan mereka akan terus mempromosikan CSV sehingga 
kelak CSV dapat menggatikan peran CSR sebagai alat pertanggungjawaban 
perusahaan. hal ini kemudian menjadi motivasi saya bahwa CSR perlu untuk 
dipertahankan dan tidak untuk digantikan.  
Dasar pemikirannya adalah CSV merupakan alat kaum kapitalisme untuk 
mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Lalu Beshchorner (2013) meneliti 
mengenai article Porter dan Kramer.  Beshchorner beranggapan bahwa ide Porter dan 
Kramer adalah retorika untuk membenarkan konsep CSV sebagai pengganti CSR. 
Hal ini sejalan dengan apa yang selama ini terlintas dibenak saya bahwa ada suatu 





peneliti yang setuju dengan pemikiran Porter dan Kremer seperti Ghesemi dkk (2014) 
yang mencoba mengembangkan CSV di Iran lewat penelitiannya pada salah satu 
perusahaan terbesar di Iran. Levall (2013) dalam Thesis Master nya yang juga 
mendukung praktik CSV sebagaimana kontribusi dari penelitian tersebut untuk 
memahami model bisnis baru sebagai cara positif mempengaruhi industri, Negara dan 
masyarakat setempat. Lalu Matthews (2011) yang mengatakan dalam Literaturnya 
bahwa CSV merupakan “The New Sustainability” yang patut untuk dikembangkan 
dan diimplementasikan.  
Dari berbagai literature-literatur sebelumnya maka penulis menemukan 
adanya permaslahan inti. Dimana sebagai mahasiswa Islami yang akan menjadi 
penerus untuk pengembangan ilmu pengetahun tidak bisa tinggal diam menyaksikan 
kapitalisme merajalela dan menindas konsep yang dipandang lebih bermartabat dan 
beradab (dalam kontek ini CSR). Namun, penulis menyadari bahwa CSR kelak akan 
digantikan oleh CSV karna perusahaan-perusahaan akan lebih memilih praktik-
praktik yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu, orientasi penulis 
lebih kepada melestaikan CSR dengan cara mengambil inti sari praktik CSR yang 
tidak dioientasikan oleh CSV dan mengambil inti positif CSV lalu akan digabungkan 
dan dilandasi dengan Pinsip-prinsip Islam agar praktik pertanggungjawaban 
perusahaan yang berpijak pada triple bottom line tetap bermartabat dan beradab 
E. Tujuan Penelitian 





1. Menjelaskan dan menggambarkan proses terjadinya evolusi sharia 
sustainability melalui CSR dan CSV.  
2. Menjelaskan dan menggambarkan sharia sustainability dalam 
menciptakan sustainability report yang berbasis Islami. 
F.  Kontribusi Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini maka akan memberikan beberapa 
sumbangan wawasan untuk aspek: 
1. Teoretis 
Hasil dari penelitian ini yaitu melahirkan konsep Sharia Sustainability 
yang akan memberikan sumbangan yang berarti serta fenomena baru dalam kajian 
literature dan memberikan kontribusi penting bagi akademisi secara umum dan 
khususnya untuk jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar dalam 
menghidupkan kembali nilai-nilai Islami. Melalui paradigma kritis, diharapkan 
ilmu-ilmu sosial khusunya akuntansi akan terus berkembang berani menentang 
hegemoni kapitalisme. Penelitian akuntansi kritis diharapkan dapat 
memperjuangkan ide peneliti yang ingin membawa perubahan substansial, yang 
didukung dengan pemahaman yang diperoleh peneliti tentang fenomena akuntansi 
berdasarkan fakta di lapangan, dilengkapi dengan analisis dan pendapat 







Hasil dari penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan atau referensi 
bagi perusahaan-perusahaan di indonesia untuk mulai mencoba menerapkan 
Sharia Sustainability Sehingga perusahaan dapat selangkah lebih maju dalam 
meningkatkan keunggulan kompetitifnya dalam hal peningkatan Kesejahteraan 
sosial, ekonomi, dan lingkungan namun tetap berada pada jalur yang benar. Yakni 





A. Elkingston Theory 
Triple bottom line (TBL), istilah yang diciptakan oleh John Elkington, dan 
perwujudan di dalam pedoman pelaporan keberlanjutan perusahaan yang diterbitkan 
oleh Global Report Initiative (GRI) (Funish, 2013). Banyak definisi untuk triple 
bottom line yang digunakan untuk menjelaskan pendekatan tiga cabang 
ini. Sederhananya, tiga Intinya adalah kerangka akuntansi yang menggabungkan tiga 
dimensi kinerja: sosial, lingkungan, dan keuangan. Namun, Milne dan Byrch (2011) 
menyimpulkan bahwa triple bottom line adalah  tidak mungkin untuk memberikan 
kontribusi kepada masyarakat secara berkelanjutan secara ekologis dalam waktu 
dekat. Berikut ilustrasi dari konsep triple bottom line mmenurut Herbert (2010). 
 




Ekuwueme (2013) mengatakan bahwa munculnya paradigma Triple Bottom 
Line  bertujuan untuk mendorong menejer untuk berfikir diluar garis keuangan, dalam 
hal ini yakni „bottom line sosial‟ dan „bottom line lingkungan. Berdasarkan 
paradigma triple bottom lines, sebuah organisasi menyampaikan gambar perhatian 
dan kepekaan terhadap tiga dimensi tanggungjawab: ekonomi, lingkungan, dan sosial. 
Kesimpulannya adalah bahwa meskipun langkah menuju peningkatan kesadaran 
diselimuti tujuan bersaing dianggap istilah ini menjadi inklusif dari tanggungjawab 
ekonomi, lingkungan dan sosial dalam organisasi (Brown, 2006). Triple Bottom Line 
kemudian memberikan gambaran bahwa tidak ada keegoisan dalam praktek bisnis, 
para pelaku bisnis tetap harus bertanggungjawab terhadap lingkungan dan alam serta 
masyarakat dan tidak mementingkan urusan pribadi semata. Dibawah ini kegiatan-
kegiatan CSR sesuai dengan Triple bottom line menurut Roslina (2010), antara lain :  
Tabel. 1. Kegiatan CSR Triple Bottom Line 
No Aspek Muatan 
1 Sosial Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan 
kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan 
karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, 
agama, kebudayaan dan sebagainya. 
2 Ekonomi Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil 
dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaa 
lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif 
lain.  
3 Lingkungan Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan, pelestarian alam, 
ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, 
serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.  
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Hal ini CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip 
dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom line, yaitu profit, people, dan plannet 
(3P) (lihat tabel 1) : 
1. Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan 
ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. 
2. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan 
manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti 
pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana 
pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan 
ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi 
warga setempat.  
3. Plannet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hayati. Beberapa program 
CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan 
hidup, penyediaan sarana pengembangan pariwisata (ekoturisme).  
Selain CSR, CSV juga berorientasi berdasarkan pada  tiga konsep inti tersebut 
namun pandangannya adalah adanya penciptaan nilai dan bukan hanya sekedar  
bergantung pada pertanggungjwaban. CSV lebih melihat pada realitas yang terjadi, 
yakni dengan memasukkan tiga konsep inti triple bottom line kedalam jantung 
perusahan dan bukan hanya sebatas praktik antara pemberi dan penerima. 
Realitas yang saya maksud disini adalah adanya sifat alami manusia yaitu 
sifat  egois yang melekat pada diri setiap orang dan termasuk pula para  pelaku-
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pelaku bisnis. Sifat egois yang saya maksud disini dijelaskan dalam teori egoisme 
psikologis yakni suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia 
dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri (selfish). Menurut teori ini, orang boleh saja 
yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun 
semua tindakan yang terkesan luhur dan/atau yang suka berkorban tersebut hanyalah 
ilusi. Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Oleh karena 
itu, CSV lebih menekankan pada penciptaan nilai secara bersama-sama diman bukan 
hanya memberikan keuntungan kepada masyarakat dan Negara namun juga akan 
berimbal kepada perusahaan itu sendiri. 
B. Corporate Sosial Responsibility (CSR) 
Corporate social responcibility (CSR) mulai diperkenalkan pada tahun 1970-
an (Dragan, 2014).  Namun, menurut Frimpong (2014) berdasarkan sejarah 
perkembangan teori, konsep CSR berasal dari Eropa dan Amerika pada abad ke-18 
dan ke-19 ketika perusahaan mulai melakukan apa yang disebut “tindakan luar 
hukum” seperti perlakuan yang tulus, ramah dan adil kepada karyawan mereka. 
Walaupun pada kenyataannya, sebagian besar nilai-nilai ini pada waktu itu datang 
dari pengaruh pemikiran keagamaan. Pada tahun 1924, peneliti Amerika bernama 
Shetlton pertama menempatkan gagasan “Corporate social responcibility”. 
Sementara itu Mordi, dkk (2012) mendefinisikan CSR sebagai “kewajiban moral 
untuk mempromosikan nilai-nilai sosial yang layak untuk generalisasi suasana damai 
dalam suatu masyarakat tertentu oleh perusahaan dalam pelaksanaan operasi 
mereka”.   
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Sementara menurut Albar (2013;11) CSR adalah inisiatif moral dan agama 
didasarkan pada keyakinan bahwa sebuah perusahaan harus "baik" meskipun 
konsekuensinya merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi keuangan 
perusahaan. Sehingga pelaku-pelaku bisnis sebaiknya menggunakan 
paradigma bisnis berbasis-taqwa menyiratkan bahwa pengusaha tidak lagi didorong 
oleh maksimalisasi keuntungan saja, tetapi dengan mengejar kebahagiaan tertinggi 
dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. CSR  dalam Islam bukanlah sesuatu yang 
baru. Tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur‟an. Diantaranya 
dijelaskan dalam :  
Q.S. Al Baqarah ayat 205:  
 َداَسَفلا ُّبُِيُ َلا ُهّللاَو َلْسىنلاَو َثْرَْلْا َكِلْه ُيَو اَهِيِف َدِسْف ُِيل ِضْرَلأا فِ ىَعَس ىلََّو َت اَذِإَو۞ 
Terjemahnya: 
“Dan apabila ia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat  
kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah 
tidak menyukai kerusakan”. 
 
Q.S. Hud ayat 85 :  
 َلأا فِ ْاْو َثْع َت َلاَو ْمُهءاَيْشَأ َساىنلا ْاوُسَخْب َت َلاَو ِطْسِقْلِاب َنَازيِمْلاَو َلاَيْكِمْلا ْاوُفَْوأ ِمْو َق َايَو  َيِدِسْفُف ِضْر۞ 
Terjemahnya: 
 “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan 
janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan 
kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” 
 
Dari ayat diatas jelas bahwa Allah menyuruh kita (manusia) untuk berbuat 
baik di muka bumi ini, tidak merugikan mahluk lain dan merusak alam karna setiap 
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perbuatan harus di pertanggung jawabkan sebagaimana di tegaskan dalam Q.S. Al 
Muddassir ayat 38: 
 ٌَةَنيِهَر ْتَبَسَك َابِ ٍسْف َن ُّلُك۞ 
Terjemahnya: 
 “Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukkannya”.  
 
Lalu  Buhmann (2006) menyatakan bahwa “Fungsi CSR sebagai hukum 
formal, dan prinsip-prinsip penting dari fungsi  hukum sebagai bagian dari satu set 
nilai-nilai umum.” Sehingga Raimi, dkk (2014) menyimpulkan bahwa CSR 
merupakan pemenuhan hukum atau kontrak sosial bahwa perusahaan berhutang 
kepada masyarakat. Namun, menurut Kumar (2014) CSR adalah cara berbisnis, 
dimana entitas perusahaan tampak berkontribusi dalam mengintegrasikan ekonomi, 
lingkungan dan sosial sebagai tujuan dari operasi perusahaan. Kemudian lebih lanjut 
Kumar (2014) menjelaskan bahwa tindakan CSR sebagai kegiatan yang 
mempromosikan pengetasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keberlanjutan 
lingkungan, kesetaraan gender, dan keterampilan kejuruan pembangunan.  
CSR ditentukan sebagai keadaan dimana perusahaan melampaui kesesuaian 
dan terlibat dalam tindakan yang muncul untuk lebih lanjut menjadi perusahaan yang 
baik di luar nafsu perusahaan dan apa yang diperlukan oleh hukum (Zafar, 2014). 





Gambar (2): CSR Pyramid oleh Zafar (2014). 
 
1. Tanggung jawab Ekonomi, Asosiasi bisnis adalah unit investasi mendasar 
dalam tatanan sosial kita. Bagian terpenting adalah mengubah produk dan 
administrasi yang diperlukan dan dibutuhkan pembeli dan membuat 
keuntungan yang memuaskan secara bersamaan.  
2. Tanggung jawab Hukum, Bukan hanya berfungsi sebagai Profit motif; pada 
saat yang sama perusahaan diperkirakan untuk mematuhi peraturan 
pemerintah, Negara, dan pemerintah daerah yang berwewenang  sebagai 
pedoman dimana bisnis harus berfungsi. 
3. Tanggung jawab Etis, Kewajiban etis menandakan persyaratan, standar, atau 
tujuan yang menunjukan perhatian untuk pelanggan, pekerja, investor, dan 
dianggap wajar, adil, atau sesuai dengan hal atau perlindungan hak etis 
stakeholder. 
4. Tanggung jawab Filantropi, Filantropi melibatkan kegiatan-kegiatan usaha 







merupakan bisnis yang baik. Ini mengantung fungsi atau program dalam 
meningkatkan reputasi yang baik. 
Dalam penelitiannya, Garriga dan Mele (2004) dalam Putri (2012) 
mengklasifikasikan empat teori mengenai CSR, keempat tersebut merupakan konsep 
dasar dari perkembangan teori CSR. Keempat teori tersebut diantaranya :  
1. Teori Instrumen (Instrumental Theories)  
Dalam teori ini, diasumsikan perusahaan sebagai instrumen yang 
menciptakan kemakmuran dan itulah tanggung jawab sosialnya. Aspek ekonomi 
yang dipertimbangkan dalam teori hanya interaksi antara bisnis dengan 
masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan sosial hanya akan diterima 
jika, dan hanya jika, konsisten dengan kegiatan menciptakan kemakmuran 
tersebut.  
2. Teori Politik (Political Theories)  
Teori ini menekankan pada kekuatan sosial dari sebuah perusahaan, 
terutama dalam hal hubungannya dengan masyarakat dan tanggung jawabnya 
terhadap arena politik terkait dengan kekuatan sosial tersebut. Hal ini 
mengakibatkan perusahaan harus turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial 
tertentu.  
3. Teori Integratif (Integrative Theories)  
Teori ini menganggap bahwa suatu bisnis harus dapat mengintegrasikan 
segala tuntutan sosial. Teori ini menyatakan bahwa keberlangsungan dan 
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pertumbuhan suatu bisnis tergantung pada masyarakat dan bahkan untuk 
keberadaan bisnis itu sendiri.  
4. Teori Etika (Ethical Theories)  
Teori ini memahami bahwa hubungan antara bisnis dan masyarakat 
tertanam dalam nilai-nilai etika. Hal ini menghasilkan suatu visi CSR dari sudut 
pandang etika, akibatnya perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial 
sebagai bentuk dari tuntutan etika yang diatas segalanya. 
C. Creating Shared Value (CSV) 
CSV dianggap sebagai kepatuhan terhadap hukum dan standar etika dan akan 
menjadi salah satu kekuatan yang paling kuat dalam mengemudikan pertumbuhan 
global (Chung, 2013). Michael Poter (2011) telah mengkristalkan pendekatan 
terhadap isu-isu sosial dengan “Creating Shared Value” sebuah rerangka baru yang 
dituangkan dalam Harvard Bisiness Review yang bekolaborasi dengan Mark Kramer. 
CSV dirancang untuk meningktkan prospek suatu perusahaan untuk keunggulan 
kompetitif melalui keterlibatan imajinatif sosial. Berikut adalah ilustrasi konsep CSV 
oleh Bockstette and Stamp (2011) dalam Albertsson dan Bertland (2014). 
 
Gambar (3): Ilustrasi Creating Shared Value (Bockstette and Stamp, 2011) 
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Konsep CSV dapat didefinisikan sebagai kebijakan dan operasi praktek-
praktek yang meningkatkan daya saing suatu perusahaan, sementara bersamaan juga 
dalam memajukan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat dimana ia beroperasi. 
Penciptaan nilai bersama berfokus pada mengidentifikasi dan memperluas hubungan 
antara masyarakat dan kemajuan ekonomi (Porter dan Kramer, 2011).  
Spitzeck dan Chapman (2012) melanjutkan bahwa konsep ini bertumpu pada 
premis bahwa baik dalam kemajuan ekonomi dan sosial harus diatasi dengan 
menggunakan prinsip “Value” (nilai). Nilai didefinisikan  sebagai manfaat relative 
terhadap biaya, bukan hanya manfaat saja (Badia, dkk, 2013). Creating value 
(penciptaan nilai) adalah suatu gagasan yang sudah lama dikenal dalam bisnis, 
dimana laba pendapatan yang diperoleh dari pelanggan dikurangi biaya yang 
dikeluarkan.  Nilai bersama ini tidak hanya tanggungjawab sosial, filantopi, atau 
keberlanjutan, tetapi formula baru keberhasilan ekonomi (Aranha dan Garsia, 2014). 
Sehingga menurut Rixen, dkk (2011) bahwa dalam konsep tersebut ada gagasan 
bahwa bisnis harus melakukan dua hal bersamaan untuk menjadi sukses dalam jangka 
panjang: Yakni menciptakan nilai ekonomi untuk perusahaan dan masyarakat. 
Sedangkan Davenport (2011) mengungkapkan bahwa reaksi spontan terhadap 
tekanan eksternal atau negative publisitas adalah obat jangka pendek yang tidak 
memberikan solusi yang sebenarnya; share value, modus operasi, dan niat untuk 
menciptakan sebuah rencana jangka panjang untuk perbaikan sosial dan 
bertanggungjawab, namun  menguntungkan praktek bisnis. Selain itu, Porter dan 
Kramer (2011) hadir dengan tiga cara bagi perusahaan untuk menciptakan nilai 
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ekonomi dengan menciptakan nilai sosial. Berikut tiga pilar dalam CSV ilustrasi oleh 
Avenhuish (2013) :  
.  
Gambar (4): Tiga Pillar Shared Value Creation  (Avenhuish, 2013 ) 
1.  Reconceiving Products & Markets 
Porter dan Kramer (2011) menjelaskan bahwa sebuah perusahaan dapat 
menciptakan nilai bersama dengan produk sendiri. Selain itu, Porter (2011) 
menjelaskan bahwa ketika Perusahaan menjual produk atau jasa mereka, mereka 
harus fokus pada profitabilitas, pasar saham dan pertumbuhan pendapatan. 
Faktor-faktor ini harus berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan sosial. 
Menurut Porter dan Kramer (2011) faktor ini bisa menjadi peningkatan kesehatan, 
perumahan yang lebih baik, peningkatan gizi, kurang kerusakan lingkungan dan 
keamanan finansial yang lebih baik. Dalam rangka menciptakan nilai bersama 
kita juga harus mengidentifikasi berbagai keuntungan dan kerugian yang atau 
dapat berhubungan dengan produk perusahaan. Namun demikian, Porter dan 
Kramer (2011) menyatakan bahwa perusahaan selama beberapa dekade telah 
menganalisis dan memproduksi permintaan tetapi pada saat yang sama waktu 
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terlewatkan untuk mempertimbangkan permintaan terbesar dari mereka semua. 
Perusahaan bukannya harus bertanya pada diri sendiri apakah produk mereka baik 
bagi pelanggan atau tidak. Sebagai contoh, fokus secara tradisional di negara 
maju berada pada selera dan kuantitas untuk perusahaan makanan. Namun, fokus 
telah berubah untuk mempertimbangkan aspek sebagai nutrisi yang lebih baik 
dalam produk, dan alasan mengapa ini disebabkan oleh perubahan permintaan 
dari masyarakat sesuai dengan Porter dan Kramer (2011). 
2. Redefining Profitability in the Value Chain 
Sebuah kesempatan kedua untuk menciptakan nilai bersama adalah untuk 
mendefinisikan produktivitas rantai nilai. Masalah sadar atau tidak sadar sosial 
mempengaruhi rantai nilai perusahaan (Porter & Kramer, 2011). Isu-isu seperti 
sumber daya alam dan penggunaan air, kesehatan dan kondisi kerja. Namun 
demikian, ketika terjadi masalah sosial, biaya dapat timbul. Albertsson dan 
Bertland (2014) berpendapat bahwa masalah ini pada gilirannya dapat 
menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk menciptakan nilai bersama.  
3. Enabling Local Cluser Developmen 
Sebuah kesempatan ketiga untuk menciptakan nilai bersama adalah 
dengan memungkinkan pengembangan klaster lokal (Porter & Kramer, 2011). 
Para penulis menjelaskan bahwa tidak ada perusahaan tunggal selfcontained; 
semua perusahaan dipengaruhi oleh perusahaan pendukung tetapi juga 
Infrastruktur yang terletak di sekitar mereka. Penulis menggunakan kata cluster 
untuk menjelaskan Konsentrasi geografis berbagai perusahaan dan menyebutkan 
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cluster IT sebagai contoh. Porter dan Kramer (2011) menjelaskan pentingnya 
suatu kelompok karena mereka berkontribusi dengan daya saing, produktivitas 
dan inovasi. Selanjutnya, penulis menjelaskan bahwa kelompok 
mempertimbangkan aspek seperti sekolah, universitas dan transparansi pasar. Jika 
masyarakat menderita transportasi yang buruk, pendidikan publik yang buruk dan 
kemiskinan, perusahaan akan menghadapi permintaan yang terbatas terhadap 
produk mereka, biaya pelatihan yang tinggi, pekerja yang tidak sehat dan 
peningkatan biaya logistik.  
Porter dan Kramer (2011) memberikan contoh perusahaan pupuk mineral 
terbesar dunia. Yara menginvestasikan $ 60.000.000 bersama-sama dengan 
Pemerintah Norwegia di bidang infrastruktur, yang menciptakan koridor 
pertumbuhan antara Mozambik dan Tanzania. Investasi ini diharapkan dapat 
menciptakan lebih dari 350.000 pekerjaan baru dan menguntungkan 200.000 petani di 
kedua negara. Manfaat dari investasi akan mendukung cluster pertanian tetapi juga 
membantu pertumbuhan bisnis mereka. Dengan melakukan investasi tersebut 
bersama-sama hasilnya akan sering lebih besar (Albertsson dan Bertland, 2014). 
D. Lewin Theory 
Teori Changes dari  Lewin memberikan struktur untuk memahami proses 
perubahan. Menurut Lewin, ada tiga langkah dasar untuk pengubahan: tahap 
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Unfreezing, tahap Moving, dan tahap Refreezing (Buonocore, 2004).
 
Gambar (5): Teori Change Kurt Lewin (Buonocore, 2004). 
1. Unfreezing 
Dalam tahap unfreezing ada sebuah motivasi untuk mempromosikan 
praktek perubahan. Ada kesadaran akan kebutuhan untuk perubahan. Dalam tahap 
ini bahwa orang mulai merumuskan rencana pemindahan gaya analisis 
menghasilkan medan untuk membantu menentukan daerah bermasalah dalam 
proses perubahan. Lewin menjelaskan bahwa ada kekuatan yang dapat 
memfasilitasi proses perubahan, dan menjelaskan bahwa agen perubahan harus 
memasukkan ini ke dalam rencananya. Bagian yang diidentifikasi dalam analisis, 
memberikan rerangka untuk pemecahan masalah dan perubahan yang 
direncanakan. Analisis medan gaya berguna dalam menjelaskan penyebab 
masalah dan menerjemahkan mereka ke tingkat perlawanan. Kekuatan ini adalah 
kekuatan pendorong perubahan, yang menahan kekuatan yang menghalangi 
perubahan. Oleh karena itu, harus menahannya dengan memperkuat kekuatan 
pendorong Agar perubahan terjadi. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai 
pentingnnya perubahan yang dilandasi oleh alasan-alasan yang terstruktur dan 
kompleks dimana alasan-alasan tersebut menjadi pendorong adanya perubahan.  
2. Moving 
Unfreezing Moving Refreezing 
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Dalam tahap Moving, proses perubahan yang sebenarnya terjadi. Tinjauan 
literatur dimulai pada tahap pertama adalah komponen kunci untuk bagian dari 
proses ini. Setelah alternatif kembali dan ada tindakan konsensus ke kanan, 
perubahan itu dimulai. Ketika perubahan itu terjadi maka penting adanya 
penjelasan yang lebih spesifik tentang objek baru tersebut.     
3. Refreezing 
Dalam tahap refreezing, tahap ketiga, perubahan baru diintegrasikan ke 
sistem pendokumentasian yang stabil. Seiring waktu perubahan menjadi bagian 
dari nilai-nilai sistem. Pada tahap ini akan memerlukan adaptasi dan 
keseimbangan yang baru dimana akan disesuaikan antara objek baru dengan hal 
yang berlaku umum. 
Model perubahan Lewin terkait dengan analisis lapangan. Dia menilai, untuk 
mencapai perubahan secara efektif, maka perlu untuk melihat semua pilihan untuk 
bergerak dari saat ini yang ada untuk keadaan masa depan yang diinginkan, dan 
kemudian untuk mengevaluasi kemungkinan masing-masing dan memutuskan yang 
terbaik, bukan hanya bertujuan untuk tujuan yang diinginkan dan mengambil rute 
tersingkat dan termudah untuk itu. Model Lewin mendorong untuk berhati-hati dari 
dua jenis kekuatan perlawanan,  pertama, dari kebiasaan sosial atau adat; dan, kedua, 
dari penciptaan perlawanan batin untuk berubah.   
Dalam pandangan Lewin, jenis resistensi dapat diturunkan baik dengan 
mengurangi nilai yang menempel pada sesuatu kelompok, atau dengan fundamental 
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mengubah nilai-nilai kelompok. Proses unfreezing, move dan refreezing melangkah 
untuk keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mencapai perubahan. 
E. Sustainability Report 
“Sustainability” (keberlanjutan)  telah tercairkan dengan titik dimana setiap 
orang dapat mendukung keberlanjutan tapi tidak ada yang bertanggungjawab untuk 
pencapaiannya. Komitmen yang lebih dalam sumber daya, inovasi yang lebih besar, 
dan lebih bergantung pada kemitraan eksternal (Matthews, 2011). Sementara Isada 
(2014) menambahkan bahwa keberlanjutan yang relevan ketika mengurangi dampak 
lingkungan pada tahap penggunaan, tingkat kepuasan konsumen atau masyarakat bisa 
meningkat. Selain itu, adalah mungkin untuk  memperhitungkan pengaruh substansi 
yang dipancarkan pada atmosfer, air, tanah, dll.  
Selama dua dekade terakhir ini sustainability reporting telah menerima 
banyak perhatian seluruh menejemen, akuntansi dan literature CSR serta dalam 
praktek perusahaan.  Menurut Brown dan Deegan (1998), Cho dan Patten (2007), dan 
Guthrie (2004) Sustainability reporting dapat dipandang dari beberapa perspektif 
teoritis yang berbeda. Dalam konteks ini pelaporan harus dibedakan dari komunikasi 
isu-isu keberlanjutan. Selain itu, perusahaan mungkin memiliki motivasi yang 
berbeda untuk terlibat dalam pelaporan keberlanjutan.  
Sedangkan sebagian besar literature berhubungan dengan driver eksternal dan 
tujuan pelaporan beberapa pemikir telah berfokus pada peran sustainability reporting 
sebagai bagian dari pengembangan strategi dan implementasi (misalnya Porter dan 
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Linde, 1995; Porter dan Kramer 2011). Namun, menurut Schaltegger (2012) 
sustainability reporting merupakan kegiatan sukarela dengan dua tujuan umum: 
a. Untuk menilai keadaan dimensi ekonomi; lingkungan; dan sosial organisasi  
saat ini, 
b. Untuk menjadi alat komunikasi bagi pemangku kepentingan dengan kemajuan 
keberlanjutan. 
Dalam sepuluh tahun terakhirr, telah terjadi peningkatan pada penerbitan 
laporan keberlanjutan (ACCA, 2004; GRI, 2009; Morhard, dkk 2002; Cole, 2003) 
menawarkan daftar lengkap dari pedoman pelaporan keberlanjutan. Pedoman yang 
paling banyak digunakan meliputi: seri ISO 14000 dan Pedoman keberlanjutan GRI 
(GRI, 2002, 2006, 2009, 2011).  
F. Global Reporting Initiative Versi 4 (GRI G4) 
GRI Sustainability Reporting Guidelines (Pedoman) menawarkan prinsip 
pelaporan, standar pengungkapan dan pedoman pelaksanaan penyusunan laporan 
keberlanjutan oleh organisasi, terlepas dari ukuran mereka, sektor atau lokasi. 
Panduan ini juga menawarkan referensi internasional untuk mereka semua yang 
tertarik dalam pengungkapan lingkungan, sosial dan ekonomi. Panduan ini berguna 
dalam penyusunan semua jenis dokumen yang memerlukan pengungkapan tersebut. 
Pedoman dikembangkan melalui proses multi-pihak global yang melibatkan 
perwakilan dari bisnis, tenaga kerja, masyarakat sipil, dan pasar keuangan, serta 
auditor dan tenaga ahli di berbagai bidang; dan dalam dialog erat dengan regulator 
dan lembaga pemerintah di beberapa negara. Pedoman dikembangkan sejalan dengan 
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yang diakui secara internasional (GRI, 2013). KPMG International (2013) 
memberikan gambaran perkembangan Pedoman GRI seperti dibawah ini : 
  
Gambar (5): Perkembangan Pedoman GRI sejak tahun 2000 (KMP 
International, 2013) 
 
Global Reporting Initiative (GRI) meluncurkan generasi keempat 
Sustainability Reporting Guidelines (G4) pada Mei 2013 dan transisi dari pedoman 
sebelumnya (G3) ke G4 sekarang akan dimulai. Isi dari pedoman G4 terdapat pada 
pandangan pertama kemunculannya tidak menjadi keberangkatan radikal dari G3, 
namun pada kenyataannya signifikan akan berdampak pada proses pelaporan 
perusahaan.  
G4 memperkenalkan 27 pengungkapan baru, struktur baru untuk dokumen 
bimbingan dan dua tingkat untuk pelapoan sesuai dengan pedoman. G4 sejalan 
dengan standar pelaporan lainnya termasuk panduan OECD untuk Perusahaan 
Multinasional, Prinsip United Nations Global Compact, dan Prinsip-Prinsip Panduan 
PBB pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia. 
G. Prinsip-prinsip Islam 















Ketika seseorang diisi dengan takut Al-Perkasa Allah ia menahan diri dari  
ketidakadilan dan akan melakukan perbuatan baik. Ini merupakan karakteristik 
diri yang membentuk perilaku individu, sehingga ia mungkin akan jujur 
melaksanakan tugas dan  menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya nya 
(Zamsan, dkk, 2008). Prinsip tersebut adalah menyeimbangkan hubungan 
interdependen antara masyarakat dan perusahaan. 
2. Ihsan (Pengampunan) 
Kata Ihsan dapat digunakan dalam banyak konteks. Pengampunan, 
ameliorasi, kelengkapan iman dll adalah beberapa arti Ihsan, bagaimanapun, itu 
adalah cara untuk mencapai Kepuasan Al-Perkasa Allah untuk menyembah Allah 
seperti Anda melihat Nya dan Dia melihat Anda (Branine, 2001). Ihsan adalah 
terkait dengan Iman yang berarti  dalam konteks ini melakukan kegiatan ekonomi, 
kepemilikan, kesetaraan dan keadilan sosial dengan mengingat Allah (Zaman, 
dkk, 2008). 
3. Adl (Keadilan)  
Wilson (2006) menyatakan bahwa keadilan adalah orang yang tidak 
melihat ras, jenis kelamin, dan tingkat pekerjaan seseorang. Al-Qur'an 
mengatakan tentang keadilan yakni:  
Qs:Al-Maidah, ayat-8: 
 َأ ىَلَع ٍمْو َق ُنآَنَش ْمُكىنَِفرَْيَ َلاَو ِطْسِقْلِاب ءاَدَهُش ِهِّلل َينِفاىو َق ْاُونوُك ْاوُنَفآ  َيِذىلا اَهُّ َيأ َاي ُُ َر َْقأ َوُه ْاوُلِدْعا ْاوُلِدْع َت ىلا




" Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
Islam mengajarkan pelajaran keadilan tanpa kepentingan pribadi dan rupa. 
Ini harus bebas dari prasangka. Tidak ada pembatasan keyakinan dalam Islam dan 
semua orang harus berlatih keyakinannya secara bebas.  
4. Amanah (Trust)  
Kepercayaan adalah nilai inti dari operasi hubungan sosial dan dengan ini 
bertanggungjawab atas tindakan dan perbuatannya. Tayeb (1996) dalam Zaman, 
dkk (2008) berpendapat bahwa dengan konsultasi kepercayaan dan pendelegasian 
otoritas dapat dicapai. Kepercayaan bisa menjadi sebuah jalinan baru antara 
perusahaan dan para pemangku kepentingan. 
5. Ikhlas (Ketulusan)  
Ketulusan dan menjaga janji adalah prinsip-prinsip penting Islam. Satu 
harus memenuhi kewajiban moral nya dengan ketulusan dan harus menjaga janji-
janji. Oleh karena itu, ketulusan mencoba untuk menanamkan budaya 
kepercayaan, keyakinan kebenaran dan kerjasama antara manajer dan bawsahan. 
(Zaman, dkk, 2008). 
H. Hermeneutika Theory 
Istilah hermeneutika berasal dari kata Yunani; hermencuein, yang artinya 
diterjemahkan "menafsirkan", kata bendanya: hermeneia artinya "tafsiran". Dalam 
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tradisi Yunani kuno kata hermeneunein dipakai dalam tiga makna, yaitu mengatakan 
(to say), menjelaskan  (to explain), menerjemahkan (to translete) (Bashori, 2013; 
Fateh, 2010). Dari tiga makna ini, kemudian dalam kata inggris diekspresikan dengan 
kata: to interpret, dengan demikian perbuatan interpretasi menunjuk pada tiga hal 
pokok; pengucapan lisan (an oral recitation), penjelasan yang masuk akal 
(areasonable explanation), dan terjemahan dari bahasa (a transalation from another 
language), atau mengekspresikan. 
Menurut Ahmala hermeneutika secara umum dapat didefinisiskan sebagai 
suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Sementara Hebermas dalam 
(Mulyono dan Ahmala, 2012: 213) menambahkan bahwa secara etimologis, 
hermeneutika adalah interpretasi. Sedangkan secara terminologis, hermeneutika 
berarti proses mengubah sesuatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi ketahuan 
atau mengerti. Lalu, menurut Buhlman dalam (Mulyono dan Supena, 2012: 100) 
hermeneutika sering diartikan sebagai metode “pemahaman atas pemahaman” 
(understanding of understanding).  
Kunci hermeneutika adalah bahasa (Irfaan, 2009). Karena, melalui bahasa kita 
dapat berkomunikasi, tetapimelalui bahasa pun kita juga bisa salah paham atau salah 
tafsir. Pengertian dana penafsiran yang diperoleh sangatlah bergantung dari 
kebanyakan factor yang ada yakni mengenai siapa yang berbicara, keadaan khusus 
yang berkaitan dengan waktu, tempat ataupun situasi yang dapat mewarnai arti 
sebuah peristiwa bahasa. Hermeneutika yang merupakan ilmu penafsiran terhadap 
sesuatu mempunyai pola kerja yakni sebagai pemberi potensi nilai terhadap suatu 
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obyek. Maksudnya disini ialah, sebelum kita menafsirkan sebuah obyek maka kita 
harus lebih dahulu mengerti dan memahami. Memang pada kenyataannya untuk 
mengerti lebih dahulu dan tidak dapat menentukan pada indikator-indikator tertentu 
atau waktu-waktu tertentu. Mengerti seringkali terjadi begitu saja secara alamiah. 
Bisa jadi seseorang menjadi mengerti setelah penafsiran atau sebaliknya, mengerti 
dahulu setelah itu baru muncul penfasiran. Inilah yang disebut dengan "lingkaran 
hermeneutika" (Bashori, 2013).  
Kegiatan penafsiran adalah proses yang bersifat triadik (mempunyai tiga segi 
yang saling berhubungan). Dalam hal ini seseorang yang melakukan penafsiran 
hendaknya dua harus mengenal pesan atau teks yang ada, lalu setelah itu ia harus 
meresapi isi teks yang ada sehingga seorang penafsir tersebut seolah-olah bisa berada 
dalam keadaan dimana teks tersebut berada. Dengan begitu maka penafsir bisa 
memahami secara sungguh-sungguh terhadap suatu pengetahuan yang akan 
ditafsirkan tersebut dengan benar. Seorang penafsir, tidak boleh bersifat pasif, ia 
harus melakukan suatu proses rekontruksi makna. Rekontruksi makna merupakan 
suatu proses pemahaman yang kita peroleh melalui proses menghubungkan semua 
bagian yang ada dalam suatu obyek yang diteliti. Semua detail yang ada harus 
diperhatikan karena apabila hal tersebut diabaikan maka tidak akan tercipta suatu 
rekonstruksi yang menyeluruh. Dari keseluruhan proses yang dipaparkan diatas itulah 
yang kemudian dikenal dengan metode hermeneutika yaitu suatu proses memahami 
makna (Schleiermacher dalam Subiyantoro, 2006: 83). 
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Teks dalam arti yang lebih luas tidak hanya sebatas pada pengertian tulisan. 
Para ahli Sejarah mulai memperkenalkan begaimana memahami sejarah dengan tidak 
hanya dilakukan sebuah teks tertulis. Teks lisan mempunyai otentisitas yang lebih 
dari teks tertulis (Guan dalam Subiyantoro, 2006:83). Teks disini mengalami 
perluasan makna. Kata-kata yang akhirnya kita tulis adalah sebuah teks tulis, maka 
untuk memahami makna dari apa yang dituliskan berarti kita sedang mencari makna 
dari teks tulis. Memahami teks juga dapat dilakukan dalam bentuk lain yakni dengan 
cara memahami teks secara lisan. Sebuah rekaman wawancara dapat digunakan 
ketika ingin memahami makna dari wawancara itu, maka hasil pemahaman itu 
berasal dari teks yang terkandung dari hasil wawancara yaitu teks lisan. 
I. Critical Theory Mazhab Frankfurt  
Pada awalnya penelitian kritis diilhami oleh teori kritis (critical theory) yang 
sering dihubungkan dengan teori-teori yang diilhami oleh Marxisme dan kebanyakan 
diajukan oleh para anggota mazhab Frankfurt seperti Jürgen Habermas (Mulyono dan 
Fahrudin, 2012;207). Lama kelamaan, penelitian kritis terilhami juga oleh sumber-
sumber teori lainnya di bawah payung pasca-modernisme. Karena terdapatnya dua 
sumber teori yang bisa saling bertentangan ini, lingkup penelitian kritis menjadi 
cukup luas dan menjadi tidak mudah untuk mengatakan apa sebenarnya yang 
dimaksud dengan istilah “kritis” (Brooke, 2002).  
Menurut Pendit (2012) teori kritis (Critical Theory), bukan hanya sebuah 
teori, melainkan keseluruhan cara membuat teori dan produk dari cara membuat teori 
itu. Cara ini bertentangan dengan cara pandang yang sudah umum atau lazim karena 
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memang merupakan upaya sengaja untuk mengkritik konsep, pemahaman, atau 
kategori tentang kehidupan manusia yang sudah ada sebelumnya. Teori kritis 
merupakan sekumpulan asumsi, konsep, proposisi-proposisi yang diyakini oleh 
seseorang atau sekelompok orang dan digunakan sebagai dasar untuk mengenali, 
menganalisis, dan menilai sesuatu (realitas). Sebagai dasar dalam mengemukakan 
opini dan kritik tentang realitas.  
Aliran kritis sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu paradigma, tetapi 
lebih tepat disebut ideologically oriented inquiry, yaitu suatu wacana atau cara 
pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologis terhadap paham 
tertentu. Ideologi ini meliputi: Neo-Marxisme, Materialisme, Feminisme, Freireisme, 
Partisipatory inquiry, dan paham-paham yang setara. Muhadjir (2000:199) dalam 
Riharjo (2011) menjelaskan lima model teori kritis yang dikembangkan oleh berbagai 
cabang ilmu, yaitu: teori kritis Freirian, teori kritis dalam studi Sosiologi, teori kritis 
Habermas, realisme metaphisik, dan teori kritis yang lain seperti Hermeneutik, 
Ethnography, dan Feminisme  Melalui pendekatan kritis kita akan melihat suatu teori 
itu bukan saja terletak pada upaya menempatkan ideologi sebagai “bentuk pemikiran” 
akan tetapi juga akan mencoba mengkaji. Muhadjir (2000:196) dalam Riharjo (2011) 
mengetengahkan bahwa pandangannya tentang teori kritis berpijak dari pendapat 
Patti Lather, di mana pendekatan teori kritis termasuk pendekatan era pospositif, yang 
mencari makna di balik yang empiri, dan menolak value free.  
Critical theory mempunyai komitmen yang tinggi kepada tata sosial yang 
lebih adil. Dua asumsi dasar yang menjadi landasan, yaitu: pertama, ilmu sosial 
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bukan sekedar memahami ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan distribusi 
sumber daya, melainkan berupaya untuk membantu menciptakan kesamaan dan 
emansipasi dalam kehidupan; kedua, pendekatan teori kritis memiliki keterikatan 
moral untuk mengkritik status quo dan membangun masyarakat yang lebih adil 
(Riharjo, 2011). Dilihat dari segi ontologis, paradigma kritis sama dengan post-
positivisme yang menilai objek atau realitas secara kritis (critical realism), yang tidak 
dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia. Karena itu, untuk mengatasi 
masalah ini secara metodologis paham ini mengajukan metode dialog dengan 
transformasi untuk menemukan kebenaran realitas yang hakiki.  
Secara epistemologis, hubungan antara pengamat dengan realitas yang 
menjadi objek merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena itu, aliran ini 
lebih menekankan pada konsep subjektivitas dalam menemukan suatu ilmu 
pengetahuan, karena nilai-nilai yang dianut oleh subjek atau pengamat ikut campur 
dalam menentukan kebenaran tentang suatu hal (Umuluddin, 2006)s. Teori memiliki 
suatu pemaksaan kritis yaitu pengidentifikasian dan penggantian praktik-praktik 
dominasi dan idologi. 
J. Capitalism 
Adam Smith adalah peletak dasar pemikiran kapitalisme yang menjelaskan 
bekerjanya mekanisme hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan 




“It’s not from the benevolence of the buthcer that we expect our dinner, but from his 
regard to his own interest” 
 
Kutipan ini adalah salah satu pendapat Adam Smith yang menjadi salah satu 
pengingat kita pada sistem ekonomi kapitalisme bahwa tindak tanduk manusia pada 
umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri (self interest), bukan belas 
kasihan dan juga bukan perikemanusiaan (Piliyanti, 2009). 
Kapitalisme adalah sistem pemerintahan untuk urusan ekonomi yang telah 
muncul dalam pengaturan yang berbeda dan terus berkembang dari waktu ke 
waktu. The Macmillan Kamus Ekonomi modern mendefinisikan kapitalisme sebagai: 
Sistem politik, sosial, dan ekonomi di mana properti, termasuk modal aset, dimiliki 
dan dikendalikan untuk sebagian besar oleh orang pribadi (Scott, 2006). Kapitalisme 
berbeda dengan sistem ekonomi sebelumnya, feodalisme, dalam hal ini adalah 
ditandai dengan pembelian tenaga kerja untuk upah uang yang bertentangan dengan 
tenaga kerja langsung diperoleh melalui adat, tugas atau perintah dalam feodalisme. 
Di bawah kapitalisme, mekanisme harga yang digunakan sebagai sistem sinyal yang 
mengalokasikan sumber daya yang digunakan. Sejauh mana mekanisme harga 
digunakan, tingkat daya saing di pasar, dan tingkat intervensi pemerintah 
membedakan bentuk yang tepat dari kapitalisme.  
Sebagai sistem produksi yang khusus, kapitalisme ini memberi tempat hidup 
dan insentif bagi semua yang efisien, dan menghukum mati atau membiarkan mati 
hal-hal yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengannya (Scott, 2006). Sehingga 
terlihat jelas bahwa kepentingan individualisme dan egoisme yang merekat erat 
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dengan konsep kapitalisme ini sangat jauh dari kemaslahatan. Menggambarkan 
“Dunia yang mulai berlari menuju kekacauan”. Pandangan kapitalism terhadap CSR 
tentu tidak hanya berdasarkan pada tanggungjawab semata (Kushendrawati, 2006). 
K. Kerangka Pikir 
Berangkat dari penjelasan konsep-konsep dan teori-teori di atas untuk 
menjelaskan  evolusi sharia sustainability sebagai paradigma baru sustainability 
report harus dijelaskan dari akar pemecahannya.  
Penulis akan melahirkan konsep baru dari perpaduan antara konsep CSV dan 
konsep CSR dengan pendekatan Kritis serta melakukan penyempurnaan dengan 
menghilangkan kekurangan-kekurangan dari kedua konsep tersebut dengan 
memasukkan prinsip-prinsip Islam kedalam tubuh konsep yang baru. Sebelum 
dilakukannya perubahan ke konsep sharia sustainability, pertama-tama yang harus 
dilakukan adalah menguji asumsi bahwa CSR akan di gantikan oleh CSV, dalam 
pengujiannya dilakukan menggunakan teori hermeneutika dalam memaknai realitas 
sesungguhnya dari hasil wawancara dan teks asli Porter dan Kramer yang di publis 
pada Hardvard Bussiness Review. Kemudian perubahan  dari konsep CSV dan 
konsep CSR menjadi konsep Sharia Sustainability akan dijelaskan dengan Theory 
Change’s dari Kurt Lewin yang akan melalui tiga tahap yaitu tahap Unfreezing, pada 
tahap ini akan diungkapkan kekurangan-kekurangan dari konsep CSR dan CSV. 
Kemudian pada tahap Move, dimana telah terjadi perpindahan. Dalam tahap ini akan 
diperkuat konsep sharia sustainability dengan memasukkan prinsip-prinsip Islam 
sebagai landasan dan patokannya. Kemudian yang terakhir adalah tahap Refreeze, 
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tahap ini merupakan bentuk keseimbangan baru setelah terjadinya perubahan, untuk 
mengetahui apakah konsep Sharia Sustainability dapat menjadi spraktik baru 
pertanggungjawaban perusahaan yang kompleks guna untuk kebutuhan Sustainability 
Report maka konsep Sharia Sustainability akan diukur kesesuaiannya dengan GRI 
G4. 
 
Gambar (6): Kerangka Pikir 
Triple Bottom Line 
CSR CSV 
Teori Change‟s 










A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  Menurut Sugiyono (2013;37) 
metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena 
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga 
metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk 
penelitian bidang antropologi budaya; disebut metode kualitatif, karena data yang 
terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, Creswell (2012) 
dalam Sugiono (2013;347) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif berarti proses 
eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok.  
Proses penelitian  mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur 
yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis 
data secara induktif, membangun data yang persial ke dalam tema, dan selanjutnya 
memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Sedangkan Ciri yang melekat 
pada metode kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa 
teks naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti 
dari beberapa sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data. Penelitian ini 
dilakukan pada PT Eastern Pearl Flour Mills. Adapun informan yang akan 




B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian memberikan asumsi mengenai dunia sosial, 
sebagaimana ilmu pengetahuan dikelola, dan apa yang sesungguhnya merupakan 
masalah, solusi, dan kriteria pembuktian (Andranovich dan Riposa, 1993). Menurut 
Mclntyre (1995) dalam Pasoloran (2014), paradigma interpretif memberikan 
pengetahuan tentang realitas, termasuk domain tindakan manusia yang merupakan 
konstruksi sosial dengan aktor manusia. Teori tentang realitas menunjukan 
bagaimana memahami dunia dan bahwa makna bersama merupakan bentuk 
intersubyektifitas dari pada objektivitas. Peneitian ini menggunaan penelitian 
pendekatan interpretative-kritis. 
Pemilihan paradigma interpretif dalam penelitian ini didasarkan pada suatu 
pemahaman bahwa paradigma interpretif bertujuan untuk memahami (to understand) 
dan untuk menginterpretasi (to interest) sehingga tujuan penelitian yang dimaksudkan 
untuk memahami kebijakan manajer dalam penerapannya. Interpretif memandang 
realitas sebagai suatu yang bersifat subjektif, diciptakan, ditemukan dan ditafsirkan. 
Paradigma ini memahami hakikat manusia sebagai pencipta dunianya, dan pencipta 
makna. Menurut Mclntyre (1995) dalam Pasoloran (2014), penelitian interpretif yang 
“baik” bergantung pada cara-cara dimana peneliti bekerja dengan pemahaman yang 
mendalam atas penelitian mereka sendiri. Pemahaman tersebut akan memungkinkan 
peneliti untuk “memainkan:” Berbagai nilai-nilai pragmatis termasuk kreativitas, 
ketelitian dokumen, procedural metodologi, reflektifitas analisis, kekayaan deskriptif, 
penjelasan tekstual, daya konseptual, validasi informan dan sebagainya.  
42 
 
Penelitian akuntansi berbasis paradigma kritis berusaha untuk menjelaskan 
bahwa teori dan praktik akuntansi dapat berkembang terus sesuai dengan kreatifitas 
peneliti dalam akuntansi yang bertujuan melakukan kritik, transformasi, pemulihan, 
emansipasi pembongkaran terhadap suatu fenomena yang diteliti agar dipahami lebih 
baik. Penelitian akuntansi kritis merupakan suatu proses pengungkapan praktik 
akuntansi melampaui “penampakan di permukaan” yang menurut pandangan peneliti 
didominasi oleh ilusi (Efferin et al 2004: 27 dalam Riharjo, 2011). Teori dan praktik 
akuntansi juga diciptakan oleh manusia sebagai “penguasa” yang memanipulasi, 
mengkondisikan, dan mencuci-otak (brain-wash) orang lain agar memahami atau 
menginterpretasikan akuntansi sesuai dengan interpretasi yang diinginkan oleh yang 
berkuasa. Melalui paradigma kritis, diharapkan ilmu-ilmu sosial khusunya akuntansi 
akan terus berkembang berani menentang hegemoni kapitalisme (Riharjo, 2011). 
Penelitian akuntansi kritis diharapkan dapat memperjuangkan ide peneliti 
yang ingin membawa perubahan substansial, yang didukung dengan pemahaman 
yang diperoleh peneliti tentang fenomena akuntansi berdasarkan fakta di lapangan, 
dilengkapi dengan analisis dan pendapat berdasarkan keyakinan pribadi, dengan 
didukung oleh argumentasi yang memadahi (Riharjo, 2011). 
Penelitian interpretative-kritis dengan demikian memiliki tujuan yang 
diarahkan pada tindakan serta pemahaman. sebagaimana frost (1980), mengikuti 
Habermas, menyatakan bahwa kepentingan mengakibatkan penyumbatan, represi, 
dan distorsi komunikasi. tujuan penelsitian interpretasi kritis menurut Deetz (1982), 
tidak hanya untuk mengungkapkan represi dan kekuatan tetapi juga untuk 
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memberikan tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Kuncinya adalah mengatasi 
komunikasi sistematis terdistorsi yang mengarah pada konsensus palsu, konsensus 
yang dicapai oleh kekuatan daripada diskusi terbuka oleh semua pihak yang 
berkepentingan terhadap situasi praktis (Bauman, 1989) dalam Pasoloran (2014). 
C. Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yang 
menurut Indriantoro dan Supomo (2013) adalah jenis data penelitian yang memuat 
apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu 
kejadian. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang 
menurut Indriantoro dan Supomo (2013) adalah sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 
peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan 
data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan salah satu 
atau gabungan dari metode yang ada tergantung masalah yang dihadapi (Kriyantono, 
2009: 93). Ada dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. 
1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 
penelitian. Untuk primer dikumpulkan dengan tekhnik Wawancara. Wawancara 
Adalah salah satu dari tekhnik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat 
dilakukan secara langsung dengan bertanya kepada key infoman atau informan. 
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Penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Sebagaimana Sugiono 
(2013;387) mengatakan bahwa tujuan dari wawancara ini adalah untuk 
menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara 
diminta pendapat, dan ide-idenya. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi 
(tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai 
organisasi atau perusahaan. Untuk memperoleh dan menunjang data sekunder, 
maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 
data kepustakaan yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data, 
teori-teori, metode-metode penelitian dari rereferensi buku-buku, catalog yang 
berkaitan serta menunjang penelitian, serta mencari data-data yang dibutuhkan 
melalui website atau internet online. 
E.  Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif ini penulis sendiri menjadi instrumen atau alat 
penelitian, seperti yang ditulis Nasution”(dalam Sugiyono, 2005: 59) yang 
menyatakan sebagai berikut. “Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain 
daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah 
segala sesuatunya belum mempunyai bentuknya yang pasti. Oleh karena itu, penulis 
sebagai instrumen harus divalidasi, seberapa jauh penulis siap melakukan penelitian 
dengan menggunakan teknik wawancara mendalam”. Dalam kegiatan penelitian, 
peneliti menggunakan pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan terbuka 
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(interview guide). Seperti dikatakan Nasution (1990), instrumen penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. sebagai instrumen utama, 
didukung pedoman wawancara dan catatan kecil observasi (field notes). Pedoman 
wawancara sebagai pertanyaan terbuka dikembangkan dan diperdalam di lapangan 
untuk cross check. Pengambilan gambar dan suara dalam kegiatan wawancara 
dibutuhkan kamera untuk pemotretan dan tape recorder sebagai alat perekam. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan melihat cara berfikir 
Habermas dalam mengkritik dan menggunakan momen-momen Betty dalam 
memahami suatu makna dari teks tertulis dan teks lisan. Hermeneutika terbagi dalam 
beberapa pandangan yakni Emilio Betty, Martin Heidegger, Rudolf Bultmann, Hans-
Georg Gadamer, Karl-Otto Apel, Jurgen Habermas, dan Paul Ricoeur (Mulyono, 
2012; 11-13). Namun, dalam penelitian ini, penulis lebih condong pada pemikiran-
pemikiran Emilio Betty dan  Jurgen Habermas. 
Betty dalam (Mulyono dan Damanhuri, 2012;45) menawarkan 4 „momen‟ 
dalam proses hermeneutika yang akan memfasilitasi pemahaman, yakni:  
a. Penafsir melakukan infestigasi fenomena linguistik dari pembicaraan atau 
teks.  
b. Didalam mengkritik „momen‟, penafsir harus menghindari dari kepentingan 
social, ideology, komitmen, atau sumber-sumber yang intoleran yang bisa 
menghalangi pemahaman.  
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c. Penafsir harus menempatkan dirinya dalam posisi seorang untuk dipahami, 
dengan menggunakan imajinasi dan wawasan.  
d. Melakukan rekonstruksi untuk memasukkan situasi dan kondisi untuk 
memperoleh hasil yang ingin dicapai baik berupa ungkapan atau teks.     
Pada dasarnya paradigma kritis bersumber dari pemikiran mashab Frankfurt. 
Paradigma atau aliran ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang berangkat dari 
pemikiran marxisme, meskipun sekarang sudah semakin jauh dari landasan asalnya. 
Di antara tokoh tokohnya adalah Max Horkheimer, Theodore Adorno, Herbert 
Marcuse, dan tokoh pemikir teori kritis kontemporer sampai sekarang yaitu, Jurgen 
Habermas.  Paradigma kritis secara sadar berupaya untuk menggabungakn teori dan 
tindakan (praksis). “Praksis” adalah konsep sentral dalam tradisi filsafat kritis ini. 
Menurut Habermas (dalam Yasir, 2012) praksis bukanlah tingkah-laku buta atas 
naluri belaka, melainkan tindakan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Asumsi 
dasar yang ketiga ini bertolak dari persoalan bagaimana pengetahuan tentang 
masyarakat dan sejarah bukan hanya sekedar teori, melainkan mendorong praksis 
menuju pada perubahan sosial yang humanis dan mencerdaskan. Bagi paradigma 
kritis tugas ilmu sosial adalah justru melakukan penyadaran kritis masyarakat 
terhadap sistem dan struktur sosial yang cenderung “mendehumanisasi” atau 
membunuh nilai-nilai kemanusiaan  (Yasir, 2012). 
Sementara metode hermeneutika menurut Habermas bila kita mencermati , 
gagasan-gagasan Habermas tidak dipusatkan pada hermeneutik, bahkan karya-
karanya pun tidak secara khusus membicarakan hermeneutik sebagai gagasan 
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tunggal. Namun, jika hermeneutika diartikan sebagai cara memahami, maka 
Habermas mempunyai gagasan yang unik, yaitu bagaimana cara ia memahami. Ia 
dianggap unik karena ia membawa karakter yang khas aliran Frankfrut, yaitu kritis. 
Maka dari itu hermeneutika Habermas dapat disebut sebagai hermeneutika kritis. 
Keunikannya juga dapat digambarkan dari metodenya yang dibangun dari sebuah 
klaim bahwa setiap bentuk penafsiran dipastikan ada bias dan unsur-unsur 
kepentingan politik, ekonomi, sosial, termasuk bias strata kelas, suku, dan gender. 
Dengan menggunakan metode ini konsekuensinya kita harus curiga dan waspada atau 
dengan kata lain kritis terhadap bentuk pengetahuan dan ia pun harus membebaskan 
diri dalam arti dapat mengkritik ke dalam diri (to be self-critical), dimaksudkan agar 
ia tetap mandiri (Sumaryanto, 2008).   
Dalam Ulumuddin (2006) Pemahaman hermeneutik melibatkan tiga kelas 
ekspresi kehidupan, yaitu linguistik, tindakan dan pengalaman. Tentang linguistik, 
Haberman mengatakan bahwa ekspresi atau ungkapan dapat dipisahkan dari kontek 
kehidupan kongkrit jika tidak berhubungan dengan bagian-bagian khusus dalam 
konteks tersebut. Dalam hal ini ekspresi linguistik muncul dalam bentuknya yang 
absolut, yaitu menggambarkan pemahaman monologis. Komunikasi dapat dilakukan 
melalui tindakan atau kegiatan. Sebagaimana halnya dengan pemahaman linguistik, 
tindakan perlu dijabarkan. Pada kelas pengalaman, terutama dalam reaksi gerakan 





G. Pengujian Keabsahan Data 
Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji 
validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 
penelitian adalah, valid, realibel dan objektif. Uji kredibilitas data atau kepercayaan 
terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan 
teman sejawat, analisis kasus negative, dan member check.   
Dalam penelitian kualitatif validitas dan realibilitas dinamakan sebagai 
kredibilitas. Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama yaitu: (a) Peneliti 
tidak 100 % independen dan netral dari research setting; (b) Penelitian kualitatif 
sangat tidak terstuktur (messy) dan sangat interpretive. Dalam meningkatkan 
kredibilitas itu terdapat 9 prosedur yaitu: (i) Triangulation; (ii) Disconfirming 
evidence; (iii) Research reflexivity; (iv) Member checking; (v) prolonged engagement 
in the field; (vi) collaboration; (vii) the audit trail; (viii) thick and rich description; 
dan (ix) peer debriefing. 
Karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan 
investigator sehingga menghasilkan informasi yang akurat, maka prosedur yang 
dipilih oleh peneliti adalah triangulation. Prosedur ini menggunakan berbagai 
pendekatan dalam melakukan penelitian untuk memahami dan mencari jawaban atas 
pertanyaan penelitian. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
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1. Triangulasi metode. Pada metode ini dilakukan pembandingan informasi atau 
data dengan cara yang berbeda. Pembandingan ini dilakukan pada metode 
pengambilan data. 
2. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 
wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat 
(participant obervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan 
resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing 
cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya 
akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai 
fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 
pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
3. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 
informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan 
dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual 
peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi 
teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu 
menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
Interflour Indonesia - Eastern Pearl flour Mills (EPFM) berlokasi di Makassar, 
Sulawesi adalah penggilingan terigu ke-4 terbesar di dunia yang berada di dalam satu 
lokasi yang memproses 2.800 ton gandum per hari atau setara dengan lebih dari 
700.000 ton terigu per tahun. Produk-produknya telah tersedia luas secara nasional 
karena kami menguasai pangsa pasar konsumsi terigu ke-2 terbesar di Indonesia. 
Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun yang solid dalam pembuatan terigu, 
EPFM telah menjadi podusen terigu terkemuka dengan kualitas yang konsisten di 
Indonesia. Berbagai produk-produk EPFM menjadi favorit masyarakat dan mereknya 
pun mendominasi pasar di Sulawesi, Kalimantan, Nusantara, Maluku dan 
seluruh Indonesia Timur. Jaringan distributor EPFM yang luas dan pedagang besar 
melakukan penjualan beragam ukuran mulai dari pengguna menengah sampai kecil 
dan juga pelanggan besar (pengguna institusi) dimana EPFM mampu menyediakan 
spesifikasi sesuai permintaan. Komitmen harga di muka dengan konfirmasi tanggal 
pengiriman adalah bagian dari kontrak yang ditawarkan melalui penjualannya dan 
pengiriman dilakukan sampai ke pintu dengan sistem pengiriman modern. 
Interflour sebagai perusahaan dan sebagai merek bersemangat 
mempromosikan komitmen, kepedulian dan konsistensi dalam segala aspek. Prinsip 
dasar yang disimbolkan terpatri dengan baik di dalam semua interaksinya dengan 
pelanggan, masyarakat, dan koleganya tetap berkomitmen pada konsistensi : 
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a. Memberikan produk berkualitas tinggi. 
b. Memastikan ketersediaan produk melalui jaringan distribusi yang dapat 
diandalkan. 
c. Menyediakan dukungan pemasaran yang baik & melakukan promosi; dan 
yang paling penting, 
d. Menerapkan metodologi harga yang adil dan wajar melalui sistem pembelian 
yang terpusat. 
1. Sejarah Singkat PT. Eastern Pearl Flour Mills dan Produknya. 
Pabrik tepung terigu di Makassar didirikan pada tahun 1972 dengan status 
PMA (Penanaman Modal Asing) dengan nama PT. PRIMA INDONESIA sampai 
dengan tahun 1984. Kemudian tahun 1984 menjadi PMDN (Penanaman Modal 
Dalam Negeri) dengan nama PT. BERDIKARI SARI UTAMA FLOUR MILLS, 
yang beralamat di Jalan Hatta no. 302 dan jalan Nusantara Baru 36 Makassar. Namun 
Sejak tahun 2000 PT. EPFM diambil alih oleh Investor Asing Interflour Group yang 
berkantor pusat di SWISS kemudian terakhir tahun 2004 berganti nama menjadi PT. 
EASTERN PEARL FLOUR MILLS. Total kapasitas terpasang pabrik untuk giling 
gandum sebesar 2.800 ton/hari. Dengan bahan baku pokok adalah biji gandum. Biji 
gandum diimport dari Australia, Kanada, Amerika Serikat dan Argentina. Secara 
umum gandum dibedakan menjadi 2 jenis yaitu hard wheat (gandum berprotein 
tinggi) dan soft wheat (gandum berprotein rendah). Proses pembuatan tepung terigu 
prinsip dasarnya adalah memisahkan endosperm (bagian yang mengandung tepung) 
dari kulit gandum kemudian menghaluskan endosperm tadi menjadi tepung. Ada 
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beberapa tahapan proses penting yaitu tahap cleaning (pembersihan), tahap 
conditioning (pemberian air dan pelunakan) dan tahap milling (penggilingan) 
gandum. Pada tahap cleaning (pembersihan), gandum dibersihkan dari semua jenis 
kotoran (debu, biji-biji lain, kulit buah dan tangkai gandum dll.) kemudian disikat 
kulitnya sampai benar – benar bersih.  
Tahap conditioning, tahap ini adalah perlakuan terhadap gandum sehingga 
mencapai kondisi yang paling ideal untuk proses penggilingan. Perlakuan ini 
mencakup penambahan air dan waktu penyerapan air oleh biji gandum. Pemberian air 
pada prosentase tertentu sangat diperlukan untuk membuat lapisan kulit gandum 
menjadi lebih elastis / lunak, terhindar hancur yang bisa mengotori tepung sehingga 
mudah dijadikan tepung pada proses penggilingan. Tahap Milling atau penggilingan, 
pada proses ini biji gandum dipecahkan kulitnya kemudian dipisahkan dengan ayakan 
(sifter) menurut granulasi dan jenis (endosperm dan kulit). Bagian endosperm yang 
masih kasar secara bertahap direduksi granulasinya menjadi partikel yang lebih kecil 
dari 145 mikron (0.145 mm). Pada tahap pemisahan akhir tepung sepenuhnya terpisah 
dari kulit, kemudian tepung dikirim / ditransfer ke silo tepung, sedangkan kulit 
ditransfer ke pengemasan produk sampingan atau di proses menjadi pellet. Produk 
utama PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar ada 4 merk terigu yaitu Merk Gunung, 
Kompas, Gerbang dan Gatotkaca, semua terigu yang dihasilkan merupakan kualitas 
utama. Tetapi biasanya dalam penggunaannya terdapat spesifikasi penggunaan yang 
berbeda. Untuk memuaskan konsumen terigu dalam mendapatkan terigu dengan 
mudah didirikan gudang-gudang terigu di beberapa ibu kota provinsi, seperti 
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Samarinda (Kalimantan Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Manado 
(Sulawesi Utara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Gorontalo dan Kupang (Nusa 
Tenggara Timur). Untuk menyebarluaskan pengetahuan pembuatan roti didirikan 
Pusat Pelatihan Bakery (Baking School) di setiap kota yang memiliki gudang terigu 
EPFM. 
2. Fasilitas Pabrik PT. Eastern Pearl Flour Mills  
a. Unit milling  
b. Penerimaan gandum  
c. Silo gandum  
d. Flour silo dan packing produk dan by produk  
e. Pelletizing (Penggilingan Dedak yang diolah menjadi pakan)  
f. Gudang tepung dan pellet silo  
g. Energi meliputi Listrik dan Air  
h. Laboratorium  
i. Office Seaside and Cityside  
j. Fasilitas lainnya  
Adapun fasilitas lain yang dimiliki oleh PT. Eastern Pearl Flour Mills selain 
tersebut di atas, yaitu : Work Shop, Masjid dan Mushola, Koperasi dan toko koperasi, 
Kantor Serikat Pekerja, Kantin, dan Poliklinik.  




a. Visi : Menjadi salah satu penggiling tepung yang betul-betul terintegrasi dari 
hulu hingga hilir di Asia Tenggara, yang mampu meningkatkan nilai bagi 
para pemegang saham dan konsumen dalam suatu lingkungan kerja yang 
senantiasa memberikan motivasi pada karyawan kami dengan kebanggaan.  
“To be South East Asia‟s one truly integrated flour mille, from source to 
market, which increases value for shareholders and customers in an 
environment that motivates our employees with pride”. 
 
b. Misi : Kita melayani untuk membawa industri kami mengelola secara 
proaktif rantai persediaan dan memproduksi tepung dengan kualitas yang 
sangat konsisten pada biaya terendah.  
“We serve to lead our industry by proactively managing the supply chain and 
producing the most consistent quality flour at the lowest cost”  
 
c. Kebijakan : Sebagai kebijakan mutu PT. Eastern Pearl Flour Mills 
memastikan kepuasan pelanggan dengan memproduksi produk-produk yang 
sesuai dengan semua persyaratan.  
Dengan memusatkan sumber daya yang ada dalam menentukan dan 
memenuhi harapan pelanggan, EPFM akan memproduksi produk-produk dengan 
mutu terbaik, menyerahkan produk secara konsisten yang sesuai dengan persyaratan 
pelanggan, beroperasi optimal dengan skala yang menguntungkan dan selalu 
meningkatkan kepuasan pelanggan secara terus menerus. Ini akan diraih dengan 
menerapkan perbaikan terus menerus, kontrol proses, memberikan kesempatan 
kepada karyawan dalam menjalankan tugasnya dan komitmen manajemen. 
It is the policy of PT EPFM to ensure customer satisfaction by providing 
products that conform to all requirement. By focusing all resources on 
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determining and fulfilling customer‟s expectation, PT EPFM will produce 
products of consistent quality, delivering the products reliably, and operate at 
optimum and profitable scale to guarantee customer satisfaction 
 
d.  Sasaran : Produk dengan mutu yang terbaik, Pengiriman tepat waktu, 
Kepuasan pelanggan, Perbaikan terus menerus.  
 Consistent quality product  
 On-time delivery  
 Customer satisfaction  
 Continual improvement 
4. Struktur Organisasi Perusahaan 
Struktur organisasi perusahaan pada dasarnya memperlihatkan hubungan 
antara wewenang, tanggungjawab, tugas dan kedudukan para personil dalam 
perusahaan. Struktur organisasi juga dimaksudkan sebagai alat kontrol serta 
pengawasan bahkan dapat memciptakan persatuan dan dinamika suatu perusahaan. 
Adapun struktur organisasi PT. Eatern Pearl Flour Mills Makassar adalah sebagai 
berikut: 
a. Uraian jabatan manajemen PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar  
Dengan melihat struktur organisasi perusahaan tersebut di atas, maka 
dapat diuraikan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian dari struktur 
tersebut.  
 Personnel. Merencanakan, memeriksa dan mengawasi secara langsung 
kegiatan administrasi personalia dan dalam hal pendataan dan pencatatan 
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administrasi personalia, melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan 
recruitment & training  
URAIAN TUGAS :  
1. Menandatangani laporan-laporan baik harian, mingguan maupun bulanan 
seperti : Laporan Cuti, Laporan Penggunaan Izin Penyimpangan Waktu 
Kerja dan Waktu Istirahat, Laporan Karyawan Dinas Luar, Laporan 
Personalia & Poliklinik, dll. Dan memastikan bahwa pengeluaran yang 
terjadi tidak menyimpang dari anggaran yang ditetapkan.  
2. Melakukan koordinasi dengan management atas program penilaian kerja 
sebagai dasar untuk melakukan promosi dan peningkatan gaji. 
3. Mengawasi & memastikan bahwa order lembur karyawan sudah terinput 
dengan baik ke payroll masing-masing karyawan yang lembur. 
4. Memastikan bahwa karyawan baru sudah melengkapi berkas-berkas/data-
data kepersonaliaan.  
5. Memastikan bahwa data karyawan baru sudah terinput dalam program 
Human Resources Management Sistem dengan benar sesuai data yang 
diberikan oleh karyawan baru tersebut serta pembuatan History Card 
Karyawan dan bertanggung jawab dalam hal data HRMS & History Card 
tersebut selalu dalam kondisi up to date. 
6. Mengatur dan memimpin pelaksanaan tugas-tugas di bidang Jamsostek, izin 
ketenagakerjaan, memo penambahan karyawan, perubahan status karyawan, 
mutasi, surat peringatan, surat skorsing, Handkey Machine, pemberian 
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payroll kepada karyawan baru, pemberian cincin penghargaan masa kerja, 
asuransi keluarga karyawan, pemberian bea siswa bagi anak karyawan yang 
berprestasi, pemberian tanda simpati perusahaan kepada karyawan yang di 
opname di rumah sakit serta karyawan yang melahirkan, pemberian bantuan 
pemakaman & uang duka, dll.  
7. Membina hubungan yang serasi dikalangan karyawan, buruh, organisasi 
pekerja/buruh, maupun antara karyawan/buruh dengan pihak manajemen. 
8. Mengecek dan menandatangani “Surat Ijin Keluar” untuk memastikan 
kelancaran di pos keamanan dan administrasi.  
9. Memastikan bahwa catatan / data cuti karyawan sesuai dengan yang 
sebenarnya. Menandatangani form permohonan cuti karyawan, dan 
menandatangani seluruh laporan yang berkaitan dengan pelaporan cuti 
karyawan.  
10. Melaksanakan tugas-tugas tambahan dari atasan bila diperlukan  
11. Secara periodik mengevaluasi hasil kerja masing-masing bawahan yang 
berada di bawah pengawasannya, serta mengusulkan promosi, demosi, mutasi 
atau kompensasi khusus sesuai dengan hasil kerja mereka dan kebijaksanaan 
perusahaan serta prosedur-prosedur yang berlaku.  
 Production Development Quality Control Manager Merencanakan, 
mengkoordinasikan dan memastikan seluruh fungsi dan tanggung jawab 
PDQC berjalan secara efektif yang mencakup dari gandum yang masuk 
sampai produk tepung siap dikirim. Memastikan semua produk tepung yang 
58 
 
keluar dari pabrik memenuhi kriteria kualitas sesuai dengan peruntukannya. 
Menentukan gandum yang akan digiling yang tepat sesuai ketersediaan 
gandum yang ada.  
URAIAN TUGAS :  
1. Merencanakan dan mengatur penyelesaian operasi rutin harian PDQC yang 
meliputi production process control, flour milling and packing, grist trials dan 
lain-lain termasuk pelaporan hasil  
2. Mengatur dan mengawasi production process control dan mengkomunikasi 
secara harian dengan bagian terkait termasuk Factory Operation Director dan 
General Manager mengenai kondisi milling dan kualitas produk yang 
dihasilkan dalam 1 atau 2 hari terakhir dan masalah-masalah yang perlu 
perbaikan  
3. Mempersiapkan laporan yang diperlukan (Consistency report dan Customer 
Complaint) secara periodik kepada Interflour Hygiene Quality 
4. Mengembangkan sistem operasi, dokumentasi, implementasi dan familiarisasi 
terhadap semua personel PDQC.  
 Enginering and Utility Manager Bertanggung jawab terhadap program 
mutu yang disebarluaskan melalui kebijakan mutu dan sistem mutu 
perusahaan. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional devisi 
Pemanfaatan & Pemeliharaan mesin pabrik yang meliputi : Mechanical 
Department, Electrical Department, Utility Department.  
HUBUNGAN PEKERJAAN :  
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1. Bertanggung jawab dan melapor kepada Factory Operation Director 
2. Bertanggung jawab dalam koordinasi kerja dan hubungan dengan departemen 
lain didalam lingkup kerja PT.EPFM.  
3. Bertanggung jawab dalam koordinasi kerja dengan instansi luar meliputi : 
PLN, Depnaker, Metrologi,dsb  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB WEWENANG :  
1. Memberi saran dan usulan untuk kemajuam perusahaan.  
2. Mengontrol Request For Payment & Purchase Requesition.  
3. Memberi peringatan/dispensasi kerja kepada karyawan bawahannya.  
4. Mengetahui dan menandatangani seluruh laporan sesuai dengan tanggung 
jawab dan wewenangnya.  
TANGGUNG JAWAB :  
1. Bertanggung jawab terhadap perencanaan serta pelaksanaan tindakan koreksi 
dan menjamin telah dicatatnya tindakan tersebut.  
2. Bertanggung jawab dalam koordinasi dalam departemen Engineering 
Maintenance & Utility dan antar department yang ada di PT.EPFM. 
3. Mencapai dan mengontrol efisiensi dan kualitas kerja divisi Engineering 
Maintenance & Utility  
4. Bertanggung jawab dalam koordinasi divisi Engineering Maintenance & 
Utility, sehingga terjamin kondisi peralatan produksi dan alat pendukungnya, 
dalam kondisi siap, aman dioperasikan. 
5.  Mengontrol laporan harian pemakaian BBM, Pelumas, Listrik, dan air. 
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6. Mengontrol pengambilan barang dari supply store. 
7. Mengontrol pesanan barang. 
8. Mengontrol seluruh pemakaian suku cadang , material, dan perlengkapan 
kerja.  
9. Mewawancarai calon karyawan baru, dan memberikan pelatihan kerja 
bawahan.  
10. Mengatur dan mengontrol kerja, lembur, izin, dan cuti tahunan dalam 
departemennya.  
11. Menerapkan dan melaksanakan prosedur yang berlaku.  
 Production Manager Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan serta 
mengendalikan semua kegiatan dalam Departemen Produksi, seperti proses 
cleaning dan milling. Membuat prosedur untuk program pelaksanaan pekerjaan di 
Departemen Produksi. Memastikan kelancaran dan efisiensi semua jenis 
pekerjaan di Departemen Produksi.  
URAIAN TUGAS :  
1. Membuat perencanaan produksi.  
2. Merencanakan dan mengontrol pemakaian energi listrik untuk departemen 
produksi untuk menjamin pemakaian yang efisien.  
3. Memonitor, memverifikasi dan mengkonfirmasikan kegiatan operasional 
Departemen Produksi.  
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4. Memeriksa dan memberikan persetujuan atas aktivitas harian untuk masing-
masing jabatan dalam departemennya dan memastikan aktivitas tersebut 
dijalankan sesuai prosedur.  
5. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target aktivitas tersebut 
6. Memastikan dan memonitor kelancaran semua mesin-mesin dan peralatan 
produksi.  
7. Memastikan keamanan dan keselamatan kerja bawahan.  
8. Mengadakan dan memastikan tersosialisasinya sasaran mutu perusahaan 
khususnya sasaran mutu dan prosedur Departemen Produksi serta recordnya. 
9. Ikut memastikan sanitasi, hygiene dan mengkoordinir pemeliharaan mesin-
mesin.  
10. Memberikan pendapat dan pandangan kepada manajemen atas masalah-
masalah yang timbul yang berhubungan langsung dengan departemen 
produksi, baik yang berhubungan dengan proses produksi maupun hal-hal 
yang berhubungan dengan kepersonaliaan.  
11. Membuat, mengatur dan mengkoordinir pembagian kerja dan memastikan 
kompetensi di departemennya.  
12. Secara periodik, membuat, mengevaluasi dan mengkoordinir hasil kerja 
setiap bawahan terhadap pencapaian target spesifik serta mengusulkan 
promosi, demosi, mutasi atau kompensasi khusus sesuai dengan kerja mereka 
dan kebijaksanaan perusahaan serta prosedur-prosedur yang berlaku. 
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 Shipping Manager Mengkoordinasikan dan mengontrol harian kegiatan 
shipping, loading dan unloading untuk incoming raw material dan pengisian 
di silo.  
URAIAN TUGAS :  
1. Mempersiapkan semua operasional departemen.  
2. Memeriksa secara rutin dokumen yang sedang dipersiapkan termasuk 
biaya yang timbul dan melaporkannya.  
3. Mendukung dan melaksanakan semua cakupan ISO 9000 – 2000.  
4. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kegiatan harian di 
departemen.  
5. Memeriksa ,mengukur dan membuat dengan teliti setiap petugas di 
jajarannya untuk melaksanakan setiap tahapan proses pekerjaan di 
seksinya.  
6. Mempersiapkan budget tahunan untuk mendukung kegiatan departemen. 
7. Memeriksa dan mengontrol kegiatan loading dan unloading kapal. 
8. Melaksanakan tugas tugas tambahan dari atasan.  
9. Mengontrol dan mengawasi kebersihan di area tugasnya.  
10. Mempersiapkan petugas petugas dalam rangka peningkatan mutu sumber 
daya manusia di departemen.  
 Quality Assurance Tugas utama Quality Assurance Manager adalah 
mengkoordinasikan pengembang aktifitas jaminan mutu di P.T. Eastern Pearl 
Flour Mills.  
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1. Bertanggung jawab terhadap implementasi process control system di 
lapangan.  
2. Bertanggung jawab atas kebenaran hasil audit yang objektif.  
3. Bertanggung jawab dalam pengembangan kontrak dengan konsultan dan 
badan sertifikasi.  
4. Memonitor kontraktor untuk semua proses sertifikasi.  
5. Memelihara hubungan baik dengan external auditor  
 Packing-Warehouse Manager Merencanakan produksi harian, pengambilan 
material dan mengontrol jalannya produksi dan kebersihan pada areal flour 
packing serta menganalisa hasil produksi. Memastikan pencapaian hasil 
produksi sesuai dengan taget yang telah direncanakan setiap bulan dan 
memastikan bahwa dalam pengoperasian mesin-mesin pendukung selalu 
dalam keadaan normal dan sesuai dengan batas toleransi yang diizinkan untuk 
pencapaian hasil produksi yang maksimal.  
 Logistic Assistant Manager Menetapkan, merencanakan, memeriksa dan 
mengawasi semua kegiatan personel logistic department yang mencakup 
proses pendistribusian produk dari pabrik hingga ke gudang customer. 
URAIAN TUGAS : 
1. Bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan system dan prosedur 
sesuai dengan standar peraturan dan kebijakan yang berlaku.  
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh proses delivery produk dari gudang 
pabrik ke customer.  
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3. Memeriksa dan meyakinkan kebenaran dari pekerjaan yang dilakukan 
oleh para staf dalam Lingkup Logistic Department.  
4. Menyiapkan laporan-laporan analisa secara periodic untuk dilaporkan 
kepada atasan.  
5. Melakukan koordinasi dengan departemen-departemen terkait dan pihak 
transporter menyangkut kelancaran dan kepastian delivery.  
 General Affairs Manager Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan 
serta mengendalikan secara langsung keseluruhan fungsi-fungsi di 
departemen General Affairs, Cleaning and Hygiene untuk mendukung 
kegiatan operasi perusahaan. Berupaya untuk selalu meningkatkan dan 
mengembangkan mutu karyawan dan kesejahteraan karyawan sesuai dengan 
kebijakan perusahaan. Termasuk dengan instansi Pemerintah yang berkaitan 
dengan general Affairs. 
URAIAN TUGAS :  
1. Menyiapkan program dan anggaran tahunan untuk departemennya dan 
memonitor hasil pelaksanaan program tersebut untuk memastikan tidak 
ada penyimpangan.  
2. Memastikan kelancaran tugas-tugas di Departemennya yang mencakup 
general services (klinik, perizinan, kantin, kebersihan kantor, peralatan 
rumah tangga EP , cleaning dan hygienen, dll).  




4. Memastikan kelancaran pemberian jasa kesehatan melalui poliklinik 
EP/Rumah Sakit/General Check Up dan asuransi kesehatan keluarga 
karyawan, dll.  
5. Merencanakan, melaksanakan dan memonitoring soal Cleaning & 
Hygiene di seluruh lingkungan pabrik.  
6. Memastikan bahwa Cleaning & Hygiene di lingkungan pabrik tetap 
terjaga secara berkesinambungan.  
7. Melaksanakan tugas-tugas tambahan dari atasan bila diperlukan.  
8. Secara periodik mengevaluasi hasil kerja masing-masing bawahan yang 
berada di bawah pengawasannya.  
 General Accounting Manager Merencanakan, mengkoordinasikan, 
mengarahkan serta mengendalikan semua pekerjaan departemen accounting, 
dimana di dalamnya tercakup pengumpulan dan penyusunan data serta, 
pelaporan semua kegiatan akuntansi dan keuangan. Mengendalikan dan 
mengawasi semua kegiatan pembayaran dan pembelian yang telah 
dinominasikan dalam budget perusahaan.  
 Cost Account Manager Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, 
mengawasi serta mengendalikan semua kegiatan untuk Costing section. 
Kegiatannya mencakup:  
1. Pengumpulan dan penyusunan data  




3. Bertanggung jawab atas laporan-laporan maupun analisa yang dihasilkan 
oleh Costing Section dan atas penyimpanan berkas / arsip  
 Information Sistem Manager Information Sistem, menentukan, 
Mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan dalam departemen kapasitas 
sistem yang sesuai dengan kebutuhan sekarang dan ke depan (future proof), 
mengevaluasi perkembangan teknologi dan mengusulkan upgrading untuk 
menjaga operasional yang efisien, menyediakan kebutuhan informasi 
perusahaan, menganalisa apakah penerapan teknologi telah memenuhi nilai 
bisnis yang sebenarnya dari perusahaan.  
URAIAN TUGAS :  
1. Menyiapkan dan memelihara kebijakan dan prosedur yang digunakan 
untuk mengendalikan pemakaian computer.  
2. Membuat kebijakan dan prosedur tertulis; menganalisa kebutuhan 
informasi, menyediakan konsultasi teknis dan saran untuk memastikan 
pemanfaatan sistem komputer yang efisien.  
3. Mengkoordinasi dan menjaga realisasi budget Information Sistem. 
4. Menyimpan dan menjaga dokumen kontrak dan sertifikat lisensi.  
5. Memotivasi, melatih dan mengembangkan para staf untuk 
memperbaiki/menambah pengetahuan dan ketrampilan mereka, serta 




6. Melapor dan melaksanakan tugas-tugas tambahan dari atasan bila 
diperlukan.  
7. Secara periodik mengevaluasi hasil kerja masing-masing bawahan yang 
berada di bawah pengawasannya, serta mengusulkan promosi, demosi, 
mutasi atau kompensasi khusus sesuai dengan hasil kerja mereka dan 
kebijaksanaan perusahaan serta prosedur-prosedur yang berlaku. 
 Treasury and Payroll Ass. Manager Merencanakan, memeriksa dan 
mengawasi tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan, khususnya di bidang 
keuangan dan perpajakan. Bertanggung jawab atas laporan-laporan yang 
dihasilkan dan menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk operasional 
perusahaan serta mengatur pembayaran gaji karyawan. 





















































EPFM menyadari adanya perubahan kebutuhan di dalam perilaku pembelian 
pelanggan. Para pelanggan, ingin mengatur kehidupan mereka dengan lebih baik dan 
mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Menyadari akan hal ini, EPMF akan terus 
menerus menghasilkan terigu yang terbaik dan aman untuk dikonsumsi sesuai dengan 
standar yang berlaku. Selain itu EPFM juga akan selalu berusaha untuk memastikan 
bahwa produknya sesuai dengan standar lokal dan kualitas ekspor.  
Sehubungan dengan janji EPFM untuk memberikan produk berkualitas setiap 
saat yaitu memastikan bahwa hanya terigu yang aman untuk dikonsumsi dan baik 
yang dikirim kepada pelanggan, maka EPFM menerapkan dan melaksanakan standar 
mutu baku dan sertifikasi yang berlaku seperti di bawah ini: 
a. Good Manufacturing Practice (GMP) 
Tujuan Utama: 
 Manajemen berkomitmen untuk memproduksi dan memasok produk yang 
aman dan memenuhi persyaratan hukum. Hal ini memastikan bahwa 
semua produk kami diproduksi dengan standar keamanan dan kualitas 
yang tinggi, sesuai dengan praktek kebersihan yang baik dan prinsip-
prinsip Good Manufacturing Practice (GMP). 
 Perusahaan menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk 
mengimplementasikan hal tersebut di atas. 
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 Manajemen memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan di seluruh 
perusahaan dan seluruh karyawan menyadari tanggung jawab mereka. 
Manajamen juga memastikan bahwa kebijakan ini sesuai dengan Food Act 
1983 dan Food Regulation 1985. 
b. Hazard Analysis And Critical Control Points (HACCP) 
Tujuan Utama: 
Sebuah metologi dan sistem manajemen yang didukung program prasyarat 
yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengendalikan 
bahaya keamanan makanan: 
 Untuk membangun sistem manajemen keamanan makanan. 
 Untuk memastikan bahwa produk tidak menimbulkan efek buruk bagi 
kesehatan. 
 Untuk menunjukkan ketaatan pada persyaratan keamanan eksternal. 
 Untuk menyediakan produk yang aman dan meningkatkan kepuasan 
pelanggan. 
c. Sertifikasi Halal 
Tujuan Utama:  
 Untuk memeriksa, menyatakan dan mengatur bahwa semua makanan dan 
produk untuk pelanggan dapat dikonsumsi oleh kaum Muslim, dengan 
cara yang efisien dan efektif yang menjamin kemurnian dan memenuhi 
sertifikasi halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 
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 Dewan Wali Amanat untuk mempromosikan kebiasaan sehat, higenis dan 
makanan bersih serta mencegah mengkonsumsi bahan berhahaya, obat-
obatan, alkohol, tembakau dan pemalsuan makanan. 
 Bekerja demi perlindungan dan keselamatan lingkungan dengan 
memperhatikan hak hidup seluruh mahluk dan mencegah kekejaman pada 
binatang. 
 Manajemen perusahaan berkomitmen untuk memproduksi produk Halal 
yang telah mendapatkan sertifikat dari Departemen Islamic Development 
Malaysia ataupun Majelis Ulama Indonesia. 
 Semua bahan baku yang digunakan telah disaring dengan syarat Halal dan 
disetujui Halal. Proses produksi dilakukan di tempat yang bersih dan 
disertifikasi kondisinya Halal. 
 Kami memiliki komitmen kuat untuk memastikan ketenangan pikiran 
semua pelanggan. 
d. Standar National Indonesia (SNI)  
Tujuan Utama: 
 Untuk memastikan semua produk makanan terigu yang dijual di Indonesia 
sesuai dengan peraturan pemerintah tentang makanan terigu dengan 
fortifikasi, yaitu ditambahkan Zat Besi (Fe), Seng (Zn), Vitamin B1, B2, 




 Untuk mengatur usaha perdagangan makanan terigu yang beretika dan 
bertanggung jawab dengan mensyaratkan adanya tanda yang dikenal 
dan/atau simbol pada kemasan yang menunjukkan produk dapat dimakan 
dan aman dikonsumsi, seperti logo SNI, merek komersial, nama poduk, 
berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa, bahan yang 
digunakan, kode produksi, dan sebagainya. 
e. ISO 22000:2005/HACCP and ISO 9001:2008 
Tujuan Utama: 
 Kami berkomitmen untuk secara terus menerus memberikan pelanggan 
kami produk dengan kualitas yang optimum dan konsisten dan 
pengetahuan yang dapat memberikan nilai tertinggi pada keberhasilan dan 
keuntungan pelanggan. 
 Sebagai pemasok bahan baku untuk industri makanan, kami juga 
berkomitmen untuk memasok pelanggan dengan produk makanan bebas 
bahaya sesuai dengan ISO 22000:2005/HACCP Codex. 
 Untuk memenuhi kebijakan mutu, kami menjaga integritas dan terus 
memperbaiki standar kualitas dengan membentuk Sistem Manajemen 
Mutu didukung komitmen dari Manajemen Puncak dan para karyawan 
dari semua departemen. 
 Untuk memastikan bahwa seluruh karyawan memahami Kebijakan Mutu 
Perusahaan serta peran mereka termasuk apa yang harus mereka lakukan 
untuk memberi produk terbaik kepada pelanggan. 
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f. International Ship And Port Facility Security (ISPS) Code 
Tujuan Utama: 
 Untuk membangun kerangka kerja internasional yang melibatkan 
kerjasama antara kotraktor pemerintah, instansi pemerintah, administrator 
lokal dan industri pengiriman serta pelabuhan untuk mendeteksi/menillai 
ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap insiden 
keamanan yang dapat mempengaruhi kapal serta fasilitas pelabuhan yang 
digunakan dalam perdagangan internasional. 
 Untuk memperkuat peran masing-masing dan tanggung jawab semua 
pihak yang berkepentingan, baik pada tingkat nasional maupun 
internasional dalam rangka menjamin keamanan pelayaran. 
 Untuk memastikan pemeriksaan yang dini serta efisien dan kelancaran 
pertukaran informasi yang berkaitan dengan keamanan. 
 Untuk menyediakan metodologi penilaian keamanan sehingga tersedia 
rencana dan prosedur untuk bereaksi pada saat terjadi perubahan tingkat 
keamanan. 
 Untuk menjamin kepercayaan bahwa tindakan keamanan pelayaran yang 
cukup dan proporsional sudah dijalankan. 
6. Komitmen 
 Berkomitmen untuk menjalankan usaha secara jujur dan sesuai dengan 
etika, moral, dan prinsip hukum yang tinggi. 
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 Berkomitmen dalam kualitas dan nilai produk dan layanan yang kami 
hasilkan dan jual serta dalam proses manajemen kualitas. Dalam 
memenuhi komitmen ini, kami berusaha memuaskan pelanggan dengan 
kualitas yang konsisten. 
 Berkomitmen untuk menghasilkan dan menjual produk yang aman dan 
memenuhi harapan pelanggan. 
 Berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan di tempat kerja. 
 Berkomitmen untuk meningkatkan nilai investasi jangka panjang yang 
telah dipercayakan para pemegang saham kepada kami. Dengan 
menjalankan usaha secara menguntungkan dan bertanggungjawab, kami 
berharap para pemegang saham mendapatkan imbal hasil berupa 
keuntungan yang besar. 
 Berkomitmen untuk kerja tim dan untuk karyawan kami. Kami 
menerapkan Sistem Penilaian Kinerja untuk menilai dan menghargai 
pencapaian setiap karyawan dan menyediakan umpan balik yang 
konstruktif, program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan yang 
memungkinkan petumbuhan pribadi dan pengembangan karyawan. 
j. Merek Unggulan 
 Kompas mendominasi segmen terigu Serba Guna 
 Gunung dan Gerbang pemimpin pasar segmen terigu untuk roti, 
menggunakan Gandum Amerika Utara 
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 Gatotkaca Terigu Kegunaan Umum adalah yang paling luas tersedia dan 
selalu dengan harga terjangkau 
Kompas 1KG menjadi ujung tombak perubahan ke kemasan higienis 
bermerek tetapi sederhana untuk pemakai rumahan sebagai alternatif dari kemasan 
manual generik (menyendok terigu) yang umum tersedia di Indonesia. Untuk 
meningkatkan lebih jauh basis pelanggan dan mengulangi keberhasilan di Indonesia 
Bagian Timur, EPFM memperluas distribusi terigu ke Jawa dan Sumatra dengan 
memanfaatkan konsistensi kualitas produknya, menyediakan keahlian pada Tim 
Pendukung Teknis, memberi pengetahuan industri untuk membantu pelanggan 
menjadi lebih untung dan mendirikan beberapa gudang di Jawa agar pengiriman 
dapat tepat waktu.  
EPFM juga telah memperluas beberapa jaringan distribusi agar lebih dekat 
dan dapat menjangkau seluruh pelanggan. EPFM memprakarsai demo pasar tentang 
penggunaan terigu, seperti tren dan teknik terbaru membuat roti dan mie. Ini telah 
diakui sebagai salah satu program yang paling berhasil di industri terigu untuk 
mempromosikan kesadaran merek dan penggunaan pasar terigu. Selain pasar 
domestik, EPFM adalah eksportir terkemuka Terigu Berprotein Tinggi ke Pilipina. 
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian 




CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan 
dengan semua stakeholders, termasuk  pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, 
pemerintah, supplier bahkan kompetitor. CSR  merupakan konsep dimana EPFM 
secara sukarela  menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan 
lingkungan hidup yang lebih bersih. EPFM meyakini bahwa perusahaan  bisa 
tumbuh dan berkembang dengan melalui cara tetap menjalankan praktek bisnis 
yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, EPFM menempatkan kegiatan 
Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam 
kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (sustainability) dalam 
jangka panjang. Arti dari bisnis yang berkelanjutan (sustainable business) adalah 
bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi 
untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk 
memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan. Hal 
tersebut sejalan dengan yang diungkapkan bapak Muammar Muhayang, dari hasil 
wawancara sebagai berikut:  
Setiap perusahaan dimanapun dia berada harus bermanfaat bagi 
lingkungan yang biasa kita singkat kepada selain mengejar profit kita 
juga peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap masyarakat, karna 
perusahaan mementingkan people, profit, planned. Dalam artian 
perusahaan didirikan kan untuk sebanyak-banyaknya bermanfaat bagi 
manusia dan bagi lingkungan, baik internalnya maupun eksternalnya 
dimanapun dia berada. 
 
Peryataan diatas sangat terkait dengan salah satu teori yang mendasari 
sebuah perusahaan melakukan CSR yaitu, teori triple bottom lines. Pernyataan 
tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan Ekuwueme (2013) yang 
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mengatakan bahwa munculnya paradigma triple bottom line  bertujuan untuk 
mendorong menejer untuk berfikir diluar garis keuangan, dalam hal ini yakni 
„bottom line sosial‟ dan „bottom line lingkungan. Kesimpulan yang dapat ditarik 
ialah EPFM dalam melaksanakan CSR juga memberikan perhatian kepada 
seluruh pihak yang berkepentingan artinya EPFM tidak sekedar peduli pada 
pemegang saham tetapi juga kepada semua pihak yang berkepentingan untuk 
tetap menjamin terjaganya investasi sosial guna mendapatkan license to operate 
dari semua orang yang berkepentingan. Secara umum praktik CSR di EPFM 
menggunakan pendekatan tripple bottom lines yang meliputi kinerja ekonomi 
(economic indicators), kinerja lingkungan (environmental indicators) dan kinerja 
sosial (social indicators).  
Berdasar hal tersebut diharapkan keberadaan EPFM tidak hanya 
bermanfaat bagi para pemegang saham (shareholders), tetapi juga kepada 
pemangku kepentingan (stakeholders) yang lebih luas yaitu masyarakat dan 
lingkungan. Dengan kata lain, EPFM berusaha untuk memaksimalkan laba 
perusahaan (profit) selaras dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi masyarakat (people), dan lingkungan (planet). EPFM  
meyakini bahwa dengan pendekatan yang menyeluruh ini akan mendukung  
tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan (sustaibable development),  
yaitu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan  
generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Dalam 
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pelaksanaan CSR, EPFM bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah kota dan 
daerah serta bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di sekitar EPFM.  
a. Praktik-praktik Corporate Social Responsibility (CSR)  
EPFM adalah perusahaan manufaktur yang bergerak pada produksi terigu. 
Terigu merupakan salah satu produk yang hampir sama pentingnya dengan beras. 
Walaupun, EPFM tidak diwajibkan dalam melaksankan CSR, tetapi EPFM tetap 
melaksanakan pertanggungjawaban sosialnya sejak dari tahun 2000. Awalnya 
tanggungjawab sosial EPFM dinamakan community defelopment, namun sejak 
tahun 2007 EPFM telah mulai menggunakan istilah CSR. Perkembangan 
program-program CSR di EPFM dinilai sangat berkesinambungan dengan jenis 
usahanya dan sistematis dilakukan setiap tahunnya. Berikut adalah rincian 
program-program CSR yang telah di lakukan oleh EPFM sejak tahun 2007 
sampai tahun 2014. 
i. Program CSR tahun 2007 
 Halal bihalal adalah program wajib yang dilakukan EPFM setiap 
tahunnya. Dilaksanakan pada setiap bulan ramadhan. 
 Idul qurban adalah program wajib yang dilakukan EPFM setiap taunnya. 
Dilaksankan bertepatan pada saat lebaran Idul Adha. 
 Pembangunan masjid di Kelurahan Ujung Tanah 
 Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.a.w merupakan program wajib 
yang dilakukan EPFM. 
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 Pelatihan mengurus jenazah bagi karyawan EPFM 
 Training  HIV/AIDS yang disosialisakan kepada karyawan EPFM 
ii. Program CSR Tahun 2008 
 Bantuan untuk tim robot Unhas 
 Spirit of Ramadhan adalah program yang dilaksanakan selama bulan 
ramadhan, mulai dari buka bersama anak yatim dan sahur bersama serta 
pelaksanaan halal bihalal. 
 Merayakan idul qurban  
 Peringatan MAulid Nabi Muhammad S.a.w 
 Ikut serta dalam kegiatan pemerintah go green 
iii. Program CSR Tahun 2009 
 Program goes to ramadhan yang diselenggarang pada bulan ramadhan, 
yang dirangkai dengan acara-acara buka bersama dan sahur bersama anak 
yatim. 
 Melaksankan Idul qurban 
 Memperingati maulid Nabi Muhammad S.a.w 
 Program pelatihan wirausaha-wirausaha kecil berbasis terigu. 
Pelaksanaannya di berbagai daerah. Mulai pada ring 1 (lingkar 
perusahaan) hingga pada ring 2 (lingkar provinsi). 
 Ikut dalam pelaksanaan Sulsel go green pada lokasi ring 1 dan ring 2. 
iv. Program CSR Tahun 2010 
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 Program goes to ramadhan sebagai program tahunanan EPFM. Mulai dari 
buka puasa dan sahur bersama hingga Halal bihalal. 
 EPFM go green dilaksanakan di Kelurahan Ujung Tanah 
 CSR Robot Unhas 
 Pembuatan taman umum sebagai tempat berkumpul dan berolahraga bagi 
masyarakat yang terletak di bahu jalan raya. 
 Fogging adalah program untuk masyarakat lingkar perushaan. 
Pelaksanaannya dengan dilakukannya pembersihan dan pengasapan di 
perumahan dan lingkungan masyarakat. 
 Memperingati hari K3 dan CSR 
 Pelaksaan idul qurban 
v. Program CSR Tahun 2011 
 Buka puasa bersama anak yatim dalam program goes to remadhan 
 CSR pelatihan ibu-ibu PKK di Kelurahan Ujung Tanah 
 Pelaksanaan sunatan masal 
 CSR Kulinerpreneur adalah pelatihan gratis diberikan kepada para 
interpreneur-interpereneur baru guna meningkatkan kualitas SDM 
masyarakat 
 CSR Marketing adalah program bagi-bagi roti dan kue-kue yang biasanya 
diselenggaran di Pantai Losari. Program ini juga sebagai salah satu 
strategi pemasaran untuk mempromosikan produk EPFM. 
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 Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.a.w  
vi. Program CSR tahun 2012 
 Bekerjasama dalam program Aksi Sosial Forum Pelabuhan Sehat 
 Lomba Noodle adalah program yang diselenggarakan untuk mencari 
bibit-bibit interpreneur 
 Program Indahnya Ramadhan adalah program untuk berbagi bersama 
anak-anak yatim piatu dan masyarakat sekitar 
 Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.a.w 
vii. Program CSR Tahun 2013 
 Memberikan bantuan kepada korban kebakaran 
 Pelaksaan program Indahnya Ramadhan. Buka dan sahur bersama hingga 
pelaksanaan halal bihalal 
 Melaksankan Cerdas-cermat K3 bagi anak-anak SMA 
 Merayakan Idul Qurban 
 Melakukan kunjungan di Pesantren-pesantren di palu dan gorontalo, 
kunjungan di SMTI Makassar dan kunjungan di Tekhnik UNHAS sebagai 
salah satu CSR di dunia pendidikan. 
 Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.a.w 
 Melaksanakan seminar kesehatan bagi karyawan EPFM 
viii. Program CSR 2014 
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 Program Bakti Ramadhan adalah program yang dilaksankan setiap 
tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya. 
 Melaksanakan Maulid Nabi Muhammad S.a.w 
 Memberikan bantuan kepada Panti asuhan 
b. Indikasi CSR yang mengarah pada CSV 
CSV adalah konsep tanggungjawab yang mengikut sertakan adanya 
penciptaan nilai/value. Pada praktik CSR EPFM terdapat beberapa praktik-praktik 
yang telah mengarah pada penciptaan nilai walaupun baru sebagian kecil saja dan 
masih dalam taraf wajar dan normal. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak 
Muammar Muhayang bahwa: 
"Memang CSR kelihatan menambah biaya atau pengeluaran, tapi jika 
diperhatikan dalam praktiknya cost lawan cost akan benefit. Tidak ada 
masalah kan jika misalnya kita keluar Rp.1000 tapi dapat Rp.2000? dari 
pada kita tidak keluar apa-apa dan tidak dapat apa-apa juga." 
 
Dari pernyataan tersebut maka dapat di tafsirkan bahwa perusahaan telah 
menganggap bahwa CSR dapat menguntungkan bagi perusahaan. Hal tersebut 
dapat terealisasi ketika perusahaan berfikir digaris keuntungan yang 
mengutamakan adanya penciptaan nilai. Pernyataan tersebut kemudian terwujud 
dengan praktik-praktik CSR perusahaan yang telah mengarah pada penciptaan 
nilai. Antara lain praktik CSR yang telah mengarah pada CSV adalah program 
kulinerpreneur. Program kulierpreneur merupakan program yang hampir setiap 
tahun rutin dlaksanakan oleh EPFM tujuannya adalah selain untuk 
pertanggungjawaban juga untuk menciptakan nilai. Nilai/value yang dimaksud 
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adalah berupa nilai ekonomis yang dapat di perhitungkan. Dari program tersebut 
masyarakat mendapatkan pelatihan gratis untuk program kulinerpreneur, lalu apa 
yang diperoleh EPFM?  
Pada program kulinerpreneur EPFM memberikan pelatihan gratis dalam 
membuat roti dan kue. Pelatihannya berisi tata cara menggunakan terigu yang 
baik dengan takaran-takaran yang pas. Secara tidak langsung para peserta 
kulinerpreneur dibimbing menggunakan produk EPFM dengan takarannya. 
Ketika peserta akan menggunakan terigu lain, mereka akan bingung dengan 
takaran yang seharusnya, ketika menggunakan takaran yang telah diajarkan 
namun tetap menggunakan terigu lain, maka hasilnya akan berbeda. Sehingga, 
tidak ada pilihan lain bagi peserta untuk menggunakan produk lain, dengan begitu 
nilai pun akan tercipta. Masyarakat memperoleh pelatihan gratis membuat kue 
dan roti yang baik dan berkualitas, sementara perusahaan memperoleh nilai 
ekonomis berupa penjualan produk yang akan meningkat.  
2. Pentingnya Shariah Sustainability (Tahap Unfreeze) 
a. Perspektif Niat dalam Corporate Social Responcibility (CSR) 
CSR awalnya dipandang sebagai Etika bisnis Islam, etika sebagai 
moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan 
pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Ketentuan ajaran Islam 
dalam kehidupan sehari-hari serta melakukan perbaikan dan kebaikan semata-
mata untuk Allah SWT. Namun, semakin berkembangnya zaman perekonomian, 
CSR mulai berpindah dari tempatnya, CSR saat ini tidak lagi mengutamakan 
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keridhoan Allah SWT melainkan mengutamakan citra positif dimata manusia. 
Jika memilah susunan kata CSR maka akan ditemukan kata Responcibility 
(Pertangungjawaban). Tanggungjawab menurut kamus umum bahasa Indonesia 
adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung 
jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiaban 
menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan 
jawab dan menanggung akibanya. Sehingga tanggung jawab adalah kesadaran 
manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak 
disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran atau 
kewajibannya.  
Manusia pada hakikatnya adalah mahkluk yang bertanggung jawab. 
Disebut demikian karena manusia, selain  merupakan makhluk individual dan 
makhluk sosial, juga merupakan makhluk tuhan. Manusia memiliki tuntutan 
yang besar untuk bertanggungjawab mengingat ia mementaskan sejumlah 
peranan dalam konteks sosial, individual ataupun teologis. Sehingga dalam 
praktiknya CSR seharusnya murni di niatkan untuk pertanggungjawan kepada 
sosial dan lingkungan, bukan lebih condong kepada niatan untuk meningkatkan 
penjualan dan market share, menguatkan brand positioning, meningkatkan 
image dan pengaruh perusahaan, menurunkan biaya operational serta 
meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi. Sebagaimana hal ini 
ditegaskan oleh Commision of the European Communities yakni 
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"CSR sebagai Tanggungjawab sosial perusahaan pada dasarnya adalah 
sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara suka rela untuk 
memberikan kontribusi demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan 
lingkungan yang lebih bersih"  
 
Artinya, niat utama dilakukannya CSR adalah untuk masyarakat dan 
lingkungan pelaksanaanya yang suka rela dan tulus tanpa mengharapkan imbal 
balik. Sehingga tujuan utama CSR dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana 
dijelaskan pula oleh Business for Social Responcibility yang mendefinisikan 
CSR sebagai 
 "Corporate Social Responcibility (CSR) adalah pencapaian kesuksesan 
komersil dalam artian penghargaan terhadap nilai kesusilaan dan 
penghormatan terhadap manusia, masyarakat dan lingkungan" 
 
Sehingga arti penting dari tanggung jawab adalah semata-mata ikhlas 
dalam melaksanakan kewajibannya karna Allah SWT. dan melaksanakannya 
tanpa mengharap imbalan kembali dari manusia, tapi semata-mata berharap 
kepada Allah SWT.   
b. Sorotan Triple Bottom Line terkait Created Shared Value (CSV) 
CSV didefinisikan oleh Porter dan Kramer (2011) sebagai kebijakan dan 
operasi praktek-praktek yang meningkatkan daya saing suatu perusahaan, 
sementara bersamaan juga dalam memajukan kondisi ekonomi dan sosial di 
masyarakat dimana ia beroperasi. Penciptaan nilai bersama berfokus pada 
mengidentifikasi dan memperluas hubungan antara masyarakat dan kemajuan 
ekonomi. Konsep ini mengintegrasikan antara nilai ekonomi dan nilai sosial yang 
harus menggunakan prinsip value. CSV sudah menampak pada penciptaan nilai 
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bersama, sehingga terintegrasi dengan pencapaian keuntungan perusahaan. CSV 
merupakan kelanjutan dari konsep CSR klasik. Motivasi Porter dan Kramer 
(2011) adalah menjadikan CSV sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial yang 
baru. Walaupun Porter dan Kramer memaparkan bahwa CSV belandaskan pula 
pada konsep triple bottom line, tetapi ternyata bertentangan dengan pendapat 
Ekuweume (2013) yang mengatakan bahwa konsep triple bottom line bertujuan 
untuk mendorong menejer berfikir diluar garis keuangan, dalam hal ini yakni 
„bottom line sosial‟ dan „bottom line lingkungan. Sementara konsep CSV 
menekankan pada penciptaan nilai (Creating Value) ekonomis dari proses 
pertanggungjawaban sosial. Berarti berusaha mengambil keuntungan dari sebuah 
kewajiban atau pertanggungjawaban, hal ini sangat dekat dengan konsep 
kapitalisme.  
Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan 
oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya 
untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif dan bagaiaman 
mengupayakan meminimalkan biaya dan meningkatkan laba. Seperti pada salah 
satu praktik CSR yang telah mengarah pada praktik CSV di EPFM yaitu Program 
Kulinepreneur. Dalam program tersebut khususnya masyarakat Kelurahan Ujung 
Tanah diberikan pelatihan khusus untuk membuat makanan berbahan terigu yang 
layak jual dan sehat. Dalam pelatihan tersebut diaadakan oleh EPFM secara gratis 
guna untuk menghidupkan jiwa-jiwa interpreneur masyarakat dalam peningkatan 
86 
 
perekonommian masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penerapan CSRnya. 
Menurut pak Irfan yang menrupakan Manajer Produksi mengatakan bahwa: 
"Dengan melakukan CSR permintaan terhadap terigu memang meningkat. 
Adapun salah satu praktiknya yaitu program kulinerpreneur merupakan 
program pelatihan membuat kue dan roti sehat dan layak jual secara 
gratis. Tapi dalam pelatihannya yang diajarkan adalah lebih kepada 
penggunaan takaran terigu yang tepat. Sehingga ketika mereka 
menggunakan terigu lain akan berbeda hasilnya dibanding menggunkan 
terigu kita, sehingga mereka akan tetap menggunakan terigu kita." 
 
Dari hasil wawancara terseebut maka ditemukan informasi bahwa, selain 
upaya untuk pertanggungjawaban masyarakat, perusahaan juga bertujuan untuk 
melakukan strategi pemasaran produk perusahaan, dimana dilatih dalam membuat 
makanan berbahan baku terigu dengan takaran yang tepat untuk jenis makanan 
yang diajarkan, sementara dalam prakteknya terigu yang digunakan adalah 
produk perusahaan. Sehingga masyarakat hanya akan menggunakan terigu dari 
EPFM. Karena, pelatihan tersebut mengajarkan takaran yang tepat untuk makanan 
dengan menggunakan produk EPFM. Dalam praktik tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ada nilai/value yang ingin diciptakan oleh perusahaan yaitu 
nilai sosial dan nilai ekonomis. Sehingga praktik CSV hanya akan terealisasi 
dengan baik ketika perusahaan memperoleh imbal balik dari masyarakat. hal 
tersebut sejalan dengan prinsip keadilan berdasarkan kapitalisme. Prinsip keadilan 
yang dianut oleh system ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan 
berdasarkan prestasi kerjanya (Agustianto, 2009). Namun, hal tersebut bertolak 




Menurut Meutia (2010: 189), kata berbagi dalam Islam dinyatakan dalam 
banyak perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsep ini, 
mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Allah 
yang lain. Selain itu, berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-
materiil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan amar ma‟ruf nahi munkar 
(saling menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). 
Oleh karena itu, CSR lebihtepatnya sebagai pertanggungjawaban sementara CSV 
tepatnya sebagai strategi. Keduanya merupakan suatu hal yang terpisah karna 
berbeda. 
c. Prinsip-prinsip Islam dalam Shariah Sustainability 
Menurut Meutia (2010: 187), terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya 
menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah 
SWT. Prinsip-prinsip ini adalah adil dan amanah, taqwa, ikhlas dan ikhsan, 
rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), dan maslaha (kepentingan 
masyarakat). Menurut AlGhazali, prinsip-prinsip ini sebetulnya punya keterkaitan 
yang kuat dengan tujuan ekonomi Islam yang mengedepankan kepentingan 
masyarakat banyak (Chapra, 2007: 6). 
1) Prinsip Adil dan Amanah 
Menurut Meutia (2010: 189), kata berbagi dalam Islam dinyatakan 
dalam banyak perintah Allah SWT melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsep 
ini, mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk 
makhluk Allah yang lain. Selain itu, berbagi juga dimaknai sebagai berbagi 
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hal yang non-materiil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan amar 
ma‟ruf nahi munkar (saling menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan 
dan mencegah kejahatan). Dalam perusahaasn, hal ini bisa dimaknai sebagai 
aktivitas untuk ikut mendukung programprogram kebaikan bagi manusia dan 
lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi. 
Dalam ajaran Islam, banyak sekali perintah yang mengingatkan manusia 
untuk berbagi kepada sesama, antara lain: 
Qs. Al-Baqarah ayat 254  
 ٌةَّلُخ َلاَو ِويِف ٌعْي َب َّلا ٌمْو َي َتَِْأي َنأ ِلْب َق ن ِّم مُكاَن َْقزَر اَّمِ ْاوُقِفَنأ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي َلاَو 




 “Hai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah 
Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi 
jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat.” 
(QS. Al-Baqarah: 254) 
 
Qs. Al-Anfal ayat 3 : 
 َنوُقِفُني ْمُىاَن ْقَزَر اَّمَِو ََةلا َّصلا َنوُميُِقي َنيِذَّلا۞ 
 
Terjemahnya:  
 “yaitu orang-orang yang melaksanakan zakat dan menginfakkan 
sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Al-Anfal:3) 
 










 “Orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, mereka 
melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat 
ma‟ruf (baik), dan mencegah dari yang munkar (jahat), dan kepada 
Allah lah kembali semua urusan.” (QS. Al Hajj:41) 
 
Prinsip berbagi dalam hal ini terkait erat dengan konsep “keadilan” 
yang dikatakan oleh Ahmad (2003) merupakan inti nilai dalam Islam. 
Keadilan merupakan salah satu komponen penting yang membentuk cara 
pendang Islam mengenai masyarakat, karenanya suatu masyarakat ideal tidak 
mungkin tewujud tanpa adanya keadilan (Chapra, 2007: 16). Konsep Islam 
mengenai keadilan menurut Kamali (2005) tidak sama dengan konsep formal 
mengenai keadilan, keadilan dalam Islam merupakan bagian dari iman, 
karakter, dan kepribadian manusia. Keadilan merupakan karakteristik dari 
suatu sistem dan merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam suatu 
sistem hukum, sosial, dan ekonomi (Ahmad, 2003). Menurut Sahidin (2012), 
keadilan dalam kegiatan ekonomi ditetapkan dalam kaidah fiqih, bertujuan 
untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Prinsip adil dalam Islam adalah tidak 
menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasinya dalam aktivitas ekonomi ialah 
bahwa pelaku ekonomi tidak dibenarkan mengejar keuntungan pribadi, 
seandainya hal tersebut merusak atau merugikan pihak lain. 
2) Prinsip Taqwa, Ikhlas dan Ihsan 
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Taqwa Ketika seseorang diisi dengan takut akan Allah SWT ia 
menahan diri dari  ketidakadilan dan akan melakukan perbuatan baik. Dalam 
artian ketika dikaitkan dengan pelaksanaan tanggungjawab sosial maka yang 
dimaksud taqwa adalah ia takut akan Allah SWT sehingga melakukan hal-hal 
baik didunia. Hal baik ini ditujukan kepada mahluk-mahluk sejenisnya dan 
mahkluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Ini merupakan karakteristik diri 
yang membentuk perilaku individu, sehingga ia mungkin akan selalu tolong 
menolong, jujur melaksanakan tugas dan  menyelesaikan tugas yang diberikan 
kepadanya nya (Zamsan, dkk, 2008). Prinsip tersebut adalah 
menyeimbangkan hubungan interdependen antara masyarakat dan perusahaan.  
Ihsan adalah cara untuk mencapai Kepuasan Allah SWT untuk 
menyembah Allah SWT seperti kamu melihat nya dan dia melihat kamu 
(Branine, 2001). Ihsan adalah terkait dengan Iman yang berarti  dalam 
konteks ini melakukan kegiatan ekonomi, kepemilikan, kesetaraan dan 
keadilan sosial dengan mengingat Allah SWT (Zaman, dkk, 2008). Dalam 
artian yang lebih sempit jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban maka 
pertanggungjawaban sosial yang dilandasi prinsip ihsan ketika dalam 
pelaksanaannya semata-mata diperuntukkan untuk mencari keridhoan Allah 
SWT, bergantung hanya kepadanya dan berharap hanya kepadanya. Sehingga 
bukan untuk mencari pengakuan atau pun berharap lebih kepada manusia. Hal 
inipun dekat dengan Ikhlas. 
91 
 
Ikhlas adalah ketulusan dalam melakukan suatu hal. Ikhlas karna Allah 
SWT adalah berbuat suatu kebajikan karna Allah SWT. Dalam melukan 
pertanggungjawaban sosial yang utama adalah niat pelakunya. Apakah niat 
untuk Allah SWT atau kah niat untuk memperoleh nilai/value. Ketika 
melakukan suatu perbuatan baik karna ingin mengharap sesuatu imbal balik 
kepadanya, berarti itu bukanlah sikap ikhlas. Ikhlas berarti menyadari bahwa 
perlunya suatu pertanggungjawaban sosial karna kita adalah makhluk sosial 
yang harus saling bantu membantu dan menyadari bahwa kita adalah khalifah 
dimuka bumi yang bertanggungjawaba atas bumi dan seisinya. Jika kita 
memahami makna khalifah maka keikhlasanpun akan timbul dalam 
melaksanakan pertanggungjwaban sosial. 
3) Prinsip Rahmatan Lil„alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam) 
Prinsip rahmatan lil‟alamin bermakna keberadaan manusia seharusnya 
bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah SWT lainnya. Keberadaan 
perusahaan seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat 
maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan. Menurut Meutia 
(2010: 221), bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian 
zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para 
pengusaha kecil. Prinsip rahmatan lil‟alamin ini sesuai dengan firman Allah 
SWT dalam Al-Quran :  
Qs. Al- Anbiya ayat 107: 
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“Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil‟alamin).” (QS. Al- 
Anbiya‟: 107) 
 
Sebagai agama yang rahmatan lil‟alamin, agama Islam penuh dengan 
nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. 
Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara 
sesama manusia. Hal ini termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam 
maupun menjaga kehidupan sesama manusia. Meutia (2010: 194) 
menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan stakeholders merupakan 
bagian dari upaya menjadi rahmatan lil‟alamin dan menjadi tujuan ekonomi 
Islam. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan 
spiritual (nafs, faith, intellect, posterity, dan wealth). Kesejahteraan dalam 
tujuan Islam, dinyatakan Al Ghazali (2012: 3), tidak diperuntukkan bagi 
pemilik modal saja, namun bagi kepentingan semua stakeholders (maslahah). 
4) Prinsip Maslahah (Kepentingan Masyarakat) 
Al-Shatibi mengkategorikan maslahah dalam tiga kelompok yaitu: 
essentials (daruriyyat), complementary (hajiyyat), dan embellishment 
(tahsiniyyat) (Dusuki, 2007). Level yang pertama yaitu daruriyyat 
didefinisikan oleh Al-Shatiby sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan 
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pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Islam yaitu 
melindungi faith (iman), life (kehidupan), intellect (akal), posterity 
(keturunan), dan wealth (harta). Komponen daruriyyat dalam piramida 
maslahah berada pada lapisan pertama, hal ini menunjukkan bahwa 
pemenuhan kebutuhan atau melindungi kepentingan yang berkaitan dengan 
daruriyat merupakan prioritas yang harus dilakukan. Implikasinya dalam 
tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan harus mengutamakan 
kepentingan yang berkaitan dengan daruriyyat merupakan prioritas yang 
harus dilakukan. Adapun level kedua adalah hajiyyat dijelaskan oleh Al-
Shatib merujuk pada kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan 
menimbulkan kesulitan tapi tidak sampai merusak kehidupan normal. Dengan 
kata lain, kepentingan perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kesulitan atau 
mempermudah sehingga kehidupan akan terhindar dari kesusahan. Level 
ketiga dari piramida maslahah adalah prinsip tahsiniyyat. Kepentingan yang 
harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang berfungsi 
menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Dalam level ini 
perusahaan diharapkan menjalankan kewajiban tanggungjawab sosial dengan 
melakukan hal-hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi 
kehidupan stakeholder nya. Menurut Meutia (2010: 196), mengutamakan 
kepentingan masyarakat (umat) dalam bentuk menjaga keimanan, kehidupan, 
keturunan, intelektual, dan kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi Islam, 
yang seharusnya menjadi prioritas dari pelaku-pelaku bisnis. Menurut Meutia 
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(2010: 229) dalam hal ini level maslahah yang diajukan Al-Shatibi dapat 
memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang 
harus didahulukan supaya tidak timbul ketidakadilan. Dusuki (2007) menilai 
bahwa klasifikasi maslahah berhubungan dan punya keterkaitan yang erat 
dengan tujuan syariah yaitu memastikan bahwa kepentingan masyarakat 
dilindungi secara baik. 
d. Penghindaran Kapitalisme Etis 
Melihat praktik-praktik CSR saat ini yang telah mengarah pada tujuan 
penciptaan nilai/value menunjukkan bahwa pihak menejemen telah kembali pada 
kapitalisme. Namun, dalam konteks yang lebih ringan, dimana praktik CSR yang 
telah mengarah pada CSV merupakan praktik kapitalisme etis. Kapitalisme etis 
terjadi karena adanya pandangan menejemen tentang kebutuhan dalam 
menerapkan CSR. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari bapak Muammar 
Muhayang, yang mengatakan bahwa  
"Perusahaan harus menganggap CSR sebagai kebutuhan. Artinya 
perusahaan butuh dengan yang namanya CSR, karena mereka tidak bisa 
terhindar dari aspek sosial. Namun, agar perusahaan tidak sekedar 
menghambur-hamburkan uang memberikan dosani kiri kanan, 
perusahaan juga harus menggunakannya sebagai strategi, dimana harus 
ada Value" 
 
Melihat pernyataan diatas, maka dapat ditarik benang merah bahwa 
perusahaan memang tidak akan pernah mau rugi walau sedikitpun. Berbeda 
dengan kapitalisme klasik, kapitalisme etis lebih mendekatkan pada sosial dan 
lingkungan. Namun, tujuan utama melibatkan sosial dan lingkungan adalah untuk 
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meningkatkan profit perusahaan. Pada dasarnya CSR merupakan tanggungjawab 
dan kewajiban. Sementara Menurut Porter & Kramer (2011), CSV merupakan 
kebijakan dan proses teknis operasional yang meningkatkan nilai-nilai kompetitif 
perusahaan dan secara bersamaan memajukan kondisi sosial dan ekonomi. 
Namun, agar tanggungjawab tersebut terjadi secara efektif dan  efisien, maka 
CSV haruslah diciptakan di setiap tahap rantai bisnis. Misalnya, dalam 
perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan nutrisi, CSV berada pada tiga 
komponen utama, yaitu: (1) pertanian dan pembangunan berkelanjutan, (2) 
lingkungan manufaktur dan sumber daya manusianya (SDM), serta (3) produk 
dan konsumen. Dengan konsep ini, baik perusahaan maupun masyarakat akan 
mendapatkan manfaat yang sinergis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi 
bisnis untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan laba coba dimasukkan 
kedalam praktik pertanggungjawaban sebagai cara untuk menghidupkan kembali 
kapitalisme. Kesejahteraan adalah tujuan akuntansi Islam dalam mendekonstruksi 
akuntansi konvensional yang melanggengkan ketimpangan. Kesejahteraan 
melingkupi baik kesejahteraan materil dan spiritual. Kesejahteraan materil  
terdapat pada pendistribusian nilai lebih (surplus value) untuk membebaskan 
kesenjangan dan ketimpangan sosial, sedangkan kesejahteraan spiritual terletak 
pada penciptaan nilai tambah spiritual (spiritual value added). Keduanya (surplus 
value dan spiritual value added) tidak dapat dipisah satu sama lain, dipersepsi 
sebagai ibadah sehingga sebagaimana dalam ibadah memiliki kualitas nilai, maka 
etika merupakan landasan untuk menyempurnakan kualitas nilai tambah spiritual. 
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Banyak orang (individu ataupun kelompok) yang melakukan kebajikan sosial 
tetapi pada dasarnya ia tidak berbuat baik bagi dirinya secara spiritual (mental) 
bahkan justru sebaliknya membuat dirinya jauh dari nilai tambah spiritual, ketika 
etika tersebut bersandar pada kepentingan pragmatis, maka etika tersebut justru 
tetap menjebak manusia dalam penjara egoisme dan tidak mendapatkan nilai 
sama sekali.   
Perbedaan Islam dengan ideologi lainnya (kapitalisme dan sosialisme), 
terletak pada konsepsi nilai masing-masing. Islam bukan kapitalisme plus etika, 
begitupun kapitalisme bukanlah sistem tanpa etika, sebab pada dasarnya 
kapitalisme bukanlah ideologi yang lepas dari pengaruh etika. Bahkan menurut 
Weber (2006:27), kapitalisme bangkit karena etika. Sehingga hal ini mustahil 
untuk dicampurbaurkan antara satu sama lain. Etika (akhlak) dalam posisi ini 
menentukan kualitas bagaimana realitas akuntansi membentuk jaringan kuasa 
Tuhan dalam bisnis. Aktivitas yang dikonstruk bersandar pada konsepsi „‟dari 
kesadaran Ketuhanan menuju ke kesadaran Ketuhanan‟‟ secara spiritual. Tuhan 
adalah basis tempat bersandarnya konsepsi etika dalam Islam, selaras dengan 
Tuhan sebagai pusat kepentingan dalam akuntansi. 
e. Aturan di Wajibkannya Tanggungjawab Perusahaan 
Terdapat 4 (empat) aturan hukum di Indonesia dan 1 (satu) aturan 
Internasional yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktifitas 
pertanggungjawaban sosial. Pertama, bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 
sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007  Pasal 1 ayat 
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(6) dijelaskan bahwa program kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang 
selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan 
kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan 
dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa 
Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, 
adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui 
pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan, meliputi: 
bantuan korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;bantuan 
peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana 
umum;bantuan sarana ibadah; dan bantuan pelestarian alam. 
Kedua, Peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber 
Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan, karena telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. 
Dimana dalam pasal 74 diatur bahwa : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban 
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) 
Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Ketiga, bagi penanaman modal asing, diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, daalam Pasal 15 (b) 
dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung 
jawab sosial perusahaan". Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan 
yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi 
administratif dan sanksi lainnya, meliputi:  (a). Peringatan tertulis; (b). 
pembatasan kegiatan usaha; (c). pembekuan kegiatan usaha dan/atau 
fasilitas penanaman modal; atau (d). pencabutan kegiatan usaha dan/atau 
fasilitas penanaman modal 
Keempat, bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, 
terikat oleh Undang-undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, 
Pasal 13 ayat 3 (p), menyebutkan bahwa: ”Kontrak Kerja Sama sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok 
yaitu : (p). pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak 
masyarakat adat”. Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang 
operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun 
distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan 
menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan. Kelima, 
ISO 26000, merupakan standar internasional dalam bidang Corporate Social 
Responsibility. Di dasarkan pada Pemahaman bahwa Sosial Responsibility sangat 
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penting bagi keberlanjutan usaha. Fokus ISO adalah tata kelola organisasi, Hak 
Asasi manusia (HAM),ketenagakerjaan, lingkungan, fairoperating/praktek operasi 
yang adil, isu konsumen dan Pengembangan masyarakat.  
ISO sendiri bertujuan membantu berbagai bentuk organisasi dalam 
pelaksanaan social responsibility. Dengan cara memberikan pedoman praktis, 
serta memperluas pemahaman publik terhadap social responsibility. 
Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan telah diatur dalam 
undang-undang dan ISO. Jika diamati aturan-aturan menegaskan bahwa CSR 
merupakan tanggungjawab perusahaan dan bukan strategi yang digunakan untuk 
meningkatkan citra positif maupun strategi untuk meningkatkan profit. Namun, 
jika melihat fakta dilingkungan bisnis saat ini baik perusahaan yang tidak 
diwajibkan dalam melaksanakan CSR juga ikut melaksanakan aktifitas 
pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Seperti pada perusahaan terigu 
terbesar di Indonesia Timur PT.Eastern Pearl Flour Mills (EPFM). EPFM 
melaksanakan praktik CSRnya sebagai salah satu strategi perusahaan untuk 
berkelanjutan. Hal tersebut diungakapkan dalam wawancara penulis dengan 
Manajer Industrial Realation yang mengatakan bahwa 
"Sebenarnya kedepan sudah tidak perlu diundang-undangkan. Kalo 
perusahaannya bagus, pasti akan melakukan CSR. Karena mereka 
butuh!...... 
........Memang CSR kelihatan menambah biaya tapi logikanya cost dengan 
cost akan menghasilkan benefit"  
 
Artinya baik perusahaan yang diwajibkan maupun tidak akan lebih baik 
ketika mereka malukan CSR. Karena berdasarkan penilitian yang dilakukan oleh 
100 
 
Cornett, dkk (2014) menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap 
financial performance. Hal tersebutlah yang menjadi hal yang paling di dambakan 
oleh para pebisnis.  
3. Penerapan Shariah Sustainability (Tahap Move) 
a. Shariah Sustainability Sebagai bagaian Akuntansi Islam 
Berbeda dengan akuntasi kapitalisme yang bercorak antroposentrisme 
(Ruslan, 2013), memposisikan kuasa modal (pemodal) sebagai pusat akuntansi 
dalam menjalankan risalah akumulasi, yang ujungnya mereproduksi dominasi dan 
penindasan. Kapitalisme melanggengkan hirarkisasi kepentingan dalam 
akuntansi, sedangkan akuntansi Islam pembebasan bersandar pada emansipasi, 
sebagai konsekuensi dari konsep „‟Tuhan sebagai pusat akuntansi‟‟. Keseluruhan 
stakeholders dalam posisinya hanyalah pihak yang diberi amanah untuk 
menjalankan risalah penciptaan di bumi secara kooperatif. Tidak ada oposisi biner 
dalam pola superior-inferior, baik antara pemodal, buruh, alam, masyarakat, 
bahkan negara, melainkan bersifat mutual sebagai jaringan interaksi dalam 
mencapai tujuan sistem yakni kesejahteraan bersama. Berbeda dengan akuntansi 
kapitalisme, penguasa modal menempati posisi superior dalam mengendalikan 
realitas selain dirinya, sebagai konsekuensi dari paradigma dualisme dalam 
memandang realitas. Kuasa modal yang mendominasi „‟arena‟‟ atau struktur 
akuntansi, menundukkan buruh, alam, masyarakat bahkan negara. Dalam 
akuntansi Islam pembebasan, realitas stakeholders berserikat dalam pola 
kemanunggalan, tidak ada demarkasi apa lagi pembedaan (dikotomi). 
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Manungggal tidak berarti menolak perbedaan, tapi perbedaan yang dimaksud 
bukan pembedaan. Buruh, pemodal, masyarakat maupun alam manunggal, berada 
dalam pijakan yang sama sebagai ketentuan Tuhan. Berbeda dengan akuntansi 
kapitalisme yang menciptakan model-model pengendalian dalam kuasa modal 
(oposisi biner), mereproduksi pola dominative dan hegemoni produktif, 
memarginalkan bahkan menguasai realitas buruh dan alam. Dalam upaya 
mencapai kinerja yang terletak pada akumulasi materi, maka pada realitasnya 
akuntansi kapitalisme melegitimasi model-model „‟perampasan‟‟ hak yakni buruh 
tereksploitasi atas ketidaksejahteraannya dan alam dikuasai atas kerusakan-
kerusakan ekologis yang ironis.  
Akuntansi Islam pembebasan sebagai sebuah struktur berperan secara 
ideologis dalam membebaskan buruh maupun alam lewat pendistiribusian nilai 
lebih sebagai bentuk akuntansi dalam menjalankan risalah (memisahkan antara 
yang haq dan yang bathil). Nilai lebih yang diakumulasi dalam akuntasi 
kapitalisme, harus didistribusikan dalam akuntansi Islam pembebasan sebagai hak 
Tuhan yang melekat pada masyarakat yang lemah (tertindas). Akumulasi nilai 
lebih dalam akuntansi kapitalisme adalah bentuk berhala dalam akuntansi Islam 
pembebasan. 
b. Corporate Social Responcibility (CSR) Sebagai Tanggungjawab 
Dalam Islam ummat manusia diajarkan untuk memiliki rasa kebersamaan 
dan persaudaraan selalu ingin berbagi dengan sesama dan tidak merugikan bagi 
orang lain. Namun, menurut Dusuki dan Abdullah (2007) Konsep Islam tentang 
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CSR mencakup makna yang lebih luas, merangkul taqwa dimana perusahaan 
(sebagai kelompok individu) mengasumsikan peran dan tanggung jawab mereka 
sebagai hamba dan mengingat Allah SWT dalam segala situasi karna setiap umat 
manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat mengisolasi dirinya sendiri. 
Oleh karna itu, setiap umat dianjurkan untuk selalu memperhatikan sesamanya 
dan alam untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam memcapai tujuan 
terciptanya insan madani, mendidik individu serta memberikan manfaat kepada 
setiap umat. Oleh karena itu, dalam praktik CSR terkandung nilai-nilai Islami 
seperti kedermawanan dan ketulusan hati. Seyogyanya, hal ini memberikan 
pandangan yang jelas bahwa ummat manusia tidak lah hidup sendiri dimuka bumi 
ini melainkan hidup bersama-sama dengan mengharapkan belaskasih dari 
penciptanya.  
1) Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prespektif Islam 
CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggung jawab sosial 
sangat sering disebutkan dalam Al-Qur‟an. Salah satu diantaranya dijelaskan 
dalam Q.S. Al Baqarah ayat 205: 
 ُّاللَّو َلْسَّنلاَو َثْرَحْلا َِكلُْهيَو َاِهِيف َدِسُْفِيل ِضَْرلأا ِيف ىَعَس ىَّلََىت اَِذإَو َداََسفلا ُّبُِحي َلا
۞ 
    
Terjamahan:  
“Dan apabila ia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat  
kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang 




Ayat di atas menggambarkan secara nyata bagaimana Islam sangat 
memperhatikan kelesatarian alam. Segala usaha dalam bentuk bisnis maupun 
non-bisnis harus mampu melestarikan alam sebagai bentuk 
pertangungjawaban sosial. CSR pada dasarnya merupakan konsep berbagi 
atau saling membantu antara manusia dengan harta atau profit oleh suatu 
korporat (Nawawi dan Astarini, 2010). Implementasi CSR sudah di terapkan 
sejak kekhalifaan Rasulullah S.a.w, selama masa hidup Rasululllah S.a.w. 
selalu menyediakan bantuan keuangan kepada fakir miskin dari baitul mal. 
Rasulullah S.a.w. juga menularkan sifatnya tersebut kepada para sahabat-
sahabat beliau, ada yang menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan Rasulullah 
S.a.w. sampai membayarkan utang-utang orang miskin yang tidak mampu 
melunasi utangnya. Dalam prespektif Islam, CSR termasuk dalam etika bisnis 
dimana Islam menganjurkan ketika melakukan bisnis haruslah diikuti dengan 
tanggungjawab sosial kepada orang lain, agar bisnis yang dijalankan tidak 
merugikan orang-orang sekitar (Djagfar,2007). 
Menurut Nawawi dan Astarini dalam etika bisnis Islam sendiri 
memiliki dua pengertian yaitu: pertama etika sebagai moralitas, berisikan 
nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup 
manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua, etika sebagai refleksi krisis dan 
rasional. Dengan etika ini membantu manusia untuk bertindak secara bebas 
namun dapat dipertanggungjawabkan. Rasulullah S.a.w. sebenarnya telah 
memberikan contoh yang nyata mengenai etika bisnis, ketika beliau 
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berdagang, beliau memilik karakteristiknya sendiri selain keuletan dan 
dedikasinya, yaitu: shiddiq, amanah,  fathanah dan tabligh. 
Dari sifat-sifat di atas jika dikaitkan dengan konteks CSR, maka para 
pelaku atau pihak perusahaan dituntut untuk bersikap tidak kontra diksi antara 
ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat 
waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ada yang ditutup-tutupi). 
Pelaku usaha atau perusahaan memiliki amanah dengan menampilkan sikap 
keterbukaan dan kejujuran, serta dengan sikap amanah ini perusahaan 
memiliki tanggungjawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. 
CSR dalam prespektif Islam berasal dari prinsip-prinsip inti dalam Al-
Quran. Ada tiga prinsip utama dalam Al-Quran yang menjadi dasar dalam 
CSR, yaitu: (1) Kekhalifaan manusia dimuka bumi; (2) Akuntabilitas Ilahi dan 
(3) Kewajiban manusia untuk mencegah kejahatan dan memerintahkan 
kebaikan (Farrok, 2007). Prinsip kekhalifaan manusia menjelaskan bahwa 
manusia adalah wakil Allah SWT. dimuka bumi, sehingga segala isi bumi ini 
adalah kepemilikan Allah SWT., manusia hanya dititip sebagai penjaga 
amanah. Prinsip akuntanbilitas ilahi merupakan impliksi dari prinsip 
kekhalifaan manusia dimana manusia sebagai wakil Allah SWT. di bumi, 
sehingga manusia diwajibkan bertanggungjawab atas segala yang 
diamanahkan Allah SWT. kepada manusia. Kemudian untuk prinsip ketiga 
manusia memiliki kewajiban untuk mencegah kejahatan dan memerintahkan 
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kepada kebaikan dikarenakan manusia sebagai wakil Allah SWT. yang harus 
mempertanggungjawabkan seluruh amanah ini. 
Dari penjelasan di atas penulis dapat mengatakan bahwa dalam Islam 
banyak dijelaskan mengenai CSR itu sendiri, dimana manusia sebagai 
khalifatul fil ardh dan abd Allah, sehingga manusia memiliki tanggungjawab 
kepada Allah SWT. sebagai pemilik tertinggi dan manusia juga 
bertanggungjawab kepada sesama makhluk (manusia, hewan dan alam 
sekitar) (Triyuwono, 2009). Begitu pula dengan konsep untuk korporasi 
sendiri, konsep pertangungjawabannya tidak hanya terkhusus pada 
stockholder dan stakeholder saja melainkan, ada aspek yang lebih luas dalam 
stakeholder yang terbagi menjadi direct stakeholder dan indrect stakeholder. 
Menurut Jaribah (2010) sebuah perusahaan seharusnya 
mengembangankan pertanggungjawaban sosialnya dalam tiga domain:
 
 
a) Pelaku-pelaku organisasi meliputi: 
i. Hubungan perusahaan dengan pekerja (QS. An-nisa ayat 149) 
 ًاريِدَق اِّوُفَع َناَك َوّللا َّنَِإف ٍءَوُس نَع ْاوُفْع َت َْوأ ُهوُفُْتُ َْوأ ًار ْ يَخ ْاوُدْب ُت نِإ۞ 
 
Terjemahnya:  
“Jika kamu melahirkan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau 
memanfaatkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka 
sesungguhnya Allah maha Pemaaf lagi maha kuasa”. (QS. An-nisa 
: 149) 
 
ii. Hubungan pekerja dengan perusahaan 
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iii. Hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain; distributor, konsumen 
dan pesaing.  
b) Lingkungan alam (QS. Al-A‟Raf ayat 56) 
 ُعْداَو اَهِحَلاْصِإ َدْع َب ِضْرَلْا ِفِ ْاوُدِسْف ُت َلاَو ينِنِسْحُمْلا َن ِّم ٌبِيرَق ِوّللا َتَْحَْر َّنِإ اًعَمَطَو ًافْوَخ ُهو
۞ 
Terjemahnya:  
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 
berbuat baik”. (QS. Al-A‟Raf : 56) 
 
c) Kesejahteraan sosial masyarakat 
Dalam Al Qur‟an juga tercantum ayat-ayat yang berhubungan 
dengan kewajiban orang atau badan dalam menjalankan bisnisnya yang 
berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Beberapa 
prinsip Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR, antara 
lain: 
i. Menjaga lingkungan dan melestarikannya (Q.S. Al- Maidah ayat 32) 
اَن ْ بَتَك َكِلَذ ِلْجَأ ْنِم  َلَت َق َا َّنََّأَكَف ِضْرَلْا فِ ٍداَسَف َْوأ ٍسْف َن ِْيَِْغب اًسْف َن َلَت َق نَم ُوََّنأ َلِيئَارْسِإ ِنَِب ىَلَع
 َُّث ِتاَن ِّ ي َبلِاب اَُنلُسُر ْمُه ْت ءاَج ْدَقَلَو اًعي َِجَ َساَّنلا اَيْحَأ َا َّنََّأَكَف اَىاَيْحَأ ْنَمَو اًعي َِجَ َساَّنلاًايَِِْك َّنِإ   مُه ْ ن ِّم
 َنوُِفرْسُمَل ِضْرَلْا ِفِ َكِلَذ َدْع َب۞ 
Terjemahnya: 
“Oleh karena itu kami menetapkan (suatu huukum) bagi Bani 
Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, 
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan 
karena kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah 
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membunuh manusia seluruhnya . Dan barang siapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 
telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami 
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang  jelas, 
kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. (Q.S. 
Al- Maidah : 32) 
 
ii. Upaya untuk menghapus kemiskinan (Q.S. Al-Hasyr: 7) 
ا ءَاَفأ اَّم ِنْباَو ِينِكاَسَمْلاَو ىَماَتَيْلاَو َبَْرُقْلا يِذِلَو ِلوُسَّرِللَو ِوَّلَِلف ىَرُقْلا ِلَْىأ ْنِم ِِولوُسَر ىَلَع ُوَّلل  ِليِب َّسلا
 ُه َتنَاف ُوْنَع ْمُكاَه َن اَمَو ُهوُذُخَف ُلوُسَّرلا ُمُكَاتآ اَمَو ْمُكنِم ءاَيِنْغَْلْا َْين َب ًةَلوُد َنوُكَي َلا ْيَك َوَّللا اوُقَّ تاَو او
 ِباَقِعْلا ُديِدَش َوَّللا َّنِإ۞ 
Terjemahnya: 
“Apa saja harta rampasan (fay‟) yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 
untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 
jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara 
kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, 
terimahlah. Apa saja yang Dia larang atas kalian tinggalkanlah. 
Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat 
keras hukumannya”. (Q.S. Al-Hasyr: 7) 
 
Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang 
secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar 
(Q.S. Al-Maidah ayat 103) 
 َّنِك َلَو ٍماَح َلاَو ٍةَليِصَو َلاَو ٍةَِبئآَس َلاَو ٍَةيْ َِبَ نِم ُوّللا َلَعَج اَم َبِذَكْلا ِوّللا ىَلَع َنوُر َتْف َي ْاوُرَفَك َنيِذَّلا
 َنوُلِقْع َي َلا ْمُىُر َِ ْكَأَو۞ 
Terjemahnya: 
“Allah sekali-kali tidak pernah mensyariat‟kan adanya bahiirah. 
Saaibah, washiilah, dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir 
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membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka 
tidak mengerti". (Q.S. Al-Maidah : 103) 
 
iii. Jujur dan amanah (Q.S. Al-Anfal ayat 27) 
 َنوُمَلْع َت ْمُتَنأَو ْمُكِتَاناََمأ ْاُونُوَتَُو َلوُسَّرلاَو َوّللا ْاُونوَُتُ َلا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي۞ 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 
sedang kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Anfal : 27) 
 
2) Paradigma Taawun dan Fastabiqul Khairat 
Allah SWT menyuruh manusia agar saling tolong menolong dan 
berlomba-lomba dalam kebaikan bukan menikmati sendiri kenikmatan dunia 
yang akan lenyap. Orang yang memiliki kekuasaan, kemudian memimpin 
dengan ilmu dan keadilan, menyampaikan amanat dan menetapkan keputusan 
berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadis, dialah pejuang besar seperti orang yang 
berjihat dijalan Allah SWT (Taimiah, 2001). Sebagaimana telah dijelaskan 
dalam ayat Allah SWT  Qs. Al-Muthaffifiin 22-26: 
 ٍميَِعن يِفَل َرَار َْبْلْا َّنِإ.  ِكِئَارَْلْا ىَلَع َنوُُرظَني.   ِميِعَّنلا ََةرْضَن ْمِهِىوُجُو ِفِ ُفِرْع َت.  ٍموُتَّْمَّ ٍقيِحَّر نِم َنْوَقْسُي. 
 َنوُسِفاَن َتُمْلا ِسَفاَن َتَيْل َف َكِلَذ فَِو ٌكْسِم ُوُماَتِخ ۞ 
Terjemahnya: 
“sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam 
kenikmatan yang besar surga). Mereka duduk diatas dipan-dipan 
sembari memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka 
kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka memberi 
minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya). Leknya adalah 
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kasturi,  dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-
lomba”. 
 
Dari ayat ini jelas bahwa Allah SWT menganjurkan kepada setiap 
ummatnya untuk selalu berlomba-lomba didalam kebaikan, menjunjung tinggi 
rasa persaudaraan dan meningkatkan kualitas dalam bermasyarakat. Namun, 
menurut Fatah (2013) hal yang sangat disayangkan bahwa paradigma 
dimasyarakat pada saat ini menunjukkan bahwa kalaupun manusia 
mempunyai sikap peduli pada alam itu semata-mata dilakukan demi menjamin 
kebutuhan hidup manusia bukan karena pertimbangan bahwa alam 
mempunyai nilai pada diri sendiri dan pantas untuk dilindungi. Alam 
merupakan hadiah dari Tuhan untuk semua umat manusia dan semua makhluk 
hidup lainnya hidup di dalam bumi (Yusof, dkk, 2013). Qur‟an memberikan 
indikasi yang jelas dalam hal ini dijelaskan dalam Qs. Az-Zukhruf ayat 13 : 
  َس يِذَّلا َناحْبُس اوُلوُق َتَو ِوْيَلَع ْمُت ْيَو َتْسا اَذِإ ْمُكَِّبر َةَمِْعن اوُرُكْذَت َُّث ِِهروُهُظ ىَلَع اوُو َتْسَِتل اَّنُك اَمَو اَذَى اََنل َر َّخ
 َينِِنرْقُم ُوَل۞ 
Terjemahnya: 
“Agar kamu duduk diatas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat 
tuhanmu apabila kamu telah duduk diatasnya; dan agar kamu 
mengucapkan, “Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan semua ini 
bagi kami, padahal kami sebelummnya tidak mampu 
menguasainya”.(Qs.Az-Zukhruf, 13).  
 
Oleh karna itu, manusia sebaiknya bertanggung jawab terhadap bumi 
dan segala isinya.  
3) Tanggung Jawab Dan Khalifatul Fild Ard 
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Tiga prinsip utama dalam Islam, yang terdiri dari 
khalifah (khalifah), akuntabilitas ilahi, dan kewajiban untuk memerintahkan 
yang baik dan melarang yang jahat panduan pemahaman keterlibatan 
organisasi bisnis untuk peduli terhadap lingkungan alam. Dari perspektif 
bisnis, lingkungan yang bersangkutan dengan dampak organisasi pada hidup 
dan non-hidup sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan 
air. Sebagai penjaga bumi (khalifah), manusia menjalin hubungan dengan 
alam untuk memastikan bahwa Bumi yang dipinjamkan kepada kita akan 
dipertahankan dan bertahan hidup tanpa batas manusia telah dipercayakan 
dengan tugas untuk bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Allah 
SWT sebagai Pemberi dan wakil dari umat manusia dan alam.  
Allah SWT memilih manusia sebagai wakil Allah SWT dibumi, 
memberikan tanggungjawab penuh kepada manusia untuk menjaga bumi dan 
isinya. Dalam kedudukan inilah manusia bertanggungjawab atas seluruh alam 
semesta. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-quran surah Al-baqarah 
Ayat 30 :  
 َيَو اَهيِف ُدِسْف ُي نَم اَهيِف ُلَعَْتََأ ْاوُلَاق ًةَفيِلَخ ِضْرَلْا فِ ٌلِعاَج ِّنِِّإ ِةَكَِئلاَمِْلل َكَُّبر َلَاق ْذِإَو ءاَم ِّدلا ُكِفْس
 َنوُمَلْع َت َلا اَم ُمَلَْعأ ِّنِِّإ َلَاق َكَل ُس ِّدَق ُنَو َكِدْمَِبَ ُحِّبَسُن ُنَْنََو۞ 
Terjemahnya: 
“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 
“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, 
“Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan 
menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memujimu 
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dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, “Sungguh, Aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 
 
Dari ayat Allah SWT diatas jelas diterangkan bahwa Allah SWT 
memberikan kepercayaan penuh kepada manusia untuk menjaga bumi. 
Ditinjau daripada perspektif Islam, sebagaimana terungkap dalam al-Qur‟an, 
peranan, tanggungjawab serta matlamat kehadiran manusia di alam ini adalah 
terfokus kepada pelaksanaan dua tugas utama: Melakukan ibadah kepada 
Allah SWT dan memakmurkan planet bumi yang mereka diami (Stapa, 2009). 
Manusia telah diberikan kepercayaan penuh oleh Allah SWT, oleh karna itu 
sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk selalu menjaga ekosistem alam, 
binatang, dan sesama manusia. Manusia pun merupakan bagian dari alam 
sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Hud ayat 61 dan Qs. Al-A'af ayat 10, 
yakni:  
 َن ِّم مُكَأَشَنأ َوُى ُُهر ْ يَغ ٍو َِلإ ْن ِّم مُكَل اَم َوّللا ْاوُدُبْعا ِمْو َق َاي َلَاق ًاِلِاَص ْمُىاَخَأ َدُوَثَ َلَِإَو ْمَُكرَمْع َتْساَو ِضْرَلْا
 َُّث ُهوُرِفْغ َتْسَاف اَهيِف ٌبي ُِّمُّ ٌبِيرَق ِّبَِّر َّنِإ ِوَْيِلإ ْاُوبُوت۞ (hud.61) 
 َنوُرُكْشَت اَّم ًلايَِلق َشِياَعَم اَهيِف ْمُكَل اَنْلَعَجَو ِضْرَلْا ِفِ ْمُكاَّن َّكَم ْدَقَلَو۞ (Al-A'af.10) 
 
Terjemahnya: 
 "Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh 
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 
Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 
menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 
kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat 
dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do`a hamba-Nya)." 
(Q.S.Hud:61)“Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi 
dan disana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (tetapi) 




Dari ayat diatas dapat dipetik makna bahwa manusia diciptakan dari 
bumi yakni tanah dan memberikan sumber penghidupan dari alam semesta 
mulai dari air, tanah, api, dan udara. Kemudian Allah SWT menjelaskan 
bahwa manusia harus memakmurkan bumi sebagai tempat berpijaknya. 
c. Pembiayaan Corporate Social Responcibility (CSR) 
Alokasi dana CSR telah diatur dalam undang-undang  
BUMN yang menetapkan 1% sampai  2% dari laba harus di alokasikan sebagai 
dana kemasyarakatan atau dana CSR. Namun, bagi perusahaan yang tidak 
diwajibkan melaksanakan CSR tetapi melaksanakan aktifitas CSR, 
pembiayaannya berdasarkan alokasi yang disetujui oleh pihak-pihak menejemen 
berdasarkan keputusan rapat menejemen. Hal tersebut diakui oleh bapak Mummar 
Muhayang  
"Namanya itu system budgeting, jadi kami melakukan rapat menejemen 
untuk membahas budget untuk tahun berikutnya. Jadi kami memperoleh 
dana CSR berdasarkan persetujuan menejemen. Tetapi dalam proses 
budgeting kami juga telah memperhitungkan budget yang diperlukan 
untuk kegiatan-kegitan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya" 
 
Segala pembiayaan yang telah dialokasikan untuk dana CSR adalah dana 
yang digunakan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lingkungan. 
Dana tersebut tidak boleh di gabungkan dengan pembiayaan untuk tujuan promosi 
atau strategi pemasaran.  
d. Created Shared Value (CSV) Sebagai Strategi Etis 
CSV adalah sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan 
pentinggnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan 
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strategi perusahaan. CSV menekankan adanya peluang untuk membangun 
keunggulan kompetitif dengan cara memasukkan masalah sosial sebagai bahan 
pertimbangan utama dalam merancang strategi perusahaan. Ketika CSV sebagai 
strategi maka CSV adalah strategi etis yang sangat baik untuk diterapkan. Namun, 
ketika CSV dimasukkan kedalam tubuh CSR maka bukan lagi sebagai strategi etis 
melainkan strategi kapitalisme etis. Sebagai contoh kongkrit pada salah satu 
perusahaan makanan dan minuman sebut saja PT.Nestle Indonesia. Dalam praktik 
CSV PT. Nestle dapat dilihah dibawah ini. 
Table 2.  Manfaat CSV pada setiap rantai bisnis perusahaan 
(Ramadhani, 2013) 
 Pertanian dan pembangunan 
pedesaan 
Lingkungan, manufactur dan 























































Manfaat CSV diatas jika diperhatikan terjadi karena adanya praktik-
praktik seperti berikut: 
1. Program yang dibentuk oleh PT. Nestle Indonesia dengan koperasi susu 
yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya. Bentuk kegiatannya adalah 
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dengan menyediakan pinjaman bunga rendah untuk pengadaan alat 
cooling unit atau pendingin susu, karena pada awalnya koperasi-koperasi 
yang ada masih sangat tradisional, tidak memiliki alat pendingin tersebut, 
hal ini sangat penting agar susu yang disetorkan ke pabrik masih steril 
dengan adanya alat pendingin tersebut. Kemudian PT. Nestle juga 
memberikan pinjaman dengan bunga ringan untuk memperbaiki pusat 
pengumpulan susu dan alat transportasi berupa truk tangki pendingin 
untuk mendistribusikan susu ke perusahaan. Dengan adanya program ini 
tentu saja koperasi menjadi lebih maju karena tingkat efisiensi 
pengelolaan susu segar setiap harinya semakin efektif dan tidak ada susu 
segar yang terbuang karena basi, dan pengiriman susu segar ke 
perusahaan juga semakin baik, pendapatan koperasi juga meningkat. 
2. Memfasilitasi para peternak sapi untuk bisa mendapatkan akses pinjaman 
agar dapat menambah jumlah sapinya. Program ini PT. Nestle Indonesia 
bekerja sama melalui koperasi, jadi apabila peternak ingin mendapatkan 
pinjaman untuk menambah jumlah sapi perahnya bisa melalui koperasi 
langsung. Hal ini dimaksudkan agar dengan bertambahnya jumlah sapi, 
diharapkan dapat meningkatkan pasokan susu dan terutama pendapatan 
dari peternak susu itu sendiri. 
3. Selain pinjaman untuk menambah sapi PT. Nestle juga memberikan 
pinjaman untuk memiliki unit biogas melalui koperasi. Dengan adanya 
biogas ini para peternak sapi tidak perlu untuk mengeluarkan dana lagi 
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untuk membeli minyak tanah maupun gas elpiji untuk keperluan 
memasak sehari-hari, karena dengan adanya unit biogas ini peternak sapi 
hanya perlu mengolah kotoran sapi untuk kemudian diubah menjadi gas 
dengan unit biogas tersebut, sehingga menghemat pengeluaran para 
peternak sapi. 
Dari semua praktik CSV tersebut, penulis menginterpretasikan sebagai 
berikut: 
1. Pada program Colling unit, perusahaan dapat meminimalisir biaya 
kerusakan bahan baku. Hal tersebut merupakan ide cemerlang dalam 
strategi bisnis. Strategi untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan 
kualitas untuk peningkatan profit dapat diterapkan di berbagai 
perusahaan manufakturing dengan cara menghimpun masyarakat untuk 
memiliki Colling unit dengan cicilan rendah bunga atau dialkukannya 
kontrak pasokan bahan baku. Ada unsur ketergantungan dan unsur 
keterikatan antara masyarakat dan perusahaan. 
2. Ketika dikatakan CSV sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial maka 
pada praktik CSV, yang mendapatkan pertanggungjawaban sosial dan 
lingkungan hanyalah para pemasok bahan baku, artinya program CSV 
hanya akan berlaku pada masyarakat yang bersedia bekerjasama dengan 
perusahaan untuk menciptakan nilai/value. Sehingga perusahaan hanya 




Melakukan tanggungjawab sembari melakukan strategi adalah untuk 
tujuan profit. Kapilatisme telah merambat pada system pertanggungjawaban, 
dengan memasukkan unsur-unsur sosial menyebabkan pandangan tentang 
kapitalisme akan berubah, karna kapitalisme klasik yang dipandang sebagai 
praktik tidak etis, sekarang disulap menjadi kapitalisme etis agar dapat diterima di 
masyarakat. Sebagaimana salah satu program CSR EPFM yaitu program 
kulinerpreneur sebagai program yang memberikan pelatihan membuat kue dan 
roti yang berkualitas,  baik, dan benar namun tujuan pelaksanaannya  adalah 
untuk pemasaran produk, dalam pelatihan yang diberikan yang menjadi topik 
intinya adalah takaran menggunakan terigu untuk kue dan roti. Sehingga para 
peserta hanya akan tergantung pada produk-produk EPFM. Oleh karena itu, 
program tersebut  juga telah terdeteksi mengandung unsur-unsur kapitalistik, 
pelaksanaan program ini tidak lagi dilandasi tujuan membantu sesama saja namun 
mulai mengarah pada pemaksimalan profit. Namun, dalam Teori Sharia 
Sustainability CSV dipandang etis ketika CSV diberlakukan sebagai strategi dan 
bukan sebagai CSR atau sebagai pengganti CSR.  
e. Pembiayaan Created Shared Value (CSV) 
Pengalokasian dana untuk program-program CSV adalah masuk dalam 
biaya operasional, baik pada bagian produksi maupun bagian pemasaran. 
Pendanaan untuk CSV harus dipisahkan dari alokasi dana CSR karena 
pembiayaan untuk strategi berkaitan langsung dengan bagian pemasaran dan 
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bagian produksi yang tujuannya adalah untuk profit. Sementara, pendanaan untuk 
CSR adalah pembiayaan yang telah dialokasikan untuk pertanggungjawaban.  
4. Keseimbangan Shariah Sustainability (Tahap Refreeze) 
Isada (2014) mengatakan  bahwa keberlanjutan (sustainability) yang relevan 
ketika mengurangi dampak lingkungan pada tahap penggunaan, sehingga tingkat 
kepuasan konsumen atau masyarakat bisa meningkat. Selain itu, adalah mungkin 
untuk  memperhitungkan pengaruh substansi yang dipancarkan pada atmosfer, air, 
dan tanah. Konsep pembangunan berkelanjutan umumnya  dipahami di tingkat 
global, yang merupakan yang paling sulit untuk  berlaku di tingkat organisasi. Sejauh  
sebagai keberlanjutan perusahaan yang bersangkutan, yang pose interpretasi  
masalah, karena fakta bahwa literatur akademik selama  dekade terakhir memiliki  
menafsirkan konsep berkelanjutan sebagai kontinuitas.  Akibatnya, kita harus 
menafsirkan ulang prinsip akuntansi  keberlanjutan perusahaan, karena sekarang 
realisasi  ideal keberlanjutan adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup  untuk 
kelangsungan hidup perusahaan. oleh karena itu, terbitlah berbagai pedoman 
keberlanjutan perusahaan.  
GRI G4 merupakan generasi terbaru pedoman sustainability report. GRI akan 
mulai di terapkan pada tahun 2015. Oleh karena itu, melalui hasil analisis maka 
ditemukan bahwa Shariah Sustainability sesuai dengan pedoman GRI G4. Suply 
Chain yang merupakan komponen penting yang baru saja ditambahkan dalam 
pedoman GRI G4 memuat mengenai Assessment for supplier labor practices, 
Environmental impacts, Social impacts, Scope 3 emissions, Percent screened,dan 
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Negative impacts and actions taken. Artinya kesesuaian suatu sustainability ketika 
memenuhi komponen-komponen dalam pedoman keberlanjutan.  Supply chain juga 
merupakan salah satu tujuan dalam praktik CSV. Sehingga dengan munculnya CSV 
maka pedoman pelaporan annual report direvisi dari pedoman sebelumnya yakni 
GRI G3. Dengan adanya GRI G4 yang akan mulai diterapkan pada tahun 2015, maka 
CSV akan sangat berkembang karna kesamaan konsep supply chain tersebut. Oleh 
karena itu, Shariah sustainability juga memasukkan CSV sebagai salah satu 
konsepnya agar seimbang dengan perkembangan pedoman. Namun, konteksnya 
sebagai suatu strategi etis perusahaan. Sehingga akan muncul keseimbangan baru dari 






Penelitian ini bertujuan memberikan sebuah paradigma atau gambaran dan 
penjelasan tentang shariah sustainability dalam mencapai keberlanjutan yang islami. 
Sehingga kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 
1. Proses menuju shariah sustainability dijelaskan kedalam tiga tahap. Tahap 
unfreeze yang ditandai dengan penjelasan pentingnya sharia sustainability. Pada 
tahap ini penulis melakukan kritik terhadap konsep CSR dan CSV. Kritik yang 
digunakan adalah kritik mazhab franfurt yang terkenal mengkritik mengenai 
kapilatisme. Unsur-unsur kapitalisme telah ditemukan dalam praktik CSR dan 
praktik CSV saat ini. Dimana ada nilai/value yang ingin dibangun oleh pihak 
menajemen. Tahap move yang ditandai dengan penjelasan penerapan shariah 
sustainability. Pada tahap tersebut dijelaskan bahwa pentingnya menyadari 
bahwa tanggungjawab merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh setiap 
individu, terutama ketika kita meyakini bahwa kita adalah khalifah di muka 
bumi. Pada tahap ini pula dijelaskan bahwa pentingnya menyadari praktik CSV 
adalah murni strategi untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan laba. 
Dikatakan syar'i ketika CSR ditempatkan sebagai tanggungjawaba dan CSV 
ditempatkan sebagai strategi. Ketika CSV ditempatkan sebagai tanggungjawab 
maka yang terjadi adalah kapitalisme etis namun ketika ditempatkan sebagai 
strategi maka yang terjadi adalah strategi etis. Dalam system pengalokasiaan 
dananyapun harus terpisah. CSR diperoleh dari 1-2% dari laba bersih setelah 




operasional. Tahap terakhir adalaah tahap refreeze artinya tahap keseimbangan 
baru yang ditandai dengan keseimbangan shariah sustainability. Pada tahap ini 
dijelaskan bahwa sharia sustainability adalah keberlanjutan yang islami sebagai 
langkah dalam pembuatan sustainability report yang mengandung prinsip-prinsip 
islam.  
2. Dari hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, secara umum PT. 
Eastern Pearl Flour Mills dalam praktik CSR nya telah mengarah pada 
penciptaan nilai yakni CSV. Penulis menilai bahwa keberlanjutan yang syar'i 
(shariah sustainability)  adalah ketika dalam praktik pertanggungjawabannya 
adalah murni didorong oleh keinginan untuk berbagi dan bertanggungjawab 
tanpa mengharap imbal balik dari objek yang diberi. Sehingga akan terwujud 
pula sustainability report yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang. Penelitian ini adalah 
penelitian dengan paradgima ktiris kualitatif, maka terdapat beberapa keterbatasan 
didalamnya. Pertama, hasil penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan saja 
dan terbatasnya waktu penelitan. Kedua, pihak perusahaan hanya memberikan dua 
informan saja untuk mendapatkan gambaran praktik CSR perusahaan. Ketiga, 
meskipun penelitian ini menggunakan triangulasi dalam pengumpulan dan 
interpretasi data, penelitian ini dalam intepretasi data dan fakta yang diasajikan dapat 
mengalami bias karena sifat subjektifitas peneliti. Meskipun  demikian,  hal-hal  
diatas  seharusnya  bukan  menjadi suatu masalah karena apapun pendekatan atau 
paradigma penelitian  yang digunakan, tidak ada yang bebas dari bias subjektifitas. 
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1. Assalamualaikum…  
Waalaikum salam.. 
2. Terimakasih atas waktu yang bapak telah sediakan untuk saya! Saya akan 
melakukan wawancara kurang lebih berdurasi selama satu jam dan akan 
menggunakan alat perekam, karena saya tidak ingin kehilangan momen dari 
setiap perbincangan ini.  
Oke silahkan! 
3. Terkait penelitian saya tentang CSR, saya membutuhkan pendapat dan 
pengalaman bapak tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban perusahaan. 
Kalau begitu kita mulai saja ya pak wawancaranya, saya sangat berharap bantuan 
bapak dalam penelitian saya ini. 
4. Jabatanta kita pak sebagai menejer humas ki pak? 
Saya General Affair, Industrial Relation. 
5. Pertanyaan umumnya mi dulu pak, bagaimana pendapat bapak tentang CSR? 
definisi CSR menurut bapak? 
Oh CSR, kalo menurut saya, yang saya ketahui sebenarnya CSR itukan dari 
dulunya  Community development namanya, dia dirubah jadi CSR karna 
hubungan dengan undang-ungang, sebenarnya CSR itu kelanjutan dari 
Community Development bagian dari pada keberlangsungan hidup dari pada 
sebuah perusahaaan dimana dia berada terhadap lingkungannya, jadi dalam artian 
setiap perusahaan dimanapun dia berada harus bermanfaat bagi lingkungan yang 
biasa kita singkat kepada selain mengejar profit kita juga peduli terhadap 
lingkungan dan peduli terhadap masyarakat, karna perusahaan mementingkan 
people, profit, planned. Dalam artian perusahaan didirikan kan untuk sebanyak-
banyaknya bermanfaat bagi manusia dan bagi lingkungan, baik internalnya 
maupun eksternalnya dimanapun dia berada. Jadi keuntungan itulah didihkan 
untuk menjalankan itu tadi, bisa harmoni dengan lingkungan dan harmoni dengan 
masyarakat ataupun dengan pekerja baik didalam maupun masyarakat yang ada 
diluar. 
6. Jadi sejarahnya itu pak dari community development? 
Ia dari community development awalnya. 
7. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pembangunan citra positif perusahaan 
dengan kegiatan CSR ini? 
Kalo csr itu sangat baik sekali karna memberikan image kepada perusahaan 
bahwa perusahaan yang ada kegiatan CSRnya itu berarti perusahaan yang ingin 
continue, yang mempunyai system menejemen yang baik seperti itu, karna dia 
mau berkelanjutan. Dia berada dan bermanfaat. Jika kita ada di suatu temopat 
kemudian bermanfaat, berarti itu kan perusahaan yang mau berjalan sesuai 
dengan aturan dan perusahaan yang mau tumbuh dan berkembang bersama 
dengan lingkungan sekitarnya dan masyarakatnya. Itu perusahaan yang baik toh, 
pastimenjalankan prinsip itu. 
8. Baik pak, saya mau tekankan lagi mengenai pembiayaannya, sistematikanya itu 
memang diadakan rapat dulu pak?  
Kami namanyanya itu system budgeting, jadi misalnya budgeting itu bulan 
September untuk tahun depan, kita sudah sampaikan, bahwa kami ada beberapa 
kegiatan mau diadakan, ini ini dan ini, kebutuhan dananya sekitar sekian, jadi 
tinggal dari menejemen mau setujui berapa. Jadi untuk tahun 2016 budget kamu 
kiki, 200 juta..! ya sudah itumi yang kita pake, begitu.. kan kalau ada kegitan 
yang rutin, itu langsung saja,  yang baru itu yan gkita masukkan. Jadi ada 
perencanaan program dlu apa yang mau dilakukan. 
9. Itu kan pak kemarin saya juga sudah wawancara dengan pak irfan, trus bicara 
tentang itu juga, trus katanya ada pembiayaan yang kaya pelatihan itu kan 
pembiayaan  dilaksanakan sama pihak pemasaran. Jadi itu masuk di dana 
operasional pemasaran atau dana dari kita pak? 
Kalo untuk csr seperti itu, kalo untuk promosi seperti itu budgetnya marketing, 
tapi kalo mengadakan pelatihan-pelatihan begitu dari csr. 
10. Ooh jadi tetap dicacat sebagai csr pak di'? bukan sebagai biaya strategi atau 
operasional? 
Kalo marketing pake mobilnya dan peralatannya yaa masuk biaya marketing, 
kalo menyangkut mengenai bahan dan pelatih itu dari kita. 
11. Jadi kerjasama begitu pak? 
Iya kerja sama. Supaya ada juga kegiatan marketing yang bersifat csr. 
12. bagaimana pandangan bapak tentang sosial responcibility? 
Perusahaan harus memberikan sosial responcibilitynya sebagai sebuah 
kebutuhan. Jadi kesimpulanmu nanti  bahwa perusahaan butuh dengan yang 
namanaya csr.  Karna tidak bisa terhindar dari aspek sosialnya toh. Nah begitu! 
Tapi supaya perusahaan punya strategi yang bagus tidak sekedar menghambur-
hamburkan uang memberikan donasi kiri kanan, tapi tidak mempunyai value, nah 
itu digunakan utnuk strategi untuk salah satu tujuannya. 
13. Mengingat juga perusahaannya tidak diwajibkan oleh undang-undang, mengapa 
tetap melaksankan CSR?  
Kalau sebenarnya sih, kalo perusahaan bumn atau tambang sudah betul wajib. 
Karna bumn kan tujuannya untuk membantu pemerintah. Cuma kansebenarnya 
kedepan sudah tidak perlu diundang-undangkan, kalo perusahaannya bagus pasti 
akan melakukan, karna butuh! Yang wajib kan pajak, kalo diluar itu kan 
perusahaan butuh. Kalo memang kelihatan menambah biaya tapi cost dengan 
cost akan menghasilkan benefit ndada masalah. Kita keluar  1000 tapi dapat 
2000? Ndada masalah toh? Dari pada kita tidak keluar apa-apa, tidak dapat apa-
apa juga. Yang tidak boleh diperusahaankan sampah. Kalo itu mmg tidak boleh 
ada. Karna kebutuhan, misalnya kita pabrik disini, trus ada masyarakat disekitar 
kita jadi kita menjadi menara gading kan? Mau tidak mau pasti akan 
menganggarkan dari keuntungan kita atau dari biaya personal kita ada budget 
untuk bagaimana mengembangkan masyarakat, community developmentnya toh, 
atau csr nya lah. Jadi satu paketmi, pertanggungjawaban strategi juga untuk 
berkelanjutan. Kecuali kita Cuma mau jangka pendek kan beda! Begitu. Tidak 
ada pabrik yang ber infestasi hanya 5 tahun, paling 20 taun sampai 25 tahun. 20 
tahun bagaimana kita bisa survive kalo tiba-tiba ada gangguan atau segala 
macam, kita tidak bisa kerja dengan tenang kalo disana, how to show the 
problem? Ada yang lebih simple, jalankan, jadikan kegiatan sosial, perhatikan 
apa kebutuhan masyarakat disekitar. 
14. Jadi pak untuk tau kebutuhan masyarakat, kita adakan survey? 
Kita selalu berinteraksi dengan mereka, kalo bisa kita akomodir, kita masuk 
disitu, tapi sesuai dengan kemampuan kita juga. Kalo budgetnya Cuma 500jt. 
Kitakan 3 ring, ring 1 disekitar pabrik, ring 2 provinsi, ring 3 diluar provinsi.  
15. Terkait robot unhas, beraarti sudah mulai masuk ke universitas juga pak di'? 
Ooh ia,  itukan lomba robot cerdas, kita kan terigu bergizi kaya nutrisi toh, jadi 
kalo orang yang makan terigu kan… 
16. Ia betul,jadi selalu ada value? 
Nah!  
17. Baik pak, terimakasih pak atas waktunya, sekali lagi maaf ya pak sudah 




Nama  : Ir. Irfan 
Jabatan : Manajer Produksi 
Tempat : PT. Eastern Pearl Flour Mills 
Hari/Tanggal : Selasa , 28 April 2015 
Waktu  : 13.30 
1. Assalamualaikum…  
Waalaikum salam.. 
2. Terimakasih atas waktu yang bapak telah sediakan untuk saya! Saya akan 
melakukan wawancara kurang lebih berdurasi selama satu jam dan akan 
menggunakan alat perekam, karena saya tidak ingin kehilangan momen dari 
setiap perbincangan ini.  
Oke silahkan! 
3. Terkait penelitian saya tentang CSR, saya membutuhkan pendapat dan 
pengalaman bapak tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban perusahaan. 
Kalau begitu kita mulai saja ya pak wawancaranya, saya sangat berharap bantuan 
bapak dalam penelitian saya ini. 
4. Melihat motto di website resmi EPFM bahwa " memproduksi terigu yang 
berkualitas dengan biaya yang paling rendah" bagaimana pendapat bapak tentang 
potongan pernyataan ini? 
Disitulah boleh kita katakana fungsi seorang miller. Miller itu bkan hanya 
sebagai kepala produksi, tetapi dia juga harus mempunyai insting tertentu 
sehingga bisa berkolaborasi dengan keinginan menejemen. Menejemen ingin kita 
memproduksi terigu yang kualitas tinggi dengan harga yang murah. sebenarnya 
bukan disitu tolak ukurnya harga yang murah tetapi dari bagaimana miller 
mampu  mengejudgemen. Mengejudgemen itu mesin sehingga menghasilkan 
produk berkualitas tinggi dengan ekstraksi yang tinggi. Ekstraksi adalah seberapa 
besar terigu yang bisa kita keruk, yang bisa kita ambil dari biji gandum. Semakin 
tinggi kita ambil biji gandum maka lebih tinggilah presentasinya. Semakin tinggi 
presentasenya mengakibatkan semakin tinggilah keuntungan perusahaan. 
sehingga dikatakan bahwa dengan biaya yang rendah, kita bermain di tinggi 
ekstraksi, begitu! Jadi kalo kita bikin terigu misalnya 77 ekstraksi hitungan setiap 
menitnyanya kita sudah dapat untung Rp.100 misalnya, kita buatkan 80, 
ekstraksi kan untungnya lebih banyak gitu, sehingga di skopnya itu jadi rendah 
gitu, sehingga harganya lebih murah gitu, jadi bukan berkualitas tinggi dengan 
gandum yang murah? Enggak! Jadi ada tekhnik tertentu yang kita 
membahasakan, yang kita tidak perlu menjelaskan di motto itu dari segi tekhnik 
kita melakukan eksen di pabrik dengan mengejudge mill karna gandum itu akan 
digiling ada waktu-waktu tertentu dan hitungan tertentu yang dibutuhkan 
sehingga gandum itu mudah kita keruk terigunya dari kulitnya. Beda dengan 
beras, kalau beras ditumbuk lepas dengan kulitnya. Kalau gandung nggak, dia 
nempel sama kulitnya, sehingga ada judgemen mesin yang kita lakukan ada 
teknik tertentu yang kita punyai sehingga kita bisa memaksimalakan 
mengeluarkan endeskom dari gandum gitu.. 
5. Oh begitu pak? Kalau mengenai gandumnya sendiri diperoleh dari mana pak? 
100% impor 
6. Itu impoortnya dari mana pak? 
Kebanyakan Australia, Amerika dan Canada. 
7. Itu pak impornya, kita langsung ke petani gandumnya atau melewati distributor 
disana? 
Kebetulan, ini sepengetahuan saya, semoga tidak salah, kebetulan pemilik 
perusahaan ini adalah kalo bahasa indonesianya adalah  perhimpunan petani yang 
menghimpun petani yang mempunyai lahan dan terbesar di Australia yang 
memiliki saham di perushaan kita, sehingga mereka memanen, sebagian mereka 
jual keluar sebagian mereka supply ke kita, suplynya juga kita beli berdasarkan 
harga kan. 
8. Berarti langsung ya pak? 
Iya langsung, kecuali Amerika dengan Canada pasti ada agennya dek, kalo 
import begitu.. 
9. Ooh saya piker langsung ke petani pak? 
Oh nggak-engaak 
10. Baik pak, terimakasih pak atas waktunya, sekali lagi maaf ya pak sudah 
mengganggu bapak? Saya permisi dulu ya pak? Assalamualaikum… 
 
Dokumentasi Program CSR Tahun 2007-2014 
i. Program CSR tahun 2007 
 Halal bihalal adalah program wajib yang dilakukan EPFM setiap tahunnya. 
Dilaksanakan pada setiap bulan ramadhan. 
 
 Idul qurban adalah program wajib yang dilakukan EPFM setiap taunnya. 




  Pembangunan masjid di Kelurahan Ujung Tanah 
 
 Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.a.w merupakan program wajib yang 
dilakukan EPFM. 
 
 Pelatihan mengurus jenazah bagi karyawan EPFM 
 
 Training  HIV/AIDS yang disosialisakan kepada karyawan EPFM 
 
ii. Program CSR Tahun 2008 
 Bantuan untuk tim robot Unhas 
 
 Spirit of Ramadhan adalah program yang dilaksanakan selama bulan ramadhan, 
mulai dari buka bersama anak yatim dan sahur bersama serta pelaksanaan halal 
bihalal. 
  Merayakan idul qurban  
 
 Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.a.w 
 
 Ikut serta dalam kegiatan pemerintah go green 
 
iii. Program CSR Tahun 2009 
 Program goes to ramadhan yang diselenggarang pada bulan ramadhan, yang 
dirangkai dengan acara-acara buka bersama dan sahur bersama anak yatim. 
 
 Melaksankan Idul qurban 
 
 Memperingati maulid Nabi Muhammad S.a.w 
 
 Program pelatihan wirausaha-wirausaha kecil berbasis terigu. Pelaksanaannya di 
berbagai daerah. Mulai pada ring 1 (lingkar perusahaan) hingga pada ring 2 (lingkar 
provinsi). 
 
 Ikut dalam pelaksanaan Sulsel go green pada lokasi ring 1 dan ring 2. 
 
iv. Program CSR Tahun 2010 
 Program goes to ramadhan sebagai program tahunanan EPFM. Mulai dari buka 
puasa dan sahur bersama hingga Halal bihalal. 
 
 CSR Robot Unhas 
 
 Pembuatan taman umum sebagai tempat berkumpul dan berolahraga bagi masyarakat 
yang terletak di bahu jalan raya. 
 
 Fogging adalah program untuk masyarakat lingkar perushaan. Pelaksanaannya 
dengan dilakukannya pembersihan dan pengasapan di perumahan dan lingkungan 
masyarakat. 
 
 Pelaksaan idul qurban 
 
v. Program CSR Tahun 2011 
 Buka puasa bersama anak yatim dalam program goes to remadhan 
 
 CSR pelatihan ibu-ibu PKK di Kelurahan Ujung Tanah 
 
 Pelaksanaan sunatan masal 
 
 CSR Kulinerpreneur adalah pelatihan gratis diberikan kepada para interpreneur-
interpereneur baru guna meningkatkan kualitas SDM masyarakat 
  CSR Marketing adalah program bagi-bagi roti dan kue-kue yang biasanya 
diselenggaran di Pantai Losari. Program ini juga sebagai salah satu strategi 
pemasaran untuk mempromosikan produk EPFM. 
 
 Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.a.w  
 
vi. Program CSR tahun 2012 
 Bekerjasama dalam program Aksi Sosial Forum Pelabuhan Sehat 
  Lomba Noodle adalah program yang diselenggarakan untuk mencari bibit-bibit 
interpreneur 
 
 Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.a.w 
 
vii. Program CSR Tahun 2013 
 Memberikan bantuan kepada korban kebakaran 
 
 Pelaksaan program Indahnya Ramadhan. Buka dan sahur bersama hingga 
pelaksanaan halal bihalal 
 
 Melaksankan Cerdas-cermat K3 bagi anak-anak SMA 
  Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.a.w 
 
 Melaksanakan seminar kesehatan bagi karyawan EPFM 
 
viii. Program CSR 2014 
 Program Bakti Ramadhan adalah program yang dilaksankan setiap tahunnya sebagai 
bentuk pertanggungjawabannya. 
 
 Melaksanakan Maulid Nabi Muhammad S.a.w 
 




Responden Pertama  
Nama  : Ir. Muammar Muhayang 
Jabatan : Industrial Relation Manajer dan General Affair Manajer 
Perusahaan : PT. Eastern Pearl Flour Mills 
Lama Bekerja : 15 Tahun 
 
Responden Kedua 
Nama  : Ir. Irfan 
Jabatan : Production MAnajer 
Perusahaan : PT. Eastern Pearl Flour Mills 
Lama Bekerja : 15 Tahun 
 
Adapun struktur organisasi PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar adalah sebagai berikut: 
1. Personnel  
Merencanakan, memeriksa dan mengawasi secara langsung kegiatan administrasi 
personalia dan dalam hal pendataan dan pencatatan administrasi personalia, 
melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan recruitment & training. 
2. Production Development Quality Control Manager  
Merencanakan, mengkoordinasikan dan memastikan seluruh fungsi dan tanggung jawab 
PDQC berjalan secara efektif yang mencakup dari gandum yang masuk sampai produk 
tepung siap dikirim. Memastikan semua produk tepung yang keluar dari pabrik 
memenuhi kriteria kualitas sesuai dengan peruntukannya. Menentukan gandum yang 
akan digiling yang tepat sesuai ketersediaan gandum yang ada. 
3. Production Manager  
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan serta mengendalikan semua 
kegiatan dalam Departemen Produksi, seperti proses cleaning dan milling. Membuat 
prosedur untuk program pelaksanaan pekerjaan di departemen Produksi. Memastikan 
kelancaran dan efisiensi semua jenis pekerjaan di Departemen Produksi. 
4. Shipping Manager  
Mengkoordinasikan dan mengontrol harian kegiatan shipping, loading dan unloading 
untuk incoming raw material dan pengisian di silo.  
5. Quality Assurance  
Tugas utama Quality Assurance Manager adalah mengkoordinasikan pengembang 
aktifitas jaminan mutu di PT. Eastern Pearl Flour Mills.  
6. Packing-Warehouse Manager  
Merencanakan produksi harian, pengambilan material dan mengontrol jalannya produksi 
dan kebersihan pada areal flour packing serta menganalisa hasil produksi. Memastikan 
pencapaian hasil produksi sesuai dengan target yang telah direncanakan setiap bulan 
dan memastikan bahwa dalam pengoperasian mesin-mesin pendukung selalu dalam 
keadaan normal dan sesuai dengan batas toleransi yang diizinkan untuk pencapaian 
hasil produksi yang maksimal. 
7. Logistic Assistant Manager  
Menetapkan, merencanakan, memeriksa dan mengawasi semua kegiatan personel 
logistic department yang mencakup proses pendistribusian produk dari pabrik hingga ke 
gudang customer. 
8. General Affairs Manager  
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan serta mengendalikan secara 
langsung keseluruhan fungsi-fungsi di departemen General Affairs, Cleaning and 
Hygiene untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Berupaya untuk selalu 
meningkatkan dan mengembangkan mutu karyawan dan kesejahteraan karyawan 
sesuai dengan kebijakan perusahaan. Termasuk dengan instansi Pemerintah yang 
berkaitan dengan general Affairs.  
9. General Accounting Manager  
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan serta mengendalikan semua 
pekerjaan departemen accounting, dimana di dalamnya tercakup pengumpulan dan 
penyusunan data serta pelaporan semua kegiatan akuntansi dan keuangan. 
Mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan pembayaran dan pembelian yang telah 
dinominasikan dalam budget perusahaan.  
10. Cost Account Manager  
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi serta mengendalikan 
semua kegiatan untuk Costing Section.  
11. Information System Manager  
Information System, menentukan, mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan dalam 
departemen kapasitas sistem yang sesuaidengan kebutuhan sekarang dan kedepan 
(future proof), mengevaluasi perkembangan teknologi dan mengusulkan upgrading 
untuk menjaga operasional yang efisien, menyediakan kebutuhan informasi perusahaan, 
menganalisa apakah penerapan teknologi telah memenuhi nilai bisnis yang sebenarnya 
dari perusahaan.  
12. Treasury and Payroll Asst. Manager  
Merencanakan, memeriksa dan mengawasi tugas-tugas yang diberikan oleh 
perusahaan, khususnya di bidang keuangan dan perpajakan. Bertanggung jawab atas 
laporan-laporan yang dihasilkan dan menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk 

















































































































GRI G4 Guidelines and ISO 26000:2010 
How to use the GRI G4 Guidelines and 
ISO 26000 in conjunction 
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About the Global Reporting InitiativeThe Global Reporting Initiative (GRI) pro-motes the use of sustainability reporting as a way for organizations to become more sustainable and contribute to sustainable development. GRI’s mission is to make sus-tainability reporting standard practice. To enable all companies and organizations to report their economic, environmental, social and governance performance, GRI produces free Sustainability Reporting Guidelines. GRI 
is an international not-for-profit, network-based organization. Its activity involves thou-sands of professionals and organizations from many sectors, constituencies and regions.Website www.globalreporting.org
GRI Sustainability Reporting 
Guidelines — G4The GRI Sustainability Reporting Guidelines – the most widely used sustainability report-ing framework in the world - enable all com-panies and organizations to report on their economic, environmental, social and govern-ance performance. The fourth generation of the GRI Guidelines, G4, was launched in May 2013 and has been revised and enhanced to 
reflect important current and future trends in sustainability reporting.Sustainability reporting helps organizations to set goals, measure performance, and manage change in order to make their operations more sustainable. The GRI Guidelines offer Reporting Principles, Standard Disclosures and an Implementation Manual for the preparation of sustainability reports by organizations, regardless of their size, sector or location. The GRI Guidelines also provide an international reference for all those interested in the disclosure of governance approach and of the environmental, social and economic performance and impacts of organizations. The GRI Guidelines are useful in the preparation of any type of document which requires such disclosure.
The GRI Guidelines are developed through a global multi-stakeholder process involving representatives from business, labor, civil 
society, and financial markets, as well as 
auditors and experts in various fields; and in close dialogue with regulators and govern-mental agencies in several countries. The GRI Guidelines are developed in alignment with internationally recognized reporting related documents, which are referenced throughout.The G4 Guidelines have increased user-friendliness and accessibility. The emphasis on what is material encourages organizations to provide only information that is critical to their business and stakeholders. This means organizations and report users can con-centrate on the sustainability impacts that matter, resulting in reports that are more strategic, more focused, more credible, and easier for stakeholders to navigate.
New to GRI Reporting?If you are familiar with ISO 26000 but new to the GRI Guidelines and the sustainabil-ity reporting process, GRI offers some key resources to help you on your sustainability journey.More information is available online at:http://www.globalreporting.org/
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About the International Organization for Standardization (ISO)ISO is the world’s largest developer of voluntary International Standards. International Standards provide state-of-the-
art specifications for products, services and good practice, helping to make industry more 
efficient and effective. Developed through global consensus, they help to break down barriers to international trade.Since it was founded in 1947, ISO has published more than 19 500 International Standards covering almost all aspects of technology and business. From food safety to computers, from agriculture to healthcare, ISO International Standards impact all our lives.ISO comprises a network of national stand-ards bodies representing over 160 countries from all regions of the world, and covering developed, developing and transitional econ-omies. These national standards bodies make up the ISO membership and each represents ISO in its own country.ISO standards are developed through a con-sensus process by groups of experts from all over the world, who are aware of the stand-ards that are needed in their respective sec-tors. Because ISO standards are developed by the people who need them and who know the 
subject, they reflect a wealth of international experience and knowledge.ISO standards contribute to all three dimen-sions of sustainable development — economic, environmental and societal — and they draw on international consensus from the broadest possible base of stakeholder groups. Expert input is provided by those closest to both the impetus for developing the standards and 
to the benefits of implementing them. As a result, even though they are voluntary, ISO standards are widely respected and imple-mented by public and private sectors around the world.Published ISO International Standards are frequently translated and adopted as national standards by the ISO members.
ISO 26000:2010 — Guidance on social 
responsibilityISO 26000 provides guidance on how busi-nesses and organizations can operate in a socially responsible way. It helps clarify what social responsibility is, helps businesses and organizations translate principles into effective actions and shares best practices from around the world relating to social responsibility.The guidance provided in ISO 26000 is designed to be clear and instructive, even to non-specialists, as well as objective and appli-cable to all types of organization, including big business, small- and medium-sized enter-prises, public administrations, governmental and non-govermental organizations.ISO 26000 is designed to assist organizations in contributing to sustainable development, encouraging them to go beyond basic legal compliance, and to promote common under-
standing in the field of social responsibility, complementing other instruments and initia-tives for social responsibility.
New to ISO 26000?If you are familiar with the GRI Guidelines but new to ISO 26000, ISO offers key resources to help you on your sustainability journey:http://www.iso.org/iso/home/standards/man-agement-standards/iso26000.htm
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6IntroductionThis publication helps to relate the social responsibility guidance given in ISO 26000 to the reporting guidance provided by GRI. In particular, this publication provides cross-references between the two documents, which can be useful for all organizations to take advantage of the synergies and complementarities of the two initiatives, for those organizations that have used the ISO 26000 guidance and would like to report on their social responsibility, and for those organizations that follow the GRI Guidelines to prepare their reports to understand how GRI’s Reporting Principles, Standard Disclosures and guidance are related to the clauses of ISO 26000:2010.
The first ever ISO standard on Social Responsibility, ISO 26000, was published in November 20101). The standard provides guidance on the underlying principles of social responsibility, recognizing social responsibility and engaging stakeholders, the core subjects and issues pertaining to social responsibility and ways to integrate socially responsible behaviour into the organization (see Annex I and II).The ISO guidance emphasizes the principle of transparency and the value of public reporting on social responsibility performance to internal and external stakeholders, such as employees, local communities, investors and regulators. This emphasis represents an important level of international attention to the issue of reporting, and is aligned with GRI’s mission to make sustainability reporting standard practice.GRI has actively participated in the international multi-stakeholder ISO 26000 development process from the start, and supports the recognition this guidance gives to the positive contribution that businesses and other organizations can make through improved practices, to ensure a sustainable future for all.GRI strives for its Guidelines to harmonize with other reporting tools and international sustainability initiatives, including ISO 26000. ISO and GRI signed a Memorandum of Understanding (MoU) on 5 September 2011, to increase their cooperation for sustainable development. The MoU between ISO and GRI is intended to leverage the activities of 1)  ISO 26000 http://www.iso.org/iso/iso26000 
the two organizations related to corporate sustainability by sharing information on ISO standards and GRI Guidelines, teaming up with other partners, participating in the development of new or revised documents, joint promotion and communication.In May 2013, GRI released its fourth generation of Sustainability Reporting Guidelines - G42). The latest evolution of the GRI Guidelines – part of the most widely used comprehensive sustainability reporting framework in the world and created through an international multi-stakeholder, consensus-based process3) - enables all companies and organizations to report on their economic, environmental, social and governance performance. G4 has 
been significantly revised and enhanced 
in order to reflect important current and future trends in the sustainability reporting landscape.Both ISO 26000 and the GRI Guidelines have a 
significant overlap and convergence in terms of the topics they cover. ISO 26000 offers a comprehensive guidance which provides a structure for companies to organize their activities, which can then be measured and presented in the organization’s report by using the GRI Guidelines.The GRI Guidelines and ISO 26000 both aim at improving organizations’ social responsibility and sustainability performance. It should be noted that the GRI Standard Disclosures related to ISO 26000 clauses should not be understood as the only nor the complete set of disclosures required to satisfy the scope of each particular clause of ISO 26000:2010. Therefore, the full implementation of the GRI Guidelines should not be understood as offering full or adequate compliance on the implementation of the clauses of ISO 26000:2010.By using ISO 26000 in conjunction with the GRI Guidelines, reporters can synergize the two and have a practical set of tools to measure and report on their social responsibility performance and impacts.
2)  The GRI Guidelines are available for free download at www.globalreporting.org 3)  See Framework Development Process: www.globalreporting.org 
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Extract from ISO 26000:2010, 7.5.3, Box 15 – Reporting on social responsibility“An organization should, at appropriate intervals, report about its performance on social responsi-bility to the stakeholders affected.[…]In reporting to its stakeholders, an organization should include information about its objectives and performance on the core subjects and relevant issues of social responsibility. It should describe how and when stakeholders have been involved in the organization’s reporting on social responsi-bility.An organization should provide a fair and complete picture of its performance on social responsi-bility, including achievements and shortfalls and the ways in which the shortfalls will be addressed.[…]Publication of a social responsibility report can be a valuable aspect of an organization’s activities on social responsibility.”
Extract from ISO 26000:2010, 7.6.2 – Enhancing the credibility of reports and claims about 
social responsibility“[One way] to enhance the credibility of reports… [includes] making reports about performance on social responsibility comparable both over time and with reports produced by peer organizations […] and reporting conformance to the reporting guidelines of an external organization.”
8How does the ISO 26000 guidance relate to…
GRI’s Reporting PrinciplesGRI’s Reporting Principles are fundamental to achieving transparency in sustainability reporting and therefore should be applied by all organizations when preparing a sustainability report. The Principles are divided into two groups: Principles for 
Defining Report Content and Principles for 
Defining Report Quality.
Principles for Defining Report Content
GRI’s Principles for Defining Report Content describe the process to be applied to identify what content the report should cover by considering the organization’s activities, impacts, and the substantive expectations and interests of its stakeholders. There are a total of four Principles: Materiality, Stakeholder Inclusiveness, Sustainability Context and Completeness.
MaterialityBoth ISO 26000 and the GRI Guidelines cover the most common economic, environmental and social topics and impacts that ought to be addressed by organizations. However, while ISO 26000 is intended to give guidance on the actions and expectations for organizations to address each of these topics, the GRI Guidelines provide guidance on what to 
report for each of these topics specifically.By following ISO 26000, “an organization should review all the core subjects to identify 
which issues are relevant. The identification of relevant issues should be followed by 
an assessment of the significance of the 
organization’s impacts. The significance of an impact should be considered with reference both to the stakeholders concerned and to the way in which the impact affects sustainable development”4).The GRI Guidelines take a similar approach and provide extensive guidance on identifying and prioritizing relevant topics to be included in the report, including 
guidance on how to assess the significance of impacts and the relevance to stakeholders 4)  ISO 26000:2010, 5.2.2
of the identified topics. The outcome of this exercise is a list of material Aspects, those 
that reflect the organization’s significant economic, environmental and social impacts, 
or substantively influence the assessments and decisions of stakeholders. In addition, the GRI Guidelines provide useful tests that can help a reporter decide whether an issue is material.5)
Both GRI and ISO 26000 define two steps for identifying what are the relevant topics and prioritizing the most important ones. In 
the first step, both standards use the term ‘relevance’, but in the second step, GRI uses the term ‘materiality’ while ISO 26000 uses 
the term ‘significance’. GRI uses the terms ‘relevance’ and ‘materiality’ in the context of reporting and communication to identify the issues that are important enough to be reported on. ISO 26000 uses the terms 
‘relevance’ and ‘significance’ for identifying issues to be managed, improved and communicated.In the context of ‘materiality’ and 
‘significance’, the concepts of ‘sphere of 
influence’ in ISO 26000 and ‘boundary’ in GRI are relevant.
The concept of ‘sphere of influence’ in ISO 26000 is used to delineate the responsibility of an organization over its impacts and it is aligned with the guidance provided by the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.This guidance formulates that an organization is responsible for the impacts of decisions and activities over which it has formal and/or de facto control. In addition, an organization may in some situations have the ability to affect the behaviour of an organization with which it has a relationship. Such situations fall within the organization’s sphere of 
influence. In ISO 26000, ‘sphere of influence’ 
is defined as the “range/extent of political, contractual, economic or other relationships through which an organization has the ability to affect the decisions or activities of 
5)  3.1 Principles for Defining Report Content, p. 13-12 and 4.1 General Standard Disclosures, G4-18 pp. 31-39,  G4 Implementation Manual
9individuals or organizations”6). This means that the responsibility of the organization to act upon the impacts of other organizations with which it has a relationship should be determined by the extent to which the organization’s relationship is contributing to negative impacts. An organization cannot be held responsible for impacts of other organizations over which it may have some 
influence if the impact is not a result of its decisions and activities7).The concept of boundary in GRI is also aligned with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the sense that if offers a framework for reporting on impacts that the organization has caused, contributed to or that can be linked to the organization’s activities as a result of relationships with others. It is important to note that the primary use of the concept of ‘boundary’ in GRI is not to assign responsibility to the organization for the impacts that it reports on. ‘Boundary’ is a concept used to simply refer to the description of where impacts occur for each relevant topic. In the GRI Guidelines, it is expected that an organization will report 
significant impacts that occur within the organization (i.e., within the entities that are owned/included in the organization’s 
consolidated financial statements); and outside of the organization (i.e., impacts that occur elsewhere than in the entities that are owned/included in the organization’s 
consolidated financial statements)8). Impacts outside of the organization can be described for sustainability reporting purposes as direct or indirect for some topics or as caused by, contributed to, or linked to the organization for others.
While the concept of ‘sphere of influence’ in ISO 26000 is useful for assessing the organization’s level of responsibility for 
impacts within its sphere of influence, the GRI concept of ‘boundary’ is useful for describing where an organization’s impacts occur, whether within or outside of the organization or both.
6)  ISO 26000:2010, 2.197)  ISO 26000:2010, 5.2.3 and 7.3.38)  4.1 General Standard Disclosures, G4-18 pp. 31-39,  G4 Implementation Manual
 Stakeholder InclusivenessISO 26000 introduces the principle of social responsibility on the “respect for stakeholder interests”9) and indicates that information relating to social responsibility should be “responsive to stakeholder interests”10) and the GRI Guidelines present the principle of Stakeholder Inclusiveness. In addition, ISO 26000 provides guidance on the nature and purpose of stakeholder engagement11), while GRI’s guidance is focused on stakeholder inclusiveness in the reporting process12).
While ISO defines ‘stakeholder’ as an “individual or group that has an interest in any decision or activity of an organization”13), 
GRI defines ‘stakeholders’ as “entities or individuals that can reasonably be expected to 
be significantly affected by the organization’s 
activities, products, and services; and whose actions can reasonably be expected to affect the ability of the organization to successfully implement its strategies and achieve its objectives”.
Sustainability ContextThe ISO 26000 guidance states that social responsibility reports should “present the organization’s goals, operational performance, products and services in the context of sustainable development.”14) ISO 26000 further explains the relationship between social responsibility and sustainable development: “The objective of sustainable development is to achieve sustainability for society as a whole and the planet. It does not concern the sustainability or ongoing 
viability of any specific organization. The sustainability of an individual organization may, or may not, be compatible with the sustainability of society as a whole, which is attained by addressing social, economic and environmental aspects in an integrated manner. Sustainable consumption, sustainable resource use and sustainable livelihoods are relevant to all organizations 
9)  ISO 26000:2010, 4.510)  ISO 26000:2010, 7.5.211)  ISO 26000:2010, 5.312)  3.1 Principles for Defining Report Content, pp. 9-10, G4 Implementation Manual13)  ISO 26000, Clause 214)  ISO 26000:2010, 7.5.3, Box 15
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and relate to the sustainability of society as a whole.15)“GRI’s Sustainability Context Principle says that a “report should present the organization’s performance in the wider context of sustainability” and guidance is provided on how to apply this Principle in the sustainability reporting process.16)
CompletenessISO 26000 calls for reports to present a “complete picture of [the organization’s] performance on social responsibility”17) and GRI’s Principle of Completeness18) provides guidance for achieving this.
Principles for Defining Report Quality
GRI’s Principles for Defining Report Quality guide choices on ensuring the quality of information in the sustainability report, including its proper presentation. The quality of the information is important to enable stakeholders to make sound and reasonable assessments of performance, and take appropriate actions. There are a total of six Principles: Balance, Comparability, Accuracy, Timeliness, Clarity and Reliability.ISO 26000 indicates that information relating to social responsibility should be understandable, accurate, balanced, timely, accessible and comparable19). GRI provides similar but more elaborated guidance under the Principles of Clarity, Accuracy, Balance, Timeliness, and Comparability, and also adds the Principle of Reliability. These Principles all go towards helping ensure the quality of the information included in the report.20)ISO 26000 also notes that the credibility of social responsibility reports can be enhanced 
through third party verification or assurance, and by publishing a statement attesting 
15)  ISO 26000:2010, 3.3.5 16)  3.1 Principles for Defining Report Content, pp. 10-11, G4 Implementation Manual17)  ISO 26000:2010, 4.3; 7.5.2; 7.5.3, Box 15; 7.6.218)  3.1 Principles for Defining Report Content, pp. 12-13, G4 Implementation Manual19)  ISO 26000:2010, 4.3, 7.5.2 and 7.6.220)  3.2 Principles for Defining Report Quality, pp. 13-16, G4 Implementation Manual
to the verification as part of the report.21) Although external assurance of the report is not a requirement to be ‘in accordance’ with the GRI Guidelines, the Guidelines require (for those reports that have been externally assured) disclosure on the policy and practice regarding seeking external assurance, the inclusion of the external assurance statement in the report and indicating in the GRI Content Index if a Standard Disclosure has been externally assured.22)
GRI’s Standard DisclosuresISO 26000 calls for communication on the performance on social responsibility of organizations23) and GRI’s Guidelines provide a comprehensive set of Standard Disclosures for organizations to report on their performance against implementing ISO 26000 and against its core subjects. However, it is important to note that the GRI Standard Disclosures related to the clauses of ISO 26000 should not be understood as the only nor the complete set of disclosures required satisfying the scope of each particular ISO clause.There are two types of GRI Standard Disclosures: General Standard Disclosures 
and Specific Standard Disclosures.
21)  ISO 26000:2010, 7.5.3 and 7.6.222)  5.1 General Standard Disclosures, G4-32 and G4-33, pp. 31-36, G4 Reporting Principles and Standard 
Disclosures23)  ISO 26000:2010, 7.5.3, Box 15
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General Standard DisclosuresGRI’s General Standard Disclosures offer a description of the organization and the reporting process and are applicable to all organizations preparing sustainability reports.The ISO 26000 guidance recommends that the social responsibility report describes how and when stakeholders have been involved in the organization’s reporting on social responsibility, and how the organization decided upon the issues to be covered. 24) In addition, it goes on to say that “to provide an informed basis for integrating social responsibility throughout the organization, it is useful for the organization to determine how its key characteristics relate to social responsibility […]”, such as “the organization’s 
type, purpose, nature of operations and size; 
locations in which the organization operates; […] characteristics of the organization’s 
workforce; […] [or] the organization’s own mission, vision, values, principles, and code of conduct”25). The GRI Guidelines offer General Standard Disclosures to report on these and other similar elements of social responsibility.26)
Specific Standard Disclosures
The GRI Guidelines organize Specific Standard Disclosures into three Categories – Economic, Environmental and Social. The Social Category is further divided into four sub-Categories, which are Labor Practices and Decent Work, Human Rights, Society and Product Responsibility. The GRI Aspects are set out within each (sub-)Category. Table 1 ‘Linkage table between GRI G4 Guidelines and ISO 26000’ gives an overview of the GRI Categories and Aspects.The organization’s sustainability report presents information relating to material 
Aspects, those that reflect the organization’s 
significant economic, environmental and 
social impacts; or that substantively 
24)  ISO 26000:2010, 7.5.3, Box 1525)  ISO 26000:2010, 7.226)  5.1 General Standard Disclosures, pp. 24-42, G4 
Reporting Principles and Standard Disclosures
influence the assessments and decisions of stakeholders.
The information reported for each identified material Aspect can be disclosed as Disclosures on Management Approach and as Indicators27).
Disclosures on Management ApproachISO 26000 states that “an organization should conscientiously and methodically manage its own impacts associated with each core subject and monitor the impacts of the organizations 
within its sphere of influence”28) and that “due diligence29) can be a useful approach for an organization in addressing the issues of social responsibility”30).GRI takes a similar approach by incorporating due diligence considerations as part of the Generic Disclosures on Management Approach. The Disclosures on Management Approach in the GRI Guidelines provide narrative information on how an organization 
identifies, analyzes, and responds to its actual and potential material economic, environmental and social impacts. They also provide context for the performance reported by Indicators.The Generic Disclosures on Management Approach in the GRI Guidelines can be used to explain how an organization manages any given social responsibility topic or its impacts. In addition, the GRI Guidelines provide 
guidance on Aspect-specific Disclosures on Management Approach for many Aspects which is designed to give additional details to 
report on a specific Aspect. All GRI Aspects and all ISO 26000 issues of social responsibility and related actions and expectations can be 
27)  5.2 Specific Standard Disclosures, pp. 43-83, G4 
Reporting Principles and Standard Disclosures28)  ISO 26000:2010, 7.4.329)  “Due diligence in the context of social responsibility is a comprehensive, proactive process to identify the actual and potential negative social, environmental and economic impacts of an organization’s decisions and activities, with the aim of avoiding and mitigating those impacts” (ISO 26000:2010, 7.3.1)30)  ISO 26000:2010, 6.2.2
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reported on by using the Generic Disclosures on Management Approach and related due diligence considerations.ISO 26000 recognizes that quantitative 
indicators may not be sufficient or adequate to report performance results against all issues of social responsibility, for example for human rights related issues. In such instances, the Disclosures on Management Approach may provide more relevant information to the reader.The application of the due diligence process to a broad range of sustainability topics in both standards is based on the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
IndicatorsGRI’s Indicators give information on the economic, environmental and social performance or impacts of an organization related to its material Aspects.ISO 26000 acknowledges that one of the most common methods of monitoring performance 
is with indicators. Indicators require specific qualitative or quantitative information about performance results or outcomes associated with the organization that are comparable and demonstrate change over time.31) ISO 26000 does not provide guidance 
on specific indicators, nor on any other framework for comparing performance, either year-on-year or with other comparable organizations. However, GRI offers widely-
used specific indicators dealing with a wide range of economic, environmental and social topics.
31)  ISO 26000:2010, 7.7.2
ISO 26000 notes that “although indicators that yield quantitative results are relatively straightforward to use, they may not 
be sufficient for all aspects of social responsibility. In the area of human rights, for example, women’s and men’s views about whether they are being fairly treated can be more meaningful than some quantitative indicators on discrimination”32).Some of the related actions and expectations for ISO 26000 issues are not covered as such by the proposed list of GRI Indicators. In such cases, organizations should use the GRI Generic Disclosures on Management Approach to report on the ISO 26000 dimensions not covered by the GRI Indicators.The tables on pages 13 and 24 identify how the Standard Disclosures offered in the GRI Guidelines can capture the performance of an organization on the social responsibility core subjects covered in ISO 26000.
32)  ISO 26000:2010, 7.7.2
13
Linkage table between GRI G4 Guidelines and ISO 26000:2010ISO 26000 and the GRI Guidelines have a 
significant overlap and convergence in terms of the topics they cover. This table shows how the GRI Standard Disclosures relate to the ISO 26000 clauses. The left columns of this table list the GRI Standard Disclosures, and the right columns list the clauses in ISO 26000:2010 that cover similar contents.Each of the core subjects in ISO 26000 includes a range of issues of social responsibility. For each issue, ISO 26000 sets forth a number of expectations concerning stakeholders’ interests under the headings “Related actions and expectations”. For conciseness, the linkages in this document have been made at the ISO 26000 issue level and not at the level of each action and expectation. However, organizations that want to fully report on the implementation of any of the issues covered in ISO 26000 should carefully review each of the related actions and expectations for that issue and assess which GRI Standard Disclosures are useful for reporting against them.Although the table provides useful cross-references, the GRI Standard Disclosures related to ISO 26000 clauses as shown in the table should not be understood as the only nor the complete set of disclosures required to satisfy the scope of each particular clause of ISO 26000:2010. Therefore, the full implementation of the GRI Guidelines should not be understood as offering full or adequate compliance on the implementation of the ISO 26000 clauses.The GRI Guidelines offer disclosures for many of the social responsibility issues covered in ISO 26000. However, ISO 26000 gives guidance in more performance areas than the GRI Guidelines. All ISO 26000 issues and related actions and expectations not covered by the GRI Standard Disclosures can be reported on by using the Generic Disclosures on Management Approach and alternative 
indicators or organization-specific indicators. 
Organization-specific indicators included in the report should be subject to the same 
Reporting Principles as provided in the GRI Guidelines and have the same technical rigor as GRI’s Standard Disclosures.For the table comparing the clauses of ISO 26000:2010 with the GRI Standard Disclosures, please see page 24.
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Table 1 — Linkage table between GRI G4 Guidelines and ISO 26000:2010
GRI STANDARD DISCLOSURES ISO 26000:2010 CLAUSES
GENERAL STANDARD DISCLOSURES The relationship of an organization’s characteristics to social responsibil-ity 7.2
Strategy and Analysis Respect for international norms of behaviour 4.7Organizational governance 6.2Setting the direction of an organiza-tion for social responsibility 7.4.2
Organizational Profile Fundamental principles and rights at work 6.3.10Labour practices 6.4.1-6.4.2Employment and employment rela-tionships 6.4.3Conditions of work and social protec-tion 6.4.4Social dialogue 6.4.5Employment creation and skills development 6.8.5Voluntary initiatives for social responsibility 7.8
Identified Material Aspects and Boundaries Recognizing social responsibility 5.2
Determining relevance and signifi-cance of core subjects and issues to an organization 7.3.2
An organization’s sphere of influence 7.3.3Establishing priorities for addressing issues 7.3.4
Stakeholder Engagement Stakeholder identification and engagement 5.3
Report Profile Types of communication on social responsibility 7.5.3Enhancing the credibility of reports and claims about social responsibility 7.6.2
Governance Organizational governance 6.2Building social responsibility into an organization’s governance, systems and procedures 7.4.3Improving performance 7.7.5
Ethics and Integrity Ethical behaviour 4.4Anti-corruption 6.6.3
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Generic Disclosures on Management Approach 
(G4‑DMA)Organizations can use the Generic Disclosures on Man-agement Approach (G4-DMA) to report their approach to managing each of the ISO 26000 social responsibil-ity core subjects and issues and the related actions and expectations.
Guidance on social responsibility core subjects 6Due diligence 7.3.1Building social responsibility into an organization’s governance, systems and procedures 7.4.3Reviewing an organization’s progress and performance on social responsi-bility 7.7.3Improving performance 7.7.5
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GRI STANDARD DISCLOSURES ISO 26000:2010 CLAUSES
Indicators
Category Economic
Aspect Economic PerformanceG4-EC1 Direct economic value generated and dis-tributed Community involvement and develop-ment 6.8.1-6.8.2Community involvement 6.8.3Wealth and income creation 6.8.7Social investment 6.8.9G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activi-ties due to climate change Climate change mitigation and adap-tation 6.5.5G4-EC3 Coverage of the organization’s defined ben-
efit plan obligations
Wealth and income creation 6.8.7G4-EC4 Financial assistance received from govern-ment — —
Aspect Market PresenceG4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at 
significant locations of operation
Discrimination and vulnerable groups 6.3.7Fundamental principles and rights at work 6.3.10Employment and employment rela-tionships 6.4.3Conditions of work and social protec-tion 6.4.4Community involvement and develop-ment 6.8.1-6.8.2G4-EC6 Proportion of senior management hired 
from the local community at significant locations of operation Employment and employment rela-tionships 6.4.3Community involvement and develop-ment 6.8.1-6.8.2Employment creation and skills development 6.8.5Wealth and income creation 6.8.7
Aspect Indirect Economic ImpactsG4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported Economic, social and cultural rights 6.3.9Community involvement and develop-ment 6.8.1-6.8.2Wealth and income creation 6.8.7Social investment 6.8.9G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts Economic, social and cultural rights 6.3.9Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6Respect for property rights 6.6.7Access to essential services 6.7.8Community involvement and develop-ment 6.8.1-6.8.2Employment creation and skills development 6.8.5Wealth and income creation 6.8.7Social investment 6.8.9
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GRI STANDARD DISCLOSURES ISO 26000:2010 CLAUSES
Aspect Procurement PracticesG4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at 
significant locations of operation
Employment and employment rela-tionships 6.4.3Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6Community involvement and develop-ment 6.8.1-6.8.2Wealth and income creation 6.8.7
Category Environmental The environment 6.5.1-6.5.2
Aspect MaterialsG4-EN1 Materials used by weight or volume Sustainable resource use 6.5.4G4-EN2 Percentage of materials used that are recy-cled input materials Sustainable resource use 6.5.4
Aspect EnergyG4-EN3 Direct energy consumption within the organization Sustainable resource use 6.5.4G4-EN4 Energy consumption outside of the organi-zation Sustainable resource use 6.5.4G4-EN5 Energy intensity Sustainable resource use 6.5.4G4-EN6 Reduction of energy consumption Sustainable resource use 6.5.4Climate change mitigation and adap-tation 6.5.5G4-EN7 Reductions in energy requirements of prod-ucts and services Sustainable resource use 6.5.4Climate change mitigation and adap-tation 6.5.5
Aspect WaterG4-EN8 Total water withdrawal by source Sustainable resource use 6.5.4G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water Sustainable resource use 6.5.4G4-EN10 Percentage and total volume of water recy-cled and reused Sustainable resource use 6.5.4
Aspect BiodiversityG4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas
Protection of the environment, bio-diversity and restoration of natural habitats 6.5.6G4-EN12 Description of significant impacts of activi-ties, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodi-versity value outside protected areas
Protection of the environment, bio-diversity and restoration of natural habitats 6.5.6G4-EN13 Habitats protected or restored Protection of the environment, bio-diversity and restoration of natural habitats 6.5.6G4-EN14 Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk
Protection of the environment, bio-diversity and restoration of natural habitats 6.5.6
Aspect EmissionsG4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) Climate change mitigation and adap-tation 6.5.5G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) Climate change mitigation and adap-tation 6.5.5
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GRI STANDARD DISCLOSURES ISO 26000:2010 CLAUSESG4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emis-sions (Scope 3) Climate change mitigation and adap-tation 6.5.5G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity Climate change mitigation and adap-tation 6.5.5G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emis-sions Climate change mitigation and adap-tation 6.5.5G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) Prevention of pollution 6.5.3Climate change mitigation and adap-tation 6.5.5G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emis-sions Prevention of pollution 6.5.3
Aspect Effluents and WasteG4-EN22 Total water discharge by quality and desti-nation Prevention of pollution 6.5.3Sustainable resource use 6.5.4G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method Prevention of pollution 6.5.3G4-EN24 Total number and volume of significant spills Prevention of pollution 6.5.3G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of trans-ported waste shipped internationally
Prevention of pollution 6.5.3
G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodi-versity value of water bodies and related 
habitats significantly affected by the organ-ization’s discharges of water and runoff
Prevention of pollution 6.5.3Sustainable resource use 6.5.4Protection of the environment, bio-diversity and restoration of natural habitats 6.5.6
Aspect Products and ServicesG4-EN27 Extent of impact mitigation of environmen-tal impacts of products and services Prevention of pollution 6.5.3Sustainable resource use 6.5.4Climate change mitigation and adap-tation 6.5.5Sustainable consumption 6.7.5G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category Prevention of pollution 6.5.3Sustainable resource use 6.5.4Sustainable consumption 6.7.5
Aspect ComplianceG4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations
Respect for the rule of law 4.6
Aspect TransportG4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization’s operations, and transporting members of the workforce
Sustainable resource use 6.5.4Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6
Aspect OverallG4-EN31 Total environmental protection expendi-tures and investments by type The environment 6.5.1-6.5.2
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GRI STANDARD DISCLOSURES ISO 26000:2010 CLAUSES
Aspect Supplier Environmental AssessmentG4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria Avoidance of complicity 6.3.5Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6Due diligence 7.3.1G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions taken Avoidance of complicity 6.3.5Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6Due diligence 7.3.1
Aspect Environmental Grievance MechanismsG4-EN34 Number of grievances about environmen-




Labor Practices and Decent Work Labour practices 6.4.1-6.4.2
Aspect EmploymentG4-LA1 Total number and rate of new employee hires and employee turnover by age group, gender, and region Employment and employment rela-tionships 6.4.3G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part- 
time employees, by significant locations of operation
Conditions of work and social protec-tion 6.4.4Wealth and income creation 6.8.7G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender. Conditions of work and social protec-tion 6.4.4
Aspect Labor/Management RelationsG4-LA4 Minimum notice periods regarding opera-tional changes, including whether these are 
specified in collective agreements
Employment and employment rela-tionships 6.4.3Social dialogue 6.4.5
Aspect Occupational Health and SafetyG4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management–worker health and safety committees that help moni-tor and advise on occupational health and safety programs
Health and safety at work 6.4.6
G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupa-tional diseases, lost days, and absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region and by gender
Health and safety at work 6.4.6Health 6.8.8
G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation Health and safety at work 6.4.6Health 6.8.8G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions Health and safety at work 6.4.6
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GRI STANDARD DISCLOSURES ISO 26000:2010 CLAUSES
Aspect Training and EducationG4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee cat-egory Human development and training in the workplace 6.4.7G4-LA10 Programs for skills management and life-long learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career ending
Human development and training in the workplace 6.4.7Employment creation and skills development 6.8.5G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender and by employee cat-egory
Human development and training in the workplace 6.4.7
Aspect Diversity and Equal OpportunityG4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity
Decision-making processes and struc-tures 6.2.3Discrimination and vulnerable groups 6.3.7Fundamental principles and rights at work 6.3.10Employment and employment rela-tionships 6.4.3
Aspect Equal Remuneration for Women and MenG4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by 
significant locations of operation
Discrimination and vulnerable groups 6.3.7Fundamental principles and rights at work 6.3.10Employment and employment rela-tionships 6.4.3Conditions of work and social protec-tion 6.4.4
Aspect Supplier Assessment for Labor PracticesG4-LA14 Percentage of suppliers that were screened using labor practices criteria Avoidance of complicity 6.3.5Employment and employment rela-tionships 6.4.3Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6Due diligence 7.3.1G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions taken Avoidance of complicity 6.3.5Employment and employment rela-tionships 6.4.3Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6Due diligence 7.3.1
Aspect Labor Practices Grievance MechanismsG4-LA16 Number of grievances about labor practices 
filed, addressed, and resolved through for-mal grievance mechanisms Resolving grievances 6.3.6
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Sub- 
Category
Human Rights Respect for human rights 4.8Human rights 6.3.1-6.3.2
Aspect InvestmentG4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that under-went human rights screening
Due diligence 6.3.3Avoidance of complicity 6.3.5Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6G4-HR2 Total hours of employee training on poli-cies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to opera-tions, including the percentage of employ-ees trained
Avoidance of complicity 6.3.5
Aspect Non-discriminationG4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken Resolving grievances 6.3.6Discrimination and vulnerable groups 6.3.7Fundamental principles and rights at work 6.3.10Employment and employment rela-tionships 6.4.3
Aspect Freedom of Association and Collective 
BargainingG4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of asso-ciation and collective bargaining may be 
violated or at significant risk, and actions taken to support these rights
Due diligence 6.3.3Human rights risk situations 6.3.4Avoidance of complicity 6.3.5Civil and political rights 6.3.8Fundamental principles and rights at work 6.3.10Social dialogue 6.4.5Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6
Aspect Child LaborG4-HR5 Operations and suppliers identified as hav-
ing significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor
Due diligence 6.3.3Human rights risk situations 6.3.4Avoidance of complicity 6.3.5Discrimination and vulnerable groups 6.3.7Fundamental principles and rights at work 6.3.10Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6Education and culture 6.8.4
Aspect Forced or Compulsory LaborG4-HR6 Operations and suppliers identified as hav-
ing significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contrib-ute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor
Due diligence 6.3.3Human rights risk situations 6.3.4Avoidance of complicity 6.3.5Fundamental principles and rights at work 6.3.10Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6
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Aspect Security PracticesG4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or procedures that are relevant to operations Human rights risk situations 6.3.4Avoidance of complicity 6.3.5Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6
Aspect Indigenous RightsG4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions taken Human rights risk situations 6.3.4Resolving grievances 6.3.6Discrimination and vulnerable groups 6.3.7Civil and political rights 6.3.8Respect for property rights 6.6.7Community involvement 6.8.3
Aspect AssessmentG4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments Due Diligence 6.3.3Human rights risk situations 6.3.4Avoidance of complicity 6.3.5
Aspect Supplier Human Rights AssessmentG4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria Due diligence 6.3.3Human rights risk situations 6.3.4Avoidance of complicity 6.3.5Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions taken Due diligence 6.3.3Human rights risk situations 6.3.4Avoidance of complicity 6.3.5Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6
Aspect Human Rights Grievance MechanismsG4-HR12 Number of grievances human rights 




Aspect Local CommunitiesG4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs Economic, social and cultural rights 6.3.9The environment 6.5.1-6.5.2Prevention of pollution 6.5.3Community involvement and develop-ment 6.8G4-SO2 Operations with significant potential or actual negative impacts on local communi-ties Economic, social and cultural rights 6.3.9Prevention of pollution 6.5.3Community involvement and develop-ment 6.8
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Aspect Anti-corruptionG4-SO3 Total number and percentage and of opera-tions assessed for risks related to corrup-
tion and the significant risks identified
Fair operating practices 6.6.1-6.6.2Anti-corruption 6.6.3G4-SO4 Communication and training on anti-cor-ruption policies and procedures Fair operating practices 6.6.1-6.6.2Anti-corruption 6.6.3Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken Fair operating practices 6.6.1-6.6.2Anti-corruption 6.6.3
Aspect Public PolicyG4-SO6 Total value of political contributions by 
country and recipient/beneficiary
Fair operating practices 6.6.1-6.6.2Responsible political involvement 6.6.4
Aspect Anti-competitive BehaviorG4-SO7 Total number of legal actions for anti-com-petitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes Fair operating practices 6.6.1-6.6.2Fair competition 6.6.5Respect for property rights 6.6.7
Aspect ComplianceG4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with laws and regulations Respect for the rule of law 4.6
Aspect Supplier Assessment for Impacts on 
SocietyG4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society Avoidance of complicity 6.3.5Fair operating practices 6.6.1-6.6.2Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6Community involvement and develop-ment 6.8.1-6.8.2Due diligence 7.3.1G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions taken Avoidance of complicity 6.3.5Fair operating practices 6.6.1-6.6.2Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6Community involvement and develop-ment 6.8.1-6.8.2Due diligence 7.3.1
Aspect Grievance Mechanisms for Impacts on 
SocietyG4-SO11 Number of grievances about impacts on 
society files, addressed, and resolved through formal grievance mechanisms Resolving grievances 6.3.6Fair operating practices 6.6.1-6.6.2Community involvement and develop-ment 6.8.1-6.8.2
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Aspect Customer Health and SafetyG4-PR1 Percentage of significant product and ser-vice categories for which health and safety impacts are assessed for improvement Consumer issues 6.7.1-6.7.2Protecting consumers’ health and safety 6.7.4Sustainable consumption 6.7.5Health 6.8.8G4-PR2 Total number of incidents of non-compli-ance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes
Respect for the rule of law 4.6Consumer issues 6.7.1-6.7.2Protecting consumers’ health and safety 6.7.4Sustainable consumption 6.7.5Health 6.8.8
Aspect Product and Service LabelingG4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and service information and 
labeling, and percentage of significant product and service categories subject to such information requirements
Consumer issues 6.7.1-6.7.2Fair marketing, factual and unbiased information and fair contractual practices 6.7.3Protecting consumers’ health and safety 6.7.4Sustainable consumption 6.7.5Education and awareness 6.7.9G4-PR4 Total number of incidents of non-compli-ance with regulations and voluntary codes concerning product and service informa-tion and labeling, by type of outcomes
Respect for the rule of law 4.6Consumer issues 6.7.1-6.7.2Fair marketing, factual and unbiased information and fair contractual practices 6.7.3Protecting consumers’ health and safety 6.7.4Sustainable consumption 6.7.5Education and awareness 6.7.9G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction Consumer issues 6.7.1-6.7.2Consumer service, support, and com-plaint and dispute resolution 6.7.6
Aspect Marketing CommunicationsG4-PR6 Sale of banned or disputed products — —G4-PR7 Total number of incidents of non-compli-ance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and spon-sorship by type of outcomes
Respect for the rule of law 4.6Consumer issues 6.7.1-6.7.2Fair marketing, factual and unbiased information and fair contractual practices 6.7.3
Aspect Customer PrivacyG4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data Consumer issues 6.7.1-6.7.2Consumer data protection and pri-vacy 6.7.7
Aspect ComplianceG4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations con-cerning the provision and use of products and services
Respect for the rule of law 4.6Consumer issues 6.7.1-6.7.2Consumer service, support, and com-plaint and dispute resolution 6.7.6
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Linkage table between ISO 26000:2010 and GRI G4 GuidelinesISO 26000 and the GRI Guidelines have a 
significant overlap and convergence in terms of the topics they cover. This table shows how the ISO 26000 clauses relate to the GRI Standard Disclosures. The left columns of this table list the clauses in ISO 26000:2010, and the right columns list the GRI Standard Disclosures that cover similar contents.Each of the core subjects in ISO 26000 includes a range of issues of social responsibility. For each issue, ISO 26000 sets forth a number of expectations concerning stakeholders’ interests under the headings “Related actions and expectations”. For conciseness, the linkages in this document have been made at the ISO 26000 issue level and not at the level of each action and expectation. However, organizations that want to fully report on the implementation of any of the issues covered in ISO 26000 should carefully review each of the related actions and expectations for that issue and assess which GRI Standard Disclosures are useful for reporting against them.Although this table provides useful cross-references, the GRI Standard Disclosures related to ISO 26000 clauses as shown in the table should not be understood as the only nor the complete set of disclosures required to satisfy the scope of each particular clause of ISO 26000:2010. Therefore, the full implementation of the GRI Guidelines should not be understood as offering full or adequate compliance on the implementation of the ISO 26000 clauses.
The GRI Guidelines offer disclosures for many of the social responsibility issues covered in ISO 26000. However, ISO 26000 gives guidance in more performance areas than the GRI Guidelines. All ISO 26000 issues and related actions and expectations not covered by the GRI Standard Disclosures can be reported on by using the Generic Disclosures on Management Approach and alternative 
indicators or organization-specific indicators. 
Organization-specific indicators included in the report should be subject to the same Reporting Principles as provided in the GRI Guidelines and have the same technical rigor as GRI’s Standard Disclosures.For the table comparing the GRI Standard Disclosures with the clauses of ISO 26000:2010, please see page 13.
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Table 2 — Linkage table between ISO 26000:2010 and GRI G4 Guidelines
ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURES
Principles of social 
responsibility





Recognizing social responsibility 5.2 General Standard Disclosures: Identified Material Aspects and Boundaries
Stakeholder identifica-tion and engagement 5.3 General Standard Disclosures: Stakeholder Engagement
Guidance on social 
responsibility core 
subjects
6 Generic Disclosures on Management Approach (G4‑DMA)Organizations can use the Generic Disclosures on Management Approach (G4-DMA) to report their approach to managing each of the ISO 26000 social responsibility core subjects and issues and the related actions and expectations.Organizational govern-ance 6.2 General Standard Disclosures: Strategy and AnalysisGeneral Standard Disclosures: Governance
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESDecision-making pro-cesses and structures 6.2.3 G4-LA12 Composition of governance bodies and break-down of employees per employee category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversityHuman rights 6.3Human rights 6.3.1-6.3.2 Human Rights sub-CategoryDue diligence 6.3.3 G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screeningG4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be violated or at sig-
nificant risk, and actions taken to support these rightsG4-HR5 Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child laborG4-HR6 Operations and suppliers identified as having sig-
nificant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimina-tion of all forms of forced or compulsory laborG4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact assessmentsG4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteriaG4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions takenHuman rights risk situ-ations 6.3.4 G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be violated or at sig-
nificant risk, and actions taken to support these rightsG4-HR5 Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child laborG4-HR6 Operations and suppliers identified as having sig-
nificant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimina-tion of all forms of forced or compulsory laborG4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or proce-dures that are relevant to operationsG4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions takenG4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact assessmentsG4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteriaG4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions taken
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESAvoidance of complicity 6.3.5 G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteriaG4-EN33 Significant actual and potential negative environ-mental impacts in the supply chain and actions takenG4-LA14 Percentage of suppliers that were screened using labor practices criteriaG4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions takenG4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screeningG4-HR2 Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the per-centage of employees trainedG4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be violated or at sig-
nificant risk, and actions taken to support these rightsG4-HR5 Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child laborG4-HR6 Operations and suppliers identified as having sig-
nificant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimina-tion of all forms of forced or compulsory laborG4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or proce-dures that are relevant to operationsG4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact assessmentsG4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteriaG4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions takenG4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on societyG4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions taken
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESResolving grievances 6.3.6 G4-EN34 Number of grievances about environmental 
impacts filed, addressed, and resolved through formal grievance mechanismsG4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal griev-ance mechanismsG4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions takenG4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions takenG4-HR12 Number of grievances human rights impacts filed, addressed and resolved through formal grievance mechanismsG4-SO11 Number of grievances about impacts on society 
files, addressed, and resolved through formal grievance mechanismsDiscrimination and vul-nerable groups 6.3.7 G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of operationG4-LA12 Composition of governance bodies and break-down of employees per employee category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversityG4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men by employee category, by significant loca-tions of operationG4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions takenG4-HR5 Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child laborG4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions takenCivil and political rights 6.3.8 G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be violated or at sig-
nificant risk, and actions taken to support these rightsG4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions takenEconomic, social and cultural rights 6.3.9 G4-EC7 Development and impact of infrastructure invest-ments and services supportedG4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impactsG4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programsG4-SO2 Operations with significant potential or actual negative impacts on local communities
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESFundamental principles and rights at work 6.3.10 General Standard Disclosures: Organizational ProfileG4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender 
compared to local minimum wage at significant locations of operationG4-LA12 Composition of governance bodies and break-down of employees per employee category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversityG4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men by employee category, by significant loca-tions of operationG4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions takenG4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be violated or at sig-
nificant risk, and actions taken to support these rightsG4-HR5 Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child laborG4-HR6 Operations and suppliers identified as having sig-
nificant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimina-tion of all forms of forced or compulsory laborLabour practices 6.4Labour practices 6.4.1-6.4.2 General Standard Disclosures: Organizational ProfileLabor Practices and Decent Work sub-Category
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESEmployment and employment relation-ships 6.4.3 General Standard Disclosures: Organizational ProfileG4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of operationG4-EC6 Proportion of senior management hired from the 
local community at significant locations of opera-tionG4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at sig-
nificant locations of operationG4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions takenG4-LA1 Total number and rate of new employee hires and employee turnover by age group, gender, and regionG4-LA4 Minimum notice periods regarding operational 
changes, including whether these are specified in collective agreementsG4-LA12 Composition of governance bodies and break-down of employees per employee category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversityG4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men by employee category, by significant loca-tions of operationG4-LA14 Percentage of suppliers that were screened using labor practices criteriaG4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions takenConditions of work and social protection 6.4.4 General Standard Disclosures: Organizational ProfileG4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender 
compared to local minimum wage at significant locations of operationG4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part- time employ-
ees, by significant locations of operationG4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by genderG4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men by employee category, by significant loca-tions of operationSocial dialogue 6.4.5 General Standard Disclosures: Organizational ProfileG4-LA4 Minimum notice periods regarding operational 
changes, including whether these are specified in collective agreementsG4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be violated or at sig-
nificant risk, and actions taken to support these rights
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESHealth and safety at work 6.4.6 G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management–worker health and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programsG4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region and by genderG4-LA7 Workers with high incidence or high risk of dis-eases related to their occupationG4-LA8 Health and safety topics covered in formal agree-ments with trade unionsHuman development and training in the work-place 6.4.7 G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee categoryG4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endingG4-LA11 Percentage of employees receiving regular per-formance and career development reviews, by gender and by employee categoryThe environment 6.5The environment 6.5.1-6.5.2 Environmental CategoryG4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programsPrevention of pollution 6.5.3 G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissionsG4-EN22 Total water discharge by quality and destinationG4-EN23 Total weight of waste by type and disposal methodG4-EN24 Total number and volume of significant spillsG4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationallyG4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity 
value of water bodies and related habitats signifi-cantly affected by the organization’s discharges of water and runoffG4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and servicesG4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by categoryG4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programsG4-SO2 Operations with significant potential or actual negative impacts on local communities
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESSustainable resource use 6.5.4 G4-EN1 Materials used by weight or volumeG4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materialsG4-EN3 Direct energy consumption within the organiza-tionG4-EN4 Energy consumption outside of the organizationG4-EN5 Energy intensityG4-EN6 Reduction of energy consumptionG4-EN7 Reductions in energy requirements of products and servicesG4-EN8 Total water withdrawal by sourceG4-EN9 Water sources significantly affected by with-drawal of waterG4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reusedG4-EN22 Total water discharge by quality and destinationG4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity 
value of water bodies and related habitats signifi-cantly affected by the organization’s discharges of water and runoffG4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and servicesG4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by categoryG4-EN30 Significant environmental impacts of transport-ing products and other goods and materials used for the organization’s operations, and transport-ing members of the workforceClimate change mitiga-tion and adaptation 6.5.5 G4-EC2 Financial implications and other risks and oppor-tunities for the organization’s activities due to climate changeG4-EN6 Reduction of energy consumptionG4-EN7 Reductions in energy requirements of products and servicesG4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensityG4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissionsG4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESProtection of the envi-ronment, biodiversity and restoration of natu-ral habitats
6.5.6 G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areasG4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in pro-tected areas and areas of high biodiversity value outside protected areasG4-EN13 Habitats protected or restoredG4-EN14 Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinc-tion riskG4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity 
value of water bodies and related habitats signifi-cantly affected by the organization’s discharges of water and runoffFair operating practices 6.6Fair operating practices 6.6.1-6.6.2 G4-SO3 Total number and percentage and of operations assessed for risks related to corruption and the 
significant risks identifiedG4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions takenG4-SO6 Total value of political contributions by country 
and recipient/beneficiaryG4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomesG4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on societyG4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions takenG4-SO11 Number of grievances about impacts on society 
files, addressed, and resolved through formal grievance mechanismsAnti-corruption 6.6.3 General Standard Disclosures: Ethics and IntegrityG4-SO3 Total number and percentage and of operations assessed for risks related to corruption and the 
significant risks identifiedG4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and proceduresG4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions takenResponsible political involvement 6.6.4 G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiaryFair competition 6.6.5 G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESPromoting social responsibility in the value chain 6.6.6 G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impactsG4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at sig-
nificant locations of operationG4-EN30 Significant environmental impacts of transport-ing products and other goods and materials used for the organization’s operations, and transport-ing members of the workforceG4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteriaG4-EN33 Significant actual and potential negative environ-mental impacts in the supply chain and actions takenG4-LA14 Percentage of suppliers that were screened using labor practices criteriaG4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions takenG4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screeningG4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be violated or at sig-
nificant risk, and actions taken to support these rightsG4-HR5 Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child laborG4-HR6 Operations and suppliers identified as having sig-
nificant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimina-tion of all forms of forced or compulsory laborG4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or proce-dures that are relevant to operationsG4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteriaG4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions takenG4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and proceduresG4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on societyG4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions taken
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESRespect for property rights 6.6.7 G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impactsG4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions takenG4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomesConsumer issues 6.7Consumer issues 6.7.1-6.7.2 G4-PR1 Percentage of significant product and service cat-egories for which health and safety impacts are assessed for improvementG4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety impacts of products and ser-vices during their life cycle, by type of outcomesG4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and service information and labeling, and percent-
age of significant product and service categories subject to such information requirementsG4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomesG4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfac-tionG4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning mar-keting communications, including advertising, promotion, and sponsorship by type of outcomesG4-PR8 Total number of substantiated complaints regard-ing breaches of customer privacy and losses of customer dataG4-PR9 Monetary value of significant fines for non-com-pliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and servicesFair marketing, factual and unbiased informa-tion and fair contractual practices
6.7.3 G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and service information and labeling, and percent-
age of significant product and service categories subject to such information requirementsG4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomesG4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning mar-keting communications, including advertising, promotion, and sponsorship by type of outcomes
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESProtecting consumers’ health and safety 6.7.4 G4-PR1 Percentage of significant product and service cat-egories for which health and safety impacts are assessed for improvementG4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety impacts of products and ser-vices during their life cycle, by type of outcomesG4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and service information and labeling, and percent-
age of significant product and service categories subject to such information requirementsG4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomesSustainable consump-tion 6.7.5 G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and servicesG4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by categoryG4-PR1 Percentage of significant product and service cat-egories for which health and safety impacts are assessed for improvementG4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety impacts of products and ser-vices during their life cycle, by type of outcomesG4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and service information and labeling, and percent-
age of significant product and service categories subject to such information requirementsG4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomesConsumer service, sup-port, and complaint and dispute resolution 6.7.6 G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfac-tionG4-PR9 Monetary value of significant fines for non-com-pliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and servicesConsumer data protec-tion and privacy 6.7.7 G4-PR8 Total number of substantiated complaints regard-ing breaches of customer privacy and losses of customer dataAccess to essential services 6.7.8 G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESEducation and aware-ness 6.7.9 G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and service information and labeling, and percent-
age of significant product and service categories subject to such information requirementsG4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomesCommunity involvement and development 6.8 G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programsG4-SO2 Operations with significant potential or actual negative impacts on local communitiesCommunity involvement and development 6.8.1-6.8.2 G4-EC1 Direct economic value generated and distributedG4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender 
compared to local minimum wage at significant locations of operationG4-EC6 Proportion of senior management hired from the 
local community at significant locations of opera-tionG4-EC7 Development and impact of infrastructure invest-ments and services supportedG4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impactsG4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at sig-
nificant locations of operationG4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on societyG4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions takenG4-SO11 Number of grievances about impacts on society 
files, addressed, and resolved through formal grievance mechanismsCommunity involvement 6.8.3 G4-EC1 Direct economic value generated and distributedG4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions takenEducation and culture 6.8.4 G4-HR5 Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURESEmployment creation and skills development 6.8.5 General Standard Disclosures: Organizational ProfileG4-EC6 Proportion of senior management hired from the 
local community at significant locations of opera-tionG4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impactsG4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endingTechnology development and access 6.8.6 — —Wealth and income crea-tion 6.8.7 G4-EC1 Direct economic value generated and distributedG4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligationsG4-EC6 Proportion of senior management hired from the 
local community at significant locations of opera-tionG4-EC7 Development and impact of infrastructure invest-ments and services supportedG4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impactsG4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at sig-
nificant locations of operationG4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part- time employ-
ees, by significant locations of operationHealth 6.8.8 G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region and by genderG4-LA7 Workers with high incidence or high risk of dis-eases related to their occupationG4-PR1 Percentage of significant product and service cat-egories for which health and safety impacts are assessed for improvementG4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety impacts of products and ser-vices during their life cycle, by type of outcomesSocial investment 6.8.9 G4-EC1 Direct economic value generated and distributedG4-EC7 Development and impact of infrastructure invest-ments and services supportedG4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts
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ISO 26000:2010 CLAUSES GRI REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURES
Guidance on integrat-
ing social responsi-
bility throughout an 
organization
7
The relationship of an organization’s char-acteristics to social responsibility
7.2 General Standard Disclosures
Due diligence 7.3.1 Generic Disclosures on Management Approach (G4-DMA)G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteriaG4-EN33 Significant actual and potential negative environ-mental impacts in the supply chain and actions takenG4-LA14 Percentage of suppliers that were screened using labor practices criteriaG4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions takenG4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on societyG4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions takenDetermining relevance 
and significance of core subjects and issues to an organization
7.3.2 General Standard Disclosures: Identified Material Aspects and Boundaries
An organization’s sphere 
of influence
7.3.3 General Standard Disclosures: Identified Material Aspects and BoundariesEstablishing priorities for addressing issues 7.3.4 General Standard Disclosures: Identified Material Aspects and BoundariesSetting the direction of an organization for social responsibility 7.4.2 General Standard Disclosures: Strategy and AnalysisBuilding social respon-sibility into an organi-zation’s governance, systems and procedures
7.4.3 General Standard Disclosures: Governance Generic Disclosures on Management Approach (G4-DMA)Types of communication on social responsibility 7.5.3 General Standard Disclosures: Report ProfileEnhancing the credibil-ity of reports and claims about social responsibil-ity
7.6.2 General Standard Disclosures: Report Profile
Reviewing an organi-zation’s progress and performance on social responsibility
7.7.3 Generic Disclosures on Management Approach (G4-DMA)
Improving performance 7.7.5 General Standard Disclosures: GovernanceGeneric Disclosures on Management Approach (G4-DMA)Voluntary initiatives for social responsibility 7.8 General Standard Disclosures: Organizational Profile: Commit-ments to External Initiatives
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Annex I 
Schematic overview of ISO 26000:2010 
Source: ISO 26000:2010, Figure 1, p. ix
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ISO 26000 core subjects and issues of social responsibility
Core subjects and issues Addressed in sub-clauseCore subject: Organizational governance 6.2Core subject: Human rights 6.3    Issue 1: Due diligence 6.3.3    Issue 2: Human rights risk situations 6.3.4    Issue 3: Avoidance of complicity 6.3.5    Issue 4: Resolving grievances 6.3.6    Issue 5: Discrimination and vulnerable groups 6.3.7    Issue 6: Civil and political rights 6.3.8    Issue 7: Economic, social and cultural rights 6.3.9    Issue 8: Fundamental principles and rights at work 6.3.10Core subject: Labour practices 6.4    Issue 1: Employment and employment relationships 6.4.3    Issue 2: Conditions of work and social protection 6.4.4    Issue 3: Social dialogue 6.4.5    Issue 4: Health and safety at work 6.4.6    Issue 5: Human development and training in the workplace 6.4.7Core subject: The environment 6.5    Issue 1: Prevention of pollution 6.5.3    Issue 2: Sustainable resource use 6.5.4    Issue 3: Climate change mitigation and adaptation 6.5.5    Issue 4: Protection of the environment, biodiversity and restoration of natural habitats 6.5.6Core subject: Fair operating practices 6.6    Issue 1: Anti-corruption 6.6.3    Issue 2: Responsible political involvement 6.6.4    Issue 3: Fair competition 6.6.5    Issue 4: Promoting social responsibility in the value chain 6.6.6    Issue 5: Respect for property rights 6.6.7Core subject: Consumer issues 6.7    Issue 1: Fair marketing, factual and unbiased information and fair contractual practices 6.7.3    Issue 2: Protecting consumers’ health and safety 6.7.4    Issue 3: Sustainable consumption 6.7.5    Issue 4: Consumer service, support, and complaint and dispute resolution 6.7.6    Issue 5: Consumer data protection and privacy 6.7.7    Issue 6: Access to essential services 6.7.8    Issue 7: Education and awareness 6.7.9Core subject: Community involvement and development 6.8    Issue 1: Community involvement 6.8.3    Issue 2: Education and culture 6.8.4    Issue 3: Employment creation and skills development 6.8.5    Issue 4: Technology development and access 6.8.6    Issue 5: Wealth and income creation 6.8.7    Issue 6: Health 6.8.8
    Issue 7: Social investment 6.8.9Source: ISO 26000:2010, Table 2, p. viii
